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Penulisan tesis ini mengambil judul strategi optimalisasi pengelolaan retribusi pelayanan RPH
di Kabupaten Kiaten, Tujuan penulisan tesis ini adalah uniuk mengetahui potensi retribusi RPH
Kabupaten Klaten, permasalahan di RPH berupa isu-isu shategis yang dihadapi RPH Kabupaten
Klaten saat ini dan untuk mengetahui strategi-strategi yang harus diterapkan daolam rangka
optimalisasi pengelclaan retribusi pelayanan RPH Kabupaten Klaten sehingga kualitas daging yang
beredar di masyarakat bersifat ASUH dan penerimaan retribusi RPH Kabupaten Klaten meningkat
sebagai satah satu basis keuangan daerah menuju kemandirian daerah.

Beberapa konsep yang dipergunakan sebagai dasar dalam upaya optimailisasi pengelolaan
retribusi pelayanan RPH adalah konsep otonomi daerah, kevangan daerah, manajemen keuvangan
daerah (pentingnya manajemen retribusi daerah dan penyebab rendahnya penerimaan retibusi
daerah), serta konsep manajemen strategi yang meliputi analisis lingkungan strategis (lingkungan
internal dan lingkungan eksternal), identifikasi isu strategis {analisas SWOT dan tes Llitmus), dan
perumusan strategi optimalisasi pengelolaan retribusi pelayanan RPH Kabupaten Klaten.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskiptif dengan menggunakan
pendekatan kudglitatif. Dengan metode ini penulis melakukan peneliian untuk menghimpun data-
data di lapangan, baik data sekunder maupun primer melalui  studi pustaka, observasi, dan
waowancara yang selanjutnya menganalisis dengan mengembangkan konsep-konsep yang teiah
disebutkan di atas sertfa mendeskrnpsikan hasil peneiitian dalam bentuk penulisan tesis ini. Untuk
menghitung polensi retribusi mengacu pada peraturan yang berlaku yailu SK Bupati Kepaola Doerah
Tingkat Il Klaten Nomaor: 974/362/1999.

Dari hasil perhitlungan potensi penerimaan retrbbusi RPH Kabupaten Klaoten tahun 2007
diketahui sebeasar Rp. 102.495.000,- (serafus dua juta empat ratus sembifan pulubh lima ribu rupiah).
Sedangkan target peneriman rehibusi RPH Tahun 2007 vong ditetapkan sebesar Rp. 84.795.000.-
(delapan puluh ermpat juta tujuh ratus sembifon pulub fima rbu rupiah), atau ada sebesor 20% dari
target penermaan relibusi yang belum dipethitungkan. Dan realisasi penerimaoan retribusi RPH
Kabupaten Klaten Tahun 2005 sebesar Rp. 91.210.500.- {sembilan puluh safu juta dua rafus sepuluh
ribu lima ratus rupiah) atau mencapai 62.09% dari target yang ditetapkan Tahun 2005 sebesar Rp.
132.000.000,- (seratus liga puluh juta rupiah), sehingga masih dimungkinkan  sekali adanya
peningkatan penerimaan retribusi RPH di Kabupaien Klaten.

Berdasarkan hasil peneliian diketahui terdapat 5 {lima) permasalohan berupa isu shrategis
yaong dihadapi dan 13 {tigo belas) strategi yang harus diterapkan RPH Kabupaten Klaten uniuk
opfimalisasi pengelolaan refribusi pelayananan RPH. yaitu: 1} Isu strategis meningkatkan kualitas
pelayanan di RPH Kabupafen Klafen (memperbaiki mekanisme dan prosedur pelayanan di RPH,
memperbaiki kuliur budaya negative menjadi kultur budaya pelayanan yang berorientasi pada
kinetjia); 2) su strafegis meningkatkan sarona don prasaorana RPH  {peningkaton status RPH,
peningkatan mobilitas pelaksanaan tugas di RPH, peningkatan fasilitas pendukung di RPH); 3] ku
strategis  meningkatkan  kualifas dan kuanfifas SOM {meningkatkan kompelensi SDM  RPH,
penambahan jumiah pegawai RPH): 4] Isu strategis menyempumakan perafuran-peraturan daerah di
bidang pengelolaan retribusi RPH [merevisi peraturan-peraturan daeragh di bidang pengeloiaan
retribusi RPH, membuat peraturan-peraturan daerah baru, sosialisasi berbagai peraturan di bidang
pengeiolaan retribusi RPH): 5} isu shalegis meningkatkan jalinan kefjasama saling menguntungkan
dengan stakeholders (meningkatkan kerfjasama dengan lembaga perguruan tinggi, meningkatkan
kenasama dengan perangkat daerah terkait, swasta. dan LSM, memperkuat kelembagaan Forum
Lintas Pelaku!.

Grond strategt yang dapat dirumuskan adolah, "Optlimalisasi pengelolaan  retribusi
pelayanan RPH Kabupoten Klalen melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan di RPH yang
didukung dengan peningkatan kualitas $DM, sarana dan prasarana. jalinan kerfjasama saling
menguntungkan dengan stakeholdess serfa dilondasi implemeniasi supremasi hukum daiam setfiap
aktivitas kegiatan RPH". Diharapkan. melalui upaya-upaoya strategi yang telah direkomendasikan
dalam merespon isu isu strategis yang telah diindentifikasi maka RPH Kabupaten Klaten marmpu untuk
mengemban mandate yang felah ditetapkan dalam melaksanakan misi organisast untuk mencapai
visi keberhasilan RPH Kabupaten Klaten dimasa depan.
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ABSTRACT

This thesis writing took the title Strategy of Optimizing the Management of Service Retribution of
RPH in Klaten Regency. The purpose of this thesis writing was to know the potential of retribution of RPH of
Klaten Regency, the case in RPH by the shape of strategic issues which were faced by RPH of Klaten
Regency currently and to know the strategies should be implemented in order to optimize the management of
service retribution of RPH of Klaten Regency, thus the quality of the meat which is circulated in society has
the characteristic of caring and the acceptance of retribution from the retribution of RPH of Klaten Regency
increase es the one of the regional financial base toward the regional setf-reliance.

Some concepts which are used as the basic in order to optimize the management of service
retribution of RPH are the concept of regional autonomy, regional finance, management of regional finance
(the importance of management of regional retribution and the causes of the lowness of the acceptance of
regional reiribution), and also the concept of strategic management which comprises of the strategic
environmental analysis (intemmal and external environments), identification of strategic issues (SWOT analysis
and Litmus test), and the formulation of strategics to optimize the management of service retribution of RPH
of Klaten Regency.

Method used in this writing was descriptive method by using qualitative approach. By this method,
the author conducted a research to collect the data from field, cither secondary data or even primary data
through literary study, observation, and interview which then were analyzed by developing the
aforementioned concept and also to describe the result of this research in the shape of this thesis writing. To
calculate the potential of retribution by referring toward the current regulations, i.e. Decision Letter of
Regency Head of Second Grade Region of Klaten Number: 974/362/1999.

From the result of potential acceptance calculation of RPH retribution of Klaten Regency in 2007 it
was known as much DR 102,495.000,- {one hundred and two millions four hundseds and ninety five
thousands rupiah). Meanwhile the target of acceptance of RPH retribution in 2007 which is sated as much
IDR 84.795.000,- (eighty four millions seven hundreds and ninety five thousands rupiah), or there are 20%
from the target of retribution acceptance which has not been calculated yet. And the realization of the
acceptance of RPH retribution of Klaten Regency in 2005 as much IDR 91.210.500 (eighty one millions two
hundreds and ten thousands five hundreds rupiah) or reached 69.09% from the target which was stated in
2005 as much IDR 132.000.000,~ (one hundred and thirty three millions rupizh), thus it is still may to be
profitable once the existence of increasing of acceptance of RPH retribution in Kiaten Regency.

Based on the result of this research, it was known that there were 3 (five) issues by the shape of
strategic issues which are faced and 13 (thirteen) strategies which should impleraent RPH of Klaten Regency
to optimize the management of service retribution of RPH, i.e.: I) the strategic issue to increase the guality of
service in RPH of Klaten Regency (repair the mechanism znd the service procedures in RPH, repair the
negative culture into the performance-oriented service culture); 2) strategic issue to increase the medium and
prerequisites of RPH (the increasing of RPH status, increasing of mobility of duty implementation in RPH,
the increasing of supporting facilities in RPH); 3) strategic issue to increase the quality and quantity of human
resources (to increase the competency of human resources in RPH, the increment of the total of employees in
RPH); 4) strategic issue to complete the regional regulations in the field of RPH retribution management
(revise the regional regulations in the field of management of RPH retribution, establishing the new regional
regulations, socializing of various regulations in the field of management of RPH retribution); 5) strategic
issue to increase the mutual cooperation network with stakeholders (to increase the cooperation with the high
educational institutions, to increase the cooperation with the related regional apparatus, private, and NGO, to
increase the institutionalization of Forum Lintas Pelaku).

Grand strategy which could be formulated was, “Optimize the management of service retnbution of
RPH in Klaten Regency through the efforts of increasing the service quality in RPH which is supported by the
increasing of human resources quality, medium and prerequisites, the mutual cooperation network by
stakeholders and also it was based by the implementation of legal supremacy in every activities of RPH
activity”. It is hoped, through the efforts of strategies which had been recommended in responding the
strategic issues which had been identified, thus RPH of Klaten Regency capable to execute the mandate which
has been stated in conducting the organizational mission to pursue the successfulness vision of RPH in Klaten
Regency in future.

Vil
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberdakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 vang
telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Ddaerah dengan essensi pelaksanaan olonomi daerah yang
dewasa ini telah sampai pada tahapan konsolidasi {tahun 200-4—2007) telah
membawa perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pemerintahan di

Indonesia yaitu dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralisasi.

Dalam sistem pemerintahan desentralisasi seperti sekarang ini, pemerintah
daerah memperocleh pelimpahan kewenangan olocnomi yang lebih luas, nyata,
dan bertanggung jawab dari pemetintah. Kewenangan otonomit luas diartikan
sebagai  keleluasaan pernerntah daergh daolam  menyelenggarakan
pemerniahan yang meliputi semua bidang kegiatan kepemerintahan kecuali
kewenangon yang masih ditangani oleh pemerintah, yaitu: bidang Politik Luar
Negeri, Pertahanan keamanan, Peradilan, Moneter dan fiskal. agama serta

kewenangan lainnya yang ditelapkan dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan kewenangan yang nyata diartkan bahwa  keleluasaan
pemerintah daerah diperlukan  untuk mendukung kreativitasnya dalam
menentukan kebijakan, program. kegiatan sesuai dengan potensi dan aspirasi
masyarakat sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang meliputi
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat dapat

berjalan lebih cepat dan lebih berkudlitas. Serta kewenangan bertanggung
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Gajpwabbyaitu bahwa pemberian hak dan kewenangan pada pemerintah daerch

dalam wujud tugas dan kewdajiban yang diemban ditujukan pada peningkatan

kualitas pelayanan masyarakat.

Dengan demikion pelaksanaan otonomi daerah memberikan hargpan
bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yong lebih baik dan
terciptanya iklim demokrasi di doerah serta memunculkan  herapan baru bagi
masyarakat untuk mendapatkan kebijakan—kebijakan daerah yang responsive
terhadap aspirasi masyarakat. Untuk itu agar harapan masyarat dapat terwujud
dan haragpan dari otonomi daerah yaitu mengoptimalkan demokratisasi dan
menciplakan kesejahteraan di tingkat daerah dalam kerangka Negara Kesaluan
Republik Indonesia juga dapat terwujud diperlukan usaha keras dari seluruh

lapisan stakeholders.

Keberhasiian pelaksanaan otonomi dasrah sangat tergantung pada
kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia yang dimiliki daerah,
serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di
daerah. Menurut ). Riwu Kaho, {1997:124), untuk menjalankan fungsi
pemernntahan fakior keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting,
karena hampir fidak ada kegiatan pemeriniahan yang tidak membutubhkan

biaya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diperbarui
dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusal dan Daerah disebutkan bahwa sumber-sumber
penerimaan daerah dalom rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah

dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjoman daerah, dan Lain-
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GAlpin pendapatan daerah yang sah. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah

terdiri dari: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil refribusi daerah; {3) hasil perusahaan
milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;

dan {4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Di antara berbagai jenis penerdmaan daerah yang dapat dikelola oleh
daerah adalah Pendapatan Asli Daerah {PAD), oleh karena itu upaya
peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat
perhatian dari Pemerintah Doerah batk dengan cara intensifikasi maupun
dengan cara ekstensifikosi dengan maksud agar daerah tidak terlalu
mengandadlkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi kedepan harus

mampu mandir.

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat diihat dari
seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut, Menurut
Insukindro, dkk. (1994:1), dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada
daerah dalam merencanakan, menggali. mengelola dan menggunakan
keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, pendapatan asli daerah (PAD)
dapat dipandang sebagai solah satu indikator atau kriteria untuk mengukur
ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar
sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukan semakin kecil ketergantungan

daerah kepada pusat.

Hal demikian juga sinergis dengan salah satu strategi  kebijokan
Pemerintah Propinst Jawa Tengah yaitu mengembangkan potensi lokal dalam
rangka meningkatkan pendapatan daerah yang dijabarkan dalam satu paket

program identifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
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propinsi dalam hal ini Dispenda Propinsi melalui penyempurnaan Sistem dan
prosedur perpajakan dan refribusi dengan berpedoman pada misi yang
terkandung dalam UU No. 18 Th. 1997 tentang Pajak Daerah dan Reftribusi Daerah
dan perubahannya yaitu UUJ No. 34 Th. 2000, dengan tetap memperhatikan asas
keadilan. pemerataan manfaat dan kemampuan masyarakat melajui
peningkatan mutu pelayanan dan kuaglitas aporat yang tercemmin dalam
peningkatan disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui

penyempurnaan sistem administrasi.

Sejolan dengan kebijokan tersebut, sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan lJangka Menengah (RPIM) Kabupaten Klaten juga
berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui strategi peningkatan
efisiensi dan efektivitas penerimoan daerah serta optimalisasi pengusahaan
sumber-sumber pendapoatan yang telah ada dan menggali sumber-sumber
pendapatan baru. Dan kontribusi penerimaaon PAD terhadap APBD Kabupaten
Klaten selama lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2001 sampai dengan tahun

2005 dapat dilihat sebagoimana pada tabel 1.1,

Dari tabel 1.1 dapat disampaikan bahwa besarnya PAD Kabupaten
Kloten selama 5 {lima} tahun terakhir terus-menerus mengalami peningkatan,
namun diliat dari persentase kontribusinya masth sangat kecil. Hal ini disebabkan
karena sumbangan dan bantuan dari tingkat pemernintah pusat meningkat tebih
besar dibandingkan dengan kenaikan PAD sehingga tidak memberikan kontribusi

yang cukup berarti terhadap APBD.
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Kontribusi PAD Terhadap APBD
Kabupaten Klaten T.A. 2001 s/d 2004
No Tahun APBD PAD Kontribusi

) Anagaran (Rp) (Rp) (%)
1. 2001 34.443.662.094 13.831.407.402 40,16
2. 2002 44.824.380.160 17.534.906.154 39,12

3. 2003 511.733.557.642 22.277.799.164 4,35

4. 2004 501.926.621.717 27.078.142.930 5,39

5. 2005 534.080.227.347 33.549.822.148 6,28

Rata-rata 17.81

Sumber ; BPKD Kabupaten Klaten, 2006.

Sedangkan rasio PAD terhadap APBD Kabupaten Klaten selama lima
tahun anggaran tersebut rata-rata sebesar 17%. Rasio tersebut tergolong pada
kategori kurang. menurut tolok ukur kemampuan keuangan daerah dalam
rangka pelcksanaan Otonomi Daerah (Litbang Depdagr. 1991). Hal ini
mermberkan gambaran bahwa penerimaan daerah Kabupaten Ktaten masih di
dominasi cleh subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat sehingga tingkat

ketergontungan pada pemerintah pusat cukup tinggi.

Meskipun sampai saal ini berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh
pemerintah daerah kabupaten Klaten untuk mengurangi seminimal mungkin
ketergantungan pada pemerintah pusat dan bertekad menjadikan pendapatan
asli daerah sebagai sumber pembiayaan utama penyelenggaroan  otonomi
daerah untuk menuju kemandiron daerah. Akan tetapi realitasnya bericagai
kebijakan tersebut belum mendatangkan hasil seperti yang diharapkan.

Mencemati kondisi tersebul memicu Pemerintah Doeroh Kaobupaten

Klaten terus berupaya meningkatkan pendapaian asli daerchnya disarmping
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cAtetapamelakukan optimdlisasi pembiayaan pembangunan. Peningkatan PAD,

diupayakan melalui memaksimalkan semua sumber PAD agar penerimaannya
mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensiainya. Komponen
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupalen Klaten yang berperanan cukup
besar adalah pojak daerah dan retribusi daerah, kontribusinya kedua komponen
PAD tersebut rata-rata mencapai 70% seliap tahunnya. Sedang komponen laba
BUMD dan komponen lain-lain PAD yang syah memberikan kontribusi kurang

lebih 30%/tahun.

Tabel 1. 2.
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Kabupdalen Klaten Tahun 2001 s/d 2002

Konfibusi
Tahun Pajak (Rp.} Rehibusi (Rp.) PAD (Rp.} Pajak (%) Rehibusi (%)
2001 4.834.834.534 5.463.758.390 13.831.407.402 34.95 39.50
2002 6.312.724.519 7.149.352.235 17.534.906.154 36 40,77
2003 B.605.5462.04] 7720125608 22277799, 164 38,63 34,465
2004 10.291.535.387 8.506.221 494 27.078.142.930 38 31.41
2005 9.732.205.834 10.7771.625.835 33.5492.822.148 29 32,1

Sumber ; Dispenda Kabupalen Klaten, 2006.

Pengelolaan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seria peraturan

pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah. Di Kabupaten Klaten ada 8

{delapan) pos pajak daerah, meliputi: Pajak Hotel dan Restoran, pajok Restoran,

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C,

pajak ABT. pajak parkir.

§)
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Untuk pos retribusi daerah di kabupaten Kiaten saat ini berjumiah 25
{dua puluh fima) pos. Dalam pembentukan PAD secara akumulatif selama
lima tahun terakhir {Tahun 2001 s/d 2005), pos retribusi memberikan kontribusi
yang paling besar dibandingkan dengan pos-pos PAD yang lain, seperti: pos
pajak daerah, bagian laba BUMD, dan pos lain-lain PAD yang syah.
Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama 5 {iima) tahun terakhir rata-
rata sebesar Rp. 7.922.216.752,- setiap tahunnya. Pos paling terbesar dalam
pencapaian refribusi berasal dar pos retribusi pelayanan kesehatan
selanjutnya dikuti pos retribusi parkir, retribusi bea cetak KTP dan akie capil,
retribusi pengujian kendaraan bemmotor, serta retribusi tempat rekreasi dan

olah raga. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3.

Dari tabel 1.3 juga terlinhat bahwa salah satu pos dari retribusi daerah
tersebut adalah pungutan Retribusi Rumah Potong Hewan ([RPH} yang
realisasi penerimaannya dalam 5 {lima) tahun terakhir belum dapat

rmencapai target yang ditetapkan. Secara rinci disgjikan dalam tabel 1.4,

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Retribusi RPH Kabupaten Kiaten

Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Trend %
2001 110.004.000 B9.126.250 81.02
2002 }10.000.000 98.935.250 89,94
2003 120.000.000 110.004.000 91,67
2004 132.000.000 115.000.500 87,12
2005 132.000.000 21.210.500 69,09

Sumber: Dispenda Kabupafen Klaten, 2006

Berdasarkan data Tabel 1.4. tersebut dapat disampaikan bahwa nilai
nominal relribusi yang diperoleh RPH di Kabupaten Klaten selama 5 (lima)

tahun terakhir belum dapat mencapai anggaran atau target yang
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CADIR4{MBbkan dan pada 3 (figa) tahun terakhir menunjukkan adanya trend

yang menurun. Kondisi demikian memberikan gambaran bahwa dalam
penetapan target refribusi RPH atau dalam mengalokasikan anggaran
untuk RPH belum memperhatikan potensi yang ada meladinkan terkesan
hanya berdasarkan fime series atau secara incremental saja dengan
mengikuti perubahan data pada tahun sebelumnya secara periodic.
Sehingga dalam penetapan target retribusi RPH perlu benar-benar

diperhitungkan secara cermat sesuai potensi yang ada.

Potensi retribusi pelayanan RPH berbanding linear dengan jumlah
pemotongan hewan yang dilaksanakan oleh wadjb retribusi.  Jumliah
pemotongan hewan baik yang dilakukan RPH maupun di luar RPH yang
berhasit dihimpun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Klaten adalah sebagai berkut:

Tabel 1.5.
Pemotongan Hewan di Kabupaten Kiaten

Di RPH Di lvar RPH Penerimaoan
Tahun v 3 ¥ Trend ¥ )3 v Trend  Bruto Rettbs  Rasio
Besar Kecit  Tolal %  Besar Kecil Total % RPH {(Rp.) %
2001 5018 8237 13.255 - - 2.796 2.794 - 103.476.000 21,09
2002 4834 8,141 12975 -2.01 - 3.839 3.839 37,30 101.73%1.750 29.58
2003 5862 B.417 14279 10,05 - 3.670 3.670 -4,40  117.76B.500 25,70

2004 6.558  B.237 14795 3,61 2043 12768 14751 30193 148.159.500 99,70
2005 4963 12409 17372 17.4) 2850 17217 20.067 3604  146.018250 11551

Sumber: diolah

Dari Tabel 1.5 di atas maka dapat disampaikan beberapa hal, yaitu:
(1) Persentase rasio dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan

adanya peningkatan dan pada tahun 2005 sudah mencapai 115.51%.

9
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CADIATMARS) ini menunjukkan bahwa perbandingan jumiah pemotongan hewan

lebih banyak dilakukan di luar RPH, yang secara tidak langsung juga
menjelaskan bahwa RPH telah menghadapi persaingan kompetitif
dengan RPH swasta, dimana para pengusaha daging dalam hal ini
selaku wajib retribusi lebih banyak menjatuhkan  pilihannya  untuk
meilaksanakan pemotongan hewan diuar RPH. Kenyataan ini

mempengaruhi pada penerimaan retribusi RPH.

(2) Pada tahun 2003 rasio perbandingan mengalami penurunan menjadi
25,70%. Yang berarti bahwa terjadi penurunan jumlah pemotangan di
luar RPH dan meningkatnyo jumlah pemotengan di RPH. Hal ini terjadi
oleh karena menguatnya isu public seputar permasalahan daging pada
tahun 2002 dan 2003 yang disinyalir banyak beredar daging yang fidak
ASUH [aman, sehat, utuh, dan haldl). Berdasarkan ketentuan yang
termuat didalam SK Mentan No. 413/ Keputusan/ TN.310/7/1992 tentang
Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta  Hasil
lkutannya, dapat disampaikan bahwa daging gelonggengan tidak ASUH
(aman. sehat, uteh dan halal) karena proses pemotongannya tidak
sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini diperkuat dengan
pernyataan Fatwa MUl Jateng pada tanggal 25 Pebruar 2006 bahwg
daging gelonggongan haram bag yang melakukan, menjual dan
mengkonsumsi.  Serta untuk daging impor ilegal disinyalir banyak
mengandung penyakit mulut kuku, sapi gila, dan antraks sehingga dari

sisi kesehatan diragukan dan langsung dimusnahkan. Sehingga para

10
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hewan di RPH untuk menghindari kerugian usahanya.

{3) Penerimaan bruto retribusi merupakan potensi retribusi RPH dikurangi
dengan akumulasi retribusi yang didapatkan darn jumlah pemotongan
hewan untuk keperuan keagamaan dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk
pemotongan hewan yang diperuntukkan dalam keperluan keagamaan
sesuai peraturan yang berlaku fidak dikenakan retribusi.  Perbandingan
retribusi brute dan realisasi retribusi RPH yang masuk kas daerah dapat

dilihat dalam tabet berikut:

Tabet 1.4.
Retribusi Bruto (RB) dan Realisasi Retribusi (RR) RPH Kabupdaien Klaten
Tahun 2001 s/d 2005

ranun RB (Rp) RR (Rp) % % latnnyo
2001 103.474.000 89.126.250 86,13 13.87
2002 101.731.750 98.935.250 97.25 2,75
2003 117.768.500 110.004.000 93.4) 6,59
2004 148.159.500 115.000.500 77,62 22,38
2005 146.018.250 91.210.500 62,46 37,54

Sumber :diolah

Dari Tabel 1.6 di atas dapat disampaikan bahwa dibandingkan dengan
retribusi bruto maka persentase reolisasi penerimoan retribusi yong masuk
kas daerch mengalami penurunan sebaliknya diloin pihak persentase
lainnya terus mengaolami peningkatan. Persentase |ainnya ini merupokan
retribusi yang belum diperhiftungkan karena sebagian pemotongan
hewan untuk keperuan agama ataupun retribusi yang bocor
dilapangan. karena tidak adanya pengkiafikasian yang jelas mengenahi

jumiah hewan yang dipotong untuk keperuan keagamaan.
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) Uraian di atas merupakan merupakan gambaran beberapa masalah

dalam pengelolaan retribusi petayanan RPH di Kabupaten Kiaten yang
menyebabkan redlisasi penerimaan retribusi belum menceminkan potensi
yang ada dan masih dapat ditingkatkan lagi pada tahun-tahun
mendatang. Mengingat bahwa penerimaan refribusi ini secara  tidak
langsung juga mempengaruhi koniribusi PAD terhadap APBD dan dari Tabel
1.1. diketanhui bahwa kontribusi PAD terhadap APBD masih relative kecil
yaitu kurang dori 10%. sehingga dapat disampaikan bahwa tingkat
kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah juga masih
rendah karena masin mengandalkan penerimaan dari pemerintah pusat
serta tolok vkur kemandirian daerah dalam melaksanakan cotonomi daerah

tercemin dari penerimaan pendapatan asli daerah,

Hat ini tentu sqgja merupakan tantangan bagi pemerintah daeran
dalam menggali polensi sumber-sumber penerimaan dari pos retrbusi
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,
meningkatkan kemandirian daerah, dan juga untuk mendukung visi
Kabupaten Klaten, yaitu 'Tofo Titi Tenirem Kerforaharjo' dan mewujudkan
visi RPH Kabupaten Klaten itu sendiri. Dalam meningkatkan sumbangsih
retribusi yang berkaitan dengan RPH diperiukan berbagai respon untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi RPH Kabupaten Klaten
sebagaimana telah disebutkan di atas, maka diperlukan adanya strategi
bagi pengelolaan retribusi pelayanan RPH sehingga penjabaran kebijakan

program don pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanckan secara optimat
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CADALEHG" mengarah pada upaya pemanfaalan potensi daerah dan

peningkatan penerimaan daerah dari retribusi RPH.

Diharapkan pula kudlitas jasa pelayanan RPH kepada masyarakat
umumnya dan pengusaha temak potong khususnya akan meningkat
sehingga masyarakat akan merasa aman dalam mengkonsumsi daging.
Sehingga hal ini sangat menark dan dapat member petunjuk untuk
menganalisis lebih lanjut mengenai strategi pengeioloon retribusi pelayanan

Rumah Potong Hewan di Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian sebagairmana tersebut di atas maka dapatlah dirumuskan
permasalahan: “Bagaimana Strategi Optimalisasi Pengelolaan Retribusi

Pelayanan Rumah Potong Hewan di Kabupaten Klaten?”.

C. Tujuan penelitian

Pernelitian ini secarc umum diarahkan pada upaya opfimalisasi
penerimaan Refribusi RPH Kabupaten Klaten dimasa mendatang, melalui

berbagai berbagai aspek analisis sebagai berikut:

1. Menghitung potensi Retribusi RPH:

2. Mengidenfifikasi isu-isu sirategis yang dihadapi RPH; dan

3. Merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan retribusi pelayanan rumanh
potong hewan dalam rangka meningkatkan realisasi penermaan

Retribusi RPH.
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CADAH M antaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Menghasitkan rekomendasi strategi optimalisasi pengelolaan retribusi
pelayanan rumah potong hewan sehingga dapat dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kiaten
khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten
dalam merumuskan kebijakan program kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan retribusi pelayanan RPH; dan

2. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi dalam rangka
oplimadlisasi pengeltolaan sumber daya daerah dalam hatl ini yaitu UPTD
RPH Kobupaten Klaten sebagai unit bagian dari salah satu perangkat

daerah di Kabupaten Klaten.
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A. Konsep Otonoml Daerah

Secara efimologis kata otonomi atau autonomy berasal dari bahasa
Latin  {auto=sendiri) dan (nomein=peraturan atau undang-undang) yang
berarti mengatur sendir ctau memerintah sendir, atau dalam arti lvas adalah
hak untuk mengatur dan mengurus rumah fangga daerah sendin. Dalam
literature pemerintahan, otonomi sering diartikan sebagai eigen meesfershap,
menurut Van Vollenhoven sebagaimana dikutif colen Winarne S. Adisubroto
{2003:1), didefinisikan sebagai kekuasaan bertindak yang diberikan kepada

satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendin daerahnya sendiri.

Sementara itu Koesoemahatmadja (1971:9) mengemukakon baohwa
ctonomi selain mengandung arti perundangan (regeling} juga mengandung arti
permerintahan (bestuur). Sedangkan Ateng Safrudin dalam Winamo S.
Adisubroto (2003:2} memberikan batasan makna yang terkandung dalam istilah
otonomi yaity makna kebebasan atas kemandirian bukan atas kemerdekaan
artinya kebebasan yang terbalas, kebebasan yang harus diperfanggung
jawabkan (kepada pemerintah pusat) atau pemerintah yang lebih tinggi dan

bukan kebebasan tanpa batas.

Dengan demikian, istlah otonomi pada prinsipnya merupakan hak untuk
mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan  sendii atas
kewenangan dari pemerintah pusat sesuai dengan perundangan yang berlaku

menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

15
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CADIAR ]\g/ggniutnyc Winarno 5. Adisubroto (2003:2) mengemukakan bahwa istilah

otonomi daerch mencakup 3 pengertian: 1) hak untuk mengatur dan mengurus
rumah tangga sendir, 2) wewenang untuk mengatur daerah sendir, dan 3)
kewgjiban untuk mengatur rumah tangga sendin. Selain itu juga menjelaskan
bahwa perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut
dan dengan aksentuasi yang berbeda, diawalnya masih terasa sangat kental
kendali pemerintah pusat yang sentralistik dengan berbagai istlah yang

digunakan: otonomi formil, otonomi materiil, dan otonomi riil.

Hal senada juga dikemukakan oleh J. Riwu Kaho (2001:ix) bahwa sejak
awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para founding fathers telah
menjatuhkan  pilihannya pada prinsic pemencaran  kekuasaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Negara dan dalam perkembangan sejarah
telah membuktikan bahwa cita desentralisasi senantiasa dipegong teguh oleh
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekalipun dari satu periode ke pericde

lainnyo terlihat adanya perbedaan dalam intersitasnya.

Dalam hal ini, Mahadi Sinambela dan Azhari 5. {2003:70) juga
mengemukakan bahwa perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia penuh
liku-liku yang menegangkan, Undang-undang No. 1 Tahun 1945 merupakan
Undang-Undang pertama yang mengatur tentang pemerntahan daerah

sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999,

Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa
memegang teguh azas desentraiisasi atau otonomi daerah atau sitem
pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara dan

dengan dikeivarkannya Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang

16
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Pemerintahan Daerah berarti telah ada tujuh Undang-undang yang mengatur

tentang pemerintahan daoerah. Ketujuh undang-undang dimaksud adalah:

1} Undang-undang No. 1 Tahun 1945 tentang Kornite Nasional Daerah,

2) Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah,

3} Undong-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah,

4) Undang-undang No. 18 Tahun 1966 tentang Pokok-Pckok Pemerintahan
Daerah,

5) Undang-undang No, 8 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah,

4) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerch,

7) Undang-undang Nec. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan
bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang., dan kuwadjiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendifi vrusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan daerah otonom (daerah) adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus  urusan pemernnfahan dan kepenfingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sisterm Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Riswandha Imawan (2005:41) mengemukakan bahwa otanomi daerah
merupakan wujud kangkrt dari  dianutnya azas  desentralisasi  dalam
penyelenggaraan pemerintahan, karena dalam azas desentralisasi memiliki

makna desenirafisasi  padiilik  [develusi) dan  desentralisasi  administrasi
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{dekonsenirasi). Bahkan Ryaas Rasyld, dkk {(2003:xvl) menyamakan otonomi
daerah dengan desentralisasi. Sementara menurut Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada pemerintch daerah olonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Para pakar imu pemerintahan dan  politik banyak memberkan
argumentasi dilaksanakannya desentralisasi atau otonomi di Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, dkk
(2002:20) argurent dimaksud meliputi:

1) Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,
2! Wahana pendidikan poilitik,

3] Pemerintahan Daerah sebagai karir politik lanjutan,

4} Stabilitas politik,

5) Kesetaraan politik,

6} Akuntabilitas public.

Sedangkan tujuan otonomi daerah menurut Smith {1985) sebagaimana
disampaikan oleh Syamsuddin Haris (2005:71} adalah tidak hanya untuk
kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga dalam rangka kepeantingan
pemernntah daerah. Bagi pemerintah daerah, tujuan otonomi daerah:
mewujudkan persamaan politik {political equality), menciptokan pemerintahan
yang bertanggung jawab {focal accountability), dan mewujudkan responsifitas
masyarakat setempat (local responsiveness) terhadap masalah-masalah
obyekiif masyarakat di tingkat lokal. Untuk kepentingan pemerintah pusat.

tujuan  otcnomi  daerah  adalah  untuk  pendidikan  politik.  pelatihan
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kepemimpinan, menciptakan stabilitas  politik,. dan mewujudkan system

demokrasi pemerintahan di daerah.

Sementara dalam penjelasan umum undang-undang 32 Tahun 2004
menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui  peningkatan  pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu juga ditujukan untuk
mehingkatkan pendayagunaan potensi sumber daya daerah secara optlimal
dan terpadu dengan prinsip otonomi daerah yang selvas-luasnya, nyota, dan
bertonggung jowab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta

mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangannya di daerah.

Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan
mengurus dan mengatur semua wusan pemerintahan diluar yong menjadi
urusan pemerintah pusat, yang meliputi: politik luar negeri, perfahanan,
keamanan, yustisi. meneter, dan agama. Prinsip otonomi yang nyata adalah
suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahon  diloksanakan
berdasarkan tugas, wewenang, dan kewdajiban yang senyatanya telaoh ada dan
berpotensi untuk tumbuh, hidup. dan berkembang sesuai dengan potensi dan
kekhasan daerah. Sedangkan yang dimoksud dengan prinsip otonomi yang
bertanggungjawaob adalah ctonomi yang dalam penyelenggaraannya harus
benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang
pada dasarnya untuk memberdayakan daerah  termasuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional,

Menurut Ryaas Rasyid, dkk. (2005:13), agar tujuan otonomi daerah dapat

segera terwujud, maka dalam implementasi kebijokan otonomi  doerah
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G

é‘%’é”m“ﬁ‘ﬁg’?n supervise, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang ketat,
disamping itu pula perlu dukungan oleh pemeriniah dalam mensuferfisasi
pelaksanaan kebijakan tersebut dalam hal pengembangan fungsi-fungsi
pemerintfahan melalui pemberian lebih banyak kewenangan kepada daerah,
dilain pihak daerah perlu meningkatkan kemampuannya untuk secara kreatif

dan optimal mendayagunakan kewenangan yang telah diimpahkan,

Sedangkan Gunawan Sumaodiningrat {1994:2) berpendapat bahwa
dalam mewujudkan tujuan otoncmi daerah maka Kabupaten/Kota perlu
memperhatikan beberapa unsur penting. Unsur tersebut, yaitu:

1) Kemantapan kelembagaan,

2) Ketersedioan sumber daya maonusia yang memadai, khususnya aparatur
pemerintah daerah dan masyarakat,

3) Potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendir, dan

4) Kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, prospek keberhasian otonomi daerah  dimasa
mendatang akan sangat tergantung dari kesiapan masing-masing daerah dan
juga potensi sumber daya yang dimiliki daerah termasuk didalamnya yaitu
sumberdaya manusia dan sumber dana. Kesiapan pemerintah daerah dalom
melakukan penyesuaian sebagaimana wewenang yang diberikan pemerintah

dan menggali potensi daerah dalom meningkotkan keuvangan daerah.

Sebagaimana dikemukakan ). Riwe Kaho (2001:x), bahwa keberhasilan
otonomi daerah selain dipengaruhi oleh faktor manusia sebagai faktor dinamis,
faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya

aktivitas pemerntohan daerah, fakfor organisasi dan manejemen dalam
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menyelenggaraan pemerintah daerah yang efeklif dan efisien juga dipengaruhi

oleh faktor keuangan yang merupakan fulang punggung bagi
terselenggaranya akiivitas pemernintah daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
faktor keuangan adalah setiap hak yang berhubungan dengan masalah vang.
meliputi. sumber pendapatan, jumlah vang yang cukup, serta pengelolaan

keuangan sesudi peraturan yang beriaku,

Hal ini dipertegas oleh M. Manullang (2001:67) bahwa bagi kehidupan
sugtu Negara, masalah keuangan Negara sangat penting.  Makin baik
keuvangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah
dalam negara itu. Sebaliknya, kalav keuvangan negara itu kacau maka
pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Demikian juga bagi suatu pemerintah
daerah, keuangan merupaken masalah penting dalam mengatur dan

mengurus rumah fangga daerah sendin.

Berdasarkan uraian di atas, dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan
daerah otonomi, faktor keuangan daerah ini merupakan masalah yang sangat
penting. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat
dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan mengingat
kemampuan keuangan ini meruvpakan salah satu indikator penting guna
mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Hal ini mudah dipahami, karena
adalah mustahil bagi doeroh-dceroﬁ untuk dapat menjalankan berbagai tugas
dan pekeriaannya dengan efisien dan efekiif dan dapat melaoksanakan

pelayanan dan pemberdayaan bagi masyarakainya tanpa tersedianya dana
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unfuk itu. Bagian berkutnyg akan menjelaskan mengenai konsep keuangan

daerah.

B. Konsep Kevangan Daerah

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bohwa agar pelaksanaan
otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, dalam arti daeragh-daerah dapat
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendin. maka perlu adanya
dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya
roda crganisasi pemerintahan di daerah. Faktor keuangan merupakan salah
satu faktor utama yang merupakan sumber daya potensial bagi pembiayaan

penyelenggaraan roda organisasi pemerintahan daerah.

Sebagaimana dikemukakan ofeh 1. Riwu Kaho (2001:124), bahwa salah
satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam
mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-sufforting
dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan
faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah  dalam

melaksanakan otonominya.

Pendapat yang relative sama juga dikemukakan oleh E. Koswara
(2000:50), bahwa cii utama yang menunjukkan daerah otcnom mampu
berotonomi terletak pada kemampuan kevangan daerahnya. Artinya, daerah
otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-
sumber keuangan sendir, mengelola dan menggunakan keuangan sendin yang

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
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Menurut Nogi S. Tangkilisan (2005:71). keuangan daerah adalah

keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran
yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan kevangan daerah
senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya
perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas
kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang beriandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kesejahteraan rakyat

yang merata.

Dalam kaitannya dengan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan
daerah bagi penyelenggaraan keuangan daerah, penjelasan YU Nomor 32
Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah diberi hak uniuk mendagpatkan sumber
keuangan yang antara lain berupa kepastian pendanaan dari pemerintah
pusat sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan. Disamping itu juga
diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut LU Nomor 33 Tahun 2004, yang termasuk dalam sumber-sumber
penerimaan daerah adalah sebagai berikut:
1y Pendapatan Asli Daerah (PAD, merupckan pendapatan daerah dari hasil
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sab;
2y Dana Perimbangan, dana ini merupakan penenmaan daerch yang
diperoleh dari dana bagi hasil, dana aiokasi umum (DAU), dan dana alokasi

khusus {DAK);
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Gf)Djll%m?éin pendgpatan, yaitu penerimaan daerah yang diperoleh dan

pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Dari berbagai sumber penerimaan daerah sebagaimana tersebut di atas,
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk
dapat membiayal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah.
Artinya bahwa penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat
dimanfaatkan sesudi dengan kebutuhannya sehingga secara prinsip Pemerintah
Pusat atau Pemerintah yang lebibh tinggi fingkatannya tidak berwenang untuk
mengatur/menertukan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut

(Himawan dalam BS. Asrori, 2000:45).

Sedangkan fenomena urmum yang dihadapi oleh sebagian besar
pemerintah daerah di Indenesia adalah relatif kecilnya peranan (koentribusi)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang
berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi
hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD (Nogi S. Tangkilisan,

2005:72).

Dengan demikian, sumber penerimaan keuangan daerch masih
didominasi dari sumber dana perimbangan dan sumber pendapatan lain-lain
yang sah, sedangkon kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran
pendapatan dan belanja daerah masih relative kecil. Namun yang peru diingat,
bahwa betapapun besarnya prosentase PAD terhadap APBD tetap tidak

memberikan keleluasaan kepada daerah selama instrumen-instrumen  politik
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2000:46).

Uraian di atas merupakan salah satu gambaran pemasalahan umum
keuangan daerah yang dhadapi oleh pemerntah daerah di Indonesia,
sedangkan pemasalahan lain yang terkait dengan keuangan daerah
sebagaimana dikemukakan oleh Djoke Kirmanto {(2005:14) meliputi: 1) adanya
kecenderungan pemerintah daerah meningkatkan PAD  dengan cara
menaikkan retribusi dan pajak, yang semata-mata dilakukan hanya untuk
memperoleh dana tanpa memperhatikan dampak negative yang difimbulkan
sehingga pemerntah daerah bisa melupokan kriteria  pembangunan
berkelanjutan, 2) prosentase perimbangan bagi hasil sumber daya atlam oleh
sementara pihak masih dirasakan kurang adit, belum terjadi pemerataan
keuangan dan lebih banyak hanya mengakomodasi tuntutan daerah vang
kaya SDA. sehingga bagi daerah miskin terjadi perebutan DAU, dan 3) ada
wacand bahwa daerah kaya harusnya tidak lagi menerima DAU, namun dalam
kenyataan tetap menerima DAL sebagaimana diterima oleh daerah-daerah
miskin.

Dengan telah dibedakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka semestinya
berbagai masalah perihal kevangan daerah sebagaimana tersebut di atas
dapat diselesaikan, karena adanya pemperian wewenang yang lebih luas
kepada pemerintah  daerah  dalam  merumuskan  berbagai  kebijakan

pembangunan dan fiscal dalam menggali sumber-sumber penerimaadan daerah.
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Meskipun demikian, dipandang perlu adanya manajemen kevangan daerah

dalam penyelenggaraan otonomi daerah sehingga daerah dapat menunjukkan

kemampuan dalam mengelola keuangan daerah yang ada.

C. Konsep Manalemen Kevangan Daerah

Diberdakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangon Keuangan antara Pusat dan Daerah diharapkan  dapat
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi
dalam praktik penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagai konsekuensi logis
dibeflakukannya kedua undang-undang dimaksud adalah  pelaksanaan
otonomi daerah dan desentralisasi fiscal disertai pelimpahan wewenang dan
tanggung jawab datam menggunakan dana dari pemerintah pusat maupun

dana dari daerah itu sendin.

Disamping itu, sejak diberiakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25
Tahun 1999, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan
paradigma yaitu dari seniralistik pada desentralisasi. Secara rinci, Mardiasmo
{2002:97) mengemukakan bahwa dengan diberakukannya kedua Undang-
Undang dimaksud membawa perubahan yang sangat mendasar pada sekior
publik dan dalam pengelolaan kevangan daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
perubahan pada sekior publik meliputi kelembagaan dan manajemen sekior
publik, sedangkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah antara lain

adalah reformasi anggaran atau budgeting reform.
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Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dani fradisional

budget yang bersifat line-itern and incrementalism ke performance budgef yang
pada dasamya adalah systemn penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah
yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang mencerminkan
efisiensi dan efekfifitas dalam pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan
masyarakat. Sehingga peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat
kepentingan pernerintah pusat melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi

dan kepentingan daerah.

Hal senada dikemukakan oleh Abdul Halim (2004:258) bahwa
pelaksanaan pembangunan di daerah mengalami perubahan mulai dari
perencanaan sampdi dengan pelaksanaan, termasuk didalamnya adalah
aspek managjemen keuvangan daerah yang lebih menekankan pada prinsip

horizontal accountability, value for money, dan performance budget.

Horizontal accountabilify adalah prinsip pertanggungiowaban public
yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari  perencanaan,
penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat diloporkan dan
dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat serfa masyarakat
berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan

anggaran dimaksud.

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam  proses
penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan
dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kuaiitas
tertentu pada harga yang paling murah. Efektivitas berarti bahwa penggunaan

dana masyarakat dimaksud dapat menghasilkan output yang maksimal.
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Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus dapat mencapai target-

target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Berbagai perubahan tersebut di atas, selain memberikan peluang pada
daerah dengan semakin luasnya kewenangan yang diberikan pemerintah juga
merupakan tantangan bagi daerah untuk menggall dan mengelola keuangan
daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah uniuk melaksanakan
pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan daerah mengingat salah satu
tolok ukur kemandirian suatu daerah dalam pelaksagnaan ctonomi daerah

adalah kemampuan fiscal dengan manajemen keuangan daerah yang baik.

Secara garis besar Mardiasmo (2002:104) mengemukakan bahwa
mangjemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu
mangjemen penermaan daerah dan managjemen pengeluaran daerah.
Sementara itu, Abdul Halim {2004:48) menyebutkan bahwa dalam konsep yang
lugs, sistemm  pengelolaan keuvongan doaerah meliputi: 1)  pengelolaan
(cptimalisasi dan/atau penyeimbangan} seluruh sumber-sumber yang mampu
memberikan penefimaan. pendapatan dan atau penghermatan yang mungkin
dilakukan, 2} ditetapkan oleh badan eksekutip dan legislative dan dilaksanakan
oleh badan eksekutif serta diowasi cleh badan legislative bersama seluruh
komponen masyarakat, 3} diarahkan  untuk  kesejahteraan  seluruh
masyarakatnya, 4) didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien, dan efektif, dan

5) dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sedangkan ruang lingkup mangjemen keuangan daerah dapat diihat

pada gambar berikut sebagaimana dikutip dari modul mata kulich manajemen
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Gambar 2.1. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Daerah

Dengan demikian, manajemen keuangan daerah pada hakikatnya
merupakan pengelolaan keuangan daerah {penerimaan dan pengeluaran)
yang fertuang dalam APBD dimana dalam perumusan keputusan dilakukan
dengan melibatkan pihak eksekutif, legislative, dan masyarakat yang ditujukan
untuk  kesejahteraan masyarakat dengan mermperhatikan  prinsip-prinsip
transparansi. akuntabilitas, ekonomis, efisien, efekiif dan memperhatikan aspek

pertumbuhan, keadilan, serta keberanjutan.
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enerimaan dan pengeluaran merupakan obyek dalam pengelotaan

keuangan daerah. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal;
pertama, mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi pinjaman
daerah dan laba BUMD. Keduaq, daerah dapat melakukan optimdlisasi sumber-
sumber penerimaan barv dar hasit pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang
dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan
redifinisi proses anggaran untuk memungkinkan adanya perbaikan pada tingkat
ekonomis, efisiensi, dan efektifitas pada sefiap kegiatan pemerintahan {Abdul

Halim, 2004:68).

Berkaitan dengan sisi penermaan daerah, telah divraikan bahwa
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk
dapat membiayai penyelenggaracn pemerintahan dan pembangunan daerah,
karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas cleh daerah.
Namun fenomena umum yang dihadapi coleh sebagian besar pemerintah
daerah di Indonesia adalah relatif keciinya peranan (kontribusi) PAD didalam
struktur APBD. sehingga menyebabkan ketergantungan pemerintah doerah

terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran daerah.

Sementara itu kalau diihat dari segi kantribusi terhadap PAD, J. Riwu Kaho
(2001:129) menjelaskan bahwa pajak dan retribusi daerah masih merupakan
sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah di Indonesia. Secara tidak
langsung hal ini merunjukkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah masin
mendominasi  atau lebih  besar dibandingkan dengan sumber-sumber

pendapatan asli daerah lainnya. Hal yang senada dikemukakan oleh Machfud
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kontibusi yang terbesar dalam penerimaan PAD Propinsi maupun
Kabupaten/Kota. Untuk seiuruh Propinsi, pada tahun 2002 mencapai sebesar

Rp.9.2 miliar dan untuk Kabupaten/Kota mencapai Rp. 4,5 miliar tahun 2002,

Lebih lanjut Machh.!d Sidik (2002) menjelaskan bahwa dalam
pelaksanaan  otonomi  daerah, pemerntah  daerah  harus  mampu
memanfaatkan, mendayagunakan, sertd melakukan upaya optimdiisasi atas
potensi PAD yang bersumber dari pajak dan refribusi daerah {tax Effort} untuk
meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daeragh. Dengan
demikian retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD yang merupakan
bagian dari sisi penerimaan daerah pada hakikainya menjadi sangat penting
bagi perintahan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah di

era otonomi daerah yang sangat diharapkan.

C.1. Penfingnya Manajemen Retribusi Daerah

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya diketahui  bahwa
beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoplimalkan
penerimaan retribusi karena prosentase alokasi dana dari pemerintah pusat
masih cukup besar. Kajian ataupun penelitian tentang retrivusi daerah banyak
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari
penerimaan retribusi daerah disamping pajak sehingga tingkat ketergantungan
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

Machfud Sidik (2004:19) mengemukan bahwa tuntutan peningkatan PAD

menjadi semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan

31



Stlrategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten
Klaten
WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
%Aéj nenntahan vang dilimpahkan kepada daerah disertai dengan pengalihan

personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumeniasi kepada daerah dalom
jumlah yang besar. Dan kenyataan yang ada saat ini, peranan PAD di indonesia
dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangatl kecii dan sangat
bervariasi antar daerah yaitu kurang dar 10% hingga 50%. Sebagian besar
daerah hanya daopat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%.
Peranan PAD yang relative masih sangat kecil menyebabkan penerimaan
Pemerintah Daerah baik secara langsung maupun fidak langsung sangat

tergantung transfer dari pemerintah Pusat.

Sementara itu, hasil penelitian terhadap 24 daerah tingkat I yang
dilakukan oleh Fisifol UGM bekerja sama dengan Depdagr pada tahun 1982,
menunjukkan bahwa persentase sumbangan retribusi daerah bagi pendapatan
asli daerah rata-rata sebesar 13.9% dan pajak sebesar 10.2% (J. Riwu Kaho,
2001:157). Dan Devas, dkk {1989:59) juga mengemukakan bahwa bagi daerah
tingkat ll, pajak daerah merupakan pos pendapatan kedua terbesar di dalam

PAD setelah retribusi daerah.

Pada bagian lain Devas, dkk (198%9:48) mengungkapkan bahwa
pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dalom garis
besarnya, penermaan daerah (termasuk pagjak yang diserahkan) hanya
menutup seperlima dan pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun banyak
puila negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi. Memang,
pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat
memiliki tingkat otonomi yang berarti, yang penting adalah “wewenang di tepi"

artinya memitiki penermaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat
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%@ﬁ'&%"é%”kon perubahan di sana sini  pada fingkat jasa layanan yang

disediakan. Untuk itu mungkin sudah marmadai jika 20 % dar pengeluaran

berasal dari sumber-sumber daerah.

Potensi untuk mengadakan peningkatan pendapatan asli daerah dari
relribusi dan pajak daerah semakin terbuka, sejak diberdakukannya Undang-
Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Sebagaimana
diomanatkan dalom Undang-Undang dimoksud, Pemerintah memberikan
kewenangan kepada daerah agar dapat berupayva mengoptimalkan PAD,
khususnya yang berasal dari  retribusi disomping pajok daerah. Kewenangan
tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yvang merupakan penyempurnaan dari
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti  peraturan
pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Retribusi

Caerah {Machfud Sidik, 2004:14).

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai upaya
untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak
daerah dan retribusi daerah adalah dengan menciptakan system pajak daerah
dan refribusi  daerah yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan system pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalaom Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000, yaitu:
1y Untuk membangun system perpajakan dan retribusi daerah yang sederhana,

adil, efisien, dan efektif;
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Ci"}DJ‘W‘II}’[LﬁPAmenyederhclnc:kc:n dan memperbaiki jenis dan stuktur perpajakan

dan refribusi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki
system dan administrator pajak dan retribusi daerah serta menyederhanakan
tariff retribusi;
3) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
4) Untuk meningkatkan responsivitas undang-undang perpajakan dan refribusi

~ daerah terhadap perubahan eksternal.

Pengertian retribusi daerah menurut pasal 1 nomor 26 Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan cleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pricadi atau badan. Oleh karena
itu retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang
disedicgkan untuk umum oleh pemerintah, maka penarkannya dilakukan
umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada
badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan
terbatas {dijatahkan) atau pembayaran dengan pericde tertentu yang telah

disepakati sesuai peraturan yang berdaku,

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, daerah diberkan kewenangan
untuk memungut 28 jenis retribusi yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan
bahwa jenis refribusi dimaksud secara umum dipungut hampir oleh semua
daerah dan merupakan jenis pungutan yang baik, secara teoritis maupun
prakfis. Berbagai jenis retribusi daerah ini dikelompokkan menjadi tiga golongan

retribusi, yaitu:
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q?DJﬁé¥%ﬁsi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

2) Reftribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sekior swasta;

3) Retribusi periinan tertentu. yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pemberan ijin kepada orang pribadi atauv badan
yang dimaksudkan untuk pembinaaon, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemonfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Cisamping itu, J. Riwue Kaho (2001:154) jugo mengemukakan bahwa ciri-
cin pokak Retribusi Daerah adatlah sebagai berikut:
1) Retribusi dipungut oleh daerah;
2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang
langsung dapat ditunjuk; dan
3) Retribusi dikenakan kepada siopa sgja yang memanfaatkan atau

mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Dengan ketentuan-ketentuan di atas, pemerintah daerah tentunya akan
dapat merurmuskan kebijokan dalam menentukan jenis pajak dan retibusi
daerah. Dalam merumuskan pajak dan retribusi daerah, pemerntah daerah
perlu mempertimbangkan beberapa syarat pungutan pajak dan retribusi

sebagaimana dikemukakan Musgrave (1993) yang dikutip oleh Abdul Halim
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1) Syarat Keadilan, pungutan harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu

mencapai keadilan dan pelaksanaan pemungutannya harus adil:

2) Syarat vyuridis, pemungutan didasarkan pada undang-undang untuk
menyatakan keadilan bagi Negara maupun warganya:

3) Syarat ekonomis, pemungutan tidak sampai mengganggu perekonomion
sehingga tidak menir\;\bulkon kelesuan perekonomian masyarakat;

4) Syarat financial, pemungutan harus efisien dan didasarkan pada fungsi
budgeter dalam artian biaya pungutan pajak harus ditekan sehingga lebih
rendah dari hasil pemungutan;

5) Syarat administrative, system pungutan harus sedernana sehingga akan

memudahkan masyarakat dalam memenuhi kuwdjibannya.

Disamping syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, Pratikno (2005)
juga memberikan beberapa acuan bagi pemerintah  daerah  dalam
merumuskan pajak dan retribusi daerah, antara lain: kebijakan pengenaan
pajak dan retribusi harus mampu memfasilitasi serta memacu perfumbuhan
ekonomi; dapat menjamin pemerataan pembangunan; dapat menjamin
sustainabilitas pembangunan dan  pelayanan masyarakat; dan mampu

rnemberdayakan masyarakat.

Dengan demikian, sampai saat ini tingkat ketergantungan pemerintah
daerah masih tinggi oleh karena kontribusi penerimaan dari pendapatan asli
daerah relative kecil. Untuk itu pemerintah daerah perlu berupaya untuk
meningkatkan PAD yang sering dijadikan ukuran kemampuan daerah dalam

menyelenggarakan otonomi dimana salah satu sumber penermaan PAD yang
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g‘f\clnD ninan adalah refribusi daerah. Retribusi daerah yang terdin dari: retribusi jasa

umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu seyogyanya dikelola
dengan baik oleh pemerintah daerah sebagaimana peraturan yang beraku
dan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.. Disamping itu, dalam
merumuskan  jenis  rekibusi  daerah perdu  kiranya mengacu  dan
mempertiimbangkan pada beberapa syarat dan ketentuan pungutan refribusi
sebagaimana disampaikan oleh Musgrave (1993) dan Pratikno (2005) serta cimi-
cifi pokok retribusi daerah yang disampaikan oleh Riwu Kaho [(2001}). Dengan
ketentuan dimaksud tentunya sangot diharapkan kontribusi retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.

C. 2. Falkdor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Daerah

Rendahnya peneriman pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dikemukakan coleh Machfud Sidik {1998:33) adalah karena masih belum
tergalinya potensi pajak atau retribusi yang disebabkan oleh lemahnya system
hukum, lemahnya aparatur yang menangani pajak atau retribusi daerah serta

rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak atau retribusi itu sendiri.

Sementara itu Mardiasmo dan Ahcmad Makiatih (2003} menyebutkan
bahwa rendahrya penggalian pendapatan asli daerah temmasuk diantaranya
pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pokok penerimaan PAD
disebabkan karena:
1y Sosialisasi tentang pajak pajak/retribusi kepada wajib pajak/retribusi daerah

masih kurang.

2y Sistem dan prosedur koreksi yang lemah yang ditunjukkan oleh daya paksa
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berisiko jika tidak membayar.
3) Estimasi pajak/retibusi yang lebih rendah dari potensi rill karena pemerintah
kurang memperhatikan kemampuan ekonomi dari suatu alat yang menjadi

obyek PAD.

Terkait dengan dengan berbagai faktor penyebab rendahnya
penermaan refribusi daerah vang secara fidak langsung mengakibatkan
rendahnya pendapatan asli daerah, Mardiasmo (2002:145-146) mengemukakan
bahwa rendahnya kemandirian daerah dalam hal keuangan atau pendanaan,
antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan sumber daya financial, minimnya
jumlah pegawai yang memiliki keframpilan dan redahnya produktivitas
pegawdi, system dan prosedur pengendalian majemen yang tidak memadadadi,
inefisiensi, infrastruktur yang kurang memadai, lemahnya perangkat hokum,
political will yang rendah, adanya benturan budaya (sara}, KKN serta lemahnya

akuntabilitas public.

Sedangkan Abdul Halim (2004:146) mengemukakan bahwa deolam
pengelolaan retribusi daerah sering dijumpai hambatan dar berbagai pihak
baik hambatan internal maupun hambatan yang bersifat eksternal. Adapun
hambatan-hambatan dimaksud adalah sebagai berkut:

1) Hambatan yang bersifat internal, hambatan ini bersumber dari dalam
organisasi pemerintah daerah yang disebabkan oleh  perkembangan
intelektual dan moral aparat pengelola pajak daerah, serta kurangnya
koordinasi antara unit pengelola retribusi dengan unit-unit terkait.

2} Hambaion yang bersifal eksternal, hambatan ini disebabkan cleh hal-hal
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CADIEYERS 1ain sebagai berikut: rendahnya pendapatan perkapita masyarakat,

adanya perkembangan intelektual dan moral masyarakat untuk membayar
pajak daerah, serta adanya usaha meringankan beban refribusi dituar

ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dart berbagai teori sebagaimana tersebut di atas dan
kenyataan yvang ada di lapangan, dapat disampaikan bahwa rendahnya
penerimaan retribusi disebabkan oleh karena adanya hambofcn internal
organisasi maupun hambatan eksternal dari luar organisasi sehingga kinerja
organisasi menurun. Dengan demikian organisasi pemerintah yaitu  instansi
pemungut retribusi di daerah perlu untuk meningkatkan kinerjanya dalam
melaksanakan tugasnya agar penerimaan retribusi dapat optimal datam hal ini

sesuai dengan potensi yang ada.

Hambatan internal yang berasal dari dalam organisasi dimaksud, sesuai
uraian di atas antara lain meliputi:

1) Potensi refribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
belum semuanya dapat dilaksanakan ataupun tergali. Hal ini disebabkan
karena kurang efektifnya organisasi, produktivitas pegawai relative rendah,
sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, dan lemahnya koardinasi
dengan instansi terkait;

2) Penegakan supremasi hukum yang kurang tegas terhadap pelanggaran
diluar ketentuan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan lemahnya
akuntabilitas public;

3) Prosedur dan system pengendalian yang belum memadai sehingga

menyebabkan inefisiensi pengelolaan retribusi di daerah;
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4) Sarana dan prasarana serta pelayanan jasa yang belum memadai sehingga

menimbulkan keengganan masyarakat untuk memenuhi  kuwajibannya

dalam membayar retribusi daerah.

Sedangkan hambatan ekstemal organisasi secara umum disebabkon
adanya perkembangan intelektual dan moral masyarakat, masih rendahnya
pendapatan perkapita masyarakat, dan adanya indikasi kebocoran retribusi di
lapangan serta kurangnya kesadal;an dari wajib retribusi untuk membayar

kuwajibannya mengingat kurang tegasnya sanksi yang diberikan.

Dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada baik hambatan
internal maupun eksternal yang berasal dari luar organisasi,. maka suatu
organisasi tentu saja dituntut untuk dapat mengenali atau mengetahui
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka mencart faktor utama
penyebab rendahnya penerimaan refribusi daerah. Untuk dapat mengenali
hambotan-hambatan yang dihadapi suatu organisasi, dapat dilakukan dengan
cara mengidentifikasi hambatan internal maupun eksternal yang berasal dari
luar organisasi dimaksud. Dalam mengidentifikast hambatan internal maupun
eksternal organisasi dapat dilakukan sesuai dengan konsep manajemen strategis

sebagaimana direkomendasikan oleh Bryson {2005).
D. Konsep Manajemen Strategis

Manajemen strategis pada mulanya hanya diterapkan pada organisasi
swasta dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan tingkungan

yang memberikan pengaruh langsung bagi eksistensi organisasi. Dalam
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pejrkembongcnnycn. mangjemen strategis kemudian dopat diterapkan pada

organisasi publik dan organisasi nonpropit.

Sebagaimana dikemukakan John M. Bryson yang dikutip oleh J. Salusu
(1994:39) bahwa dengan perbeddan-perbedoon dan karateristik yahg unik dari
organisasi pemerintahan dan non profit itulah, sekaligus mendemonstrasikan
kebutuhan vang semakin besar terhadap pemanfaatan managjemen dan
perencanaan strategis bagi kedua organisasi itu. Perencanaan strategik dapat
menolong pemernntah, organisasi-organisasi kemasyarakatan,  organisasi-
organisasi non profil, dan badan-badan pemerintahan  lainnya  untuk
menangani perubahan yang mengagetkan seperti dialami banyak negarg

pada tahun belakang ini.

Dalam modul kuliah managjemen strategis. Yeremias 1. Keban (2006)
menjelaskan bahwa ada beberapa ahli yang memberkan definisi mengenai

manajemen strategts, antara lain:

1. Manajemen sirategis sebagaimana disampaikan oleh Hoffer {1978). adalah
suatu proses kesepakatan yang mendasar dalam pembaharuan dan
pertumbuhan organisasi, dengan mengembangkan strategi. strukiur, dan
sistem yang dibutuhkan untuk mencapai pembaharuan dan perkembangan

yang nyata. dengan jalan melakukan pengaturan dan proses implementasi,

2. Certo dan Peter (1990} mengemukakan bahwa manajemen strategis adalah
kegiatan yang terus menerus atau berkesinambungan, serangkaian langkah
yang berulang dan lidak berhenti guna menjaga organisasi secara

keseluruhan sehingga dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang ada.
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adalah usaha untuk memperkuat atau memperkaya organisasi dengan
mengambil manfaat atau keuntungan dari kondisi internal maupun eksternal
organisasi melalui proses implementasi strategis yang terintegrasi dengan

tujuan organisasi, kebijakan dan tindakan sekuen.

Berdasarkan pendapat di atas, manajemen strategis merupakaon suatu
proses pembaharuan organisasi berupa pengaturan dan implementasi strategi
yang dilakukan  secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memanfaatkan kondisi internal dan eksternal organisasi untuk menuju kepada
kondisi yang lebih baik lagi di masa depan sehingga organisasi dapat

menyesuaikan dengan lingkungan yang ada.

Dalam memahami konsep manajemen strategis ini seringkali akan
dihadapkan pada konsep lainnya yaitu perencanaan strategis yang secara
substantive memilki persamaan sebagai suatu cara untuk membantu
mengendalikan organisasi secara efektif dan efesien dalam mencapai misi,
tujuan dan sasarannya. Sebagaimana dikemukakan oleh J. Salusu {2006:501),
perencanaa strategis merupakan suatu proses yang dapat digunakan oleh para
pemimpin pemernntahan untuk membayangkan. memyvisualisasikan masa
depan organisasi pemerintahannya, mengembangkan prosedur
operasiondlisasi. serta pengendalian sehingga secara gemilang mampu
mencapdi masa depan yang dinginkan. Sedangkan John M. Bryson {1999:24)
mendefinisikan bahwa perencanaan strategis adalagh salah satu cara untuk
membantu organisasi dan komunitas mengatasi lingkungan mereka yang

berubah.
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mengimplementasikan manajemen strategik bagi organisasi publik menurut Yoo

dan Digman {1987) dalam J. Salusu (1994:498). adalah:

1) managjemen strategik mampu memberikan petunjuk  bagaimana
mengantisipasi masaiah-masalah dan peluang-peluang di masa yang akan
datang,

2y memungkinkan para karyawan memahami fujuan dan sasaran organisasi
secara jelas sehingga para karyawan mengetahui arah  perjalanan
organisasinya.

3y meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan,

4) menyedickan informasi kepada para pengambil keputusan tepat pada
wakiunya,

5y mempercepat pengambilan keputusan yang bermutu, dan

5) bisa menghemat biaya.

Manajemmen stralegis atau perencanaan strategis merupakan suatu
proses yang terdin atas delapan tahapan. Sebagaimana dikemukakan John M.
Bryson (19%9:55) bahwa mangjermen strategis dalam proses implementasinya
terdiri atas tahapan berikut ini :

1) Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
2) Mengidentifikasi mandat organisasi

3 Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

4y Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman

5} Meniiai lingkungan Internal: kekuatan dan kelemahan

6) Mengindentifikast isu strategis yang dihadapi organisasi
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% ﬁerumuskcn strategi untuk mengelola isu-isu

8) Menciptakan visi organisasi yang efekiif bagi masa depan.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis. maka dalam tulisan ini

penulis hanya akan mengidentifikasi beberapa hal yaitu:
1. Mengidenfifikasi misi dan mandat organisasi

Setfiap organisasi harus memifiki misi, - bahkan itulah yang dibuat
pertama kali. Misi sebagaimana disebutkan dalom Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah
rumusan umum mengendi upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga
funtuk apa suatu organisasi atau lembaga didirkan), mengapa lembaga

tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan.

Sedangkan mandat organisasi menurut Yeremias 1. Keban (2004),
adaiah apa yang harus dilakukan yang menjadi dasar hukum dari tugas dan
tanggung jowak organisasi, Sementarg itu, John M. Bryson (1999:110-111)
mengemukakan bahwa terdapat dua manfaat potensialnya dari adanya
mandat, vaitu perfama. kejelasan mengenai apa yang dimandatkan okan
meningkatkan kermungkinan bahwa itu akan benar-benar dijalankan, kedua,
kemungkinan untuk mengembangkan misi yang tidak terbatas pada mandat

vang telah ada.

Dalam melakukan identifikasi misi don mandat untuk organisasi
Rumah Potong Hewan Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Kiaten Nomor 28 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
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GADJ‘?EHzIEf'\f}sD%cerch Kabupaten Klaten. Dalam Perda tersebut akan nampak jelas
mengenahi tugas pokok dan fungsi dari Rumah Potong Hewan Kabupaten

Klaten.

2. Mengidentifikasl lingkungan eksternal

Tahap ini dilakukan untuk menganalisis lingkungan ekstemail dalam
rangka mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh
organisasi. J. Salusu (1996:291) memberikan pengertian bahwa p‘eluong
adalah faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai bahkan bisa
melampavui batas pencapaian sasarannya; sedangkan ancaman adalah
faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai

sasarannya.

Menurut John M. Bryson (1999:142), ada tiga kategori yang mungkin
dipantau dalam tahap ini, yaitu ; 1) kekuatan dan kecenderungan: 2} klien
dan atau publik: 3) para pesaing dan mitra. Kekuatan dan kecenderungan
biasanya dibagi menjadi empat kategori: politik, ekonomi, teknologi, dan
sosial atau disingkat PETs. {organisasi bisa memilh untuk menambah

kategor).

1} Kekuatan dan Kecenderungan
Selain yang ftelah disebulkaon di atas untuk kategori ini ada
penambahan aspek pembahasan yaitu aspek geografis. Lebih lanjut

pembahagsan untuk masing-masing aspek sebagai berikut:

a) Aspek politik, merupakan salah satu faktor lingkungan ekstermal

vang perlu diperhatikan karena kehidupan berbagal jenis organisasi
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B,
) dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Menurut Endl

Rukmo (1986:52), istilah politik sebagaimana sering digunakan sinonim
dengan kata pemerintahan yang meliputi organisasi, konstitusi, lembaga,
pemilhan, dan aspek-aspek pemerintahan iainnya. Jadi kebijakan
pemerintahan  merupakan suatu  subdivisi  politik, seperti  halnya
administrasi. Oleh karena itu kebijokan pemerintah berurusan dengan

tujuan, keputusen, dan pelaksanaan dalam bidang khusus.

Berdasarkan pendapat di atas maka andiisis ingkungan eksternal
dari aspek politik menyangkut perkembangan kebijakan perundangan
mengenai keuangan daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah
maupun  pergantian  pucuk  pimpinan  organisasi yang  dapat

mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi.

b} Aspek_ekonomi. datam menentukan strategi yang akan dipilih,

aspek ini harus dipertimbangkan sebab fidak ada satu pun organisasi
yang dapat menghindar dari situasi perekonomian  sebagaimana
dikemukakan oleh  Sondang P. Siagian (1985:115) bohwa  suatu
pemerintahan dalom menyelenggarakan kegiatannya, baik bersifat rutin
dan pembangunan selalu memperhatikan fakior ekonomi sebagai faktor
lingkungan karena untuk menyelenggarakannya memerukan dona yang

besar sehingga selalu diusahakan agar penedmaannya selatu meningkat.

Dari pendapat di atas, aspek ekonomi dilihat sebagai kemampuan
pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaannya  agar mampu

membiayai pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan. Peningkatan
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penerimaan pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan

berbagai sumber daya daerah.

Kondisi ekonomi yang terus meningkat membutuhkan stabilitas

ekonomi yang mantap dalam memberikan kesempatan yang lebih baik

dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Koesoemahatmad|a

(1979:59) mengemukakan bahwa aspek ekonomi yang perlu diberi

perhatian dalam proses pembangunan adalah stabilitas ekonomi yang

mantap. Gejolak ekonomi yang besar paling sedikit kurang

memungkinkan bagi perencanagn dan pembangunan yang baik.

Berdasarkan pendapat di atas maka analisis lingkungan eksternal

dari aspek ekonomi meliputi stabilitas perekonomian yang tercermin dari

fluktuasi Indeks Harga Konsumen dan memperhatikan juga kondisi

perekonomian masyarakat sebagai pembayar pajak dan retribusi yang

terliat dari perkembangan Produk Domestik Regional Brutto Daerah serta

pendapatan perkapita masyarakat.

c) Aspek teknologi. perkembangan teknologi yang sangat maju

sudah barang tentu berkoitan langsung dengon perkernbangaon ilmu

pengetahuan yang sangat maju pula. Wahyudi Kumorotomo dan M.

Agus Subando (2001:112) mengemukakan bahwa teknologi dapat

diartikan sebagai tindakon yang dilakukan oleh crang terhadap objek

dengan atau tanpa alat bantuon perkakas atau alat mekanis, untuk

mengadakan perubahan tertente dalam cbiek tersebut. Secara luas

teknologi juga bisa berarti penerapan pengetahuan untuk melaksanakan

pekerjaan.
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dalam analisis  lingkungan eksternal dari aspek teknologi adalah
kemampuan dalam mengadopsi dan mendayagunakan setiap

perkembangan iimu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini.

d) Aspek sosial dan budaya, dalam lingkungan masyarakat selalu

terdapat nilai-nilai sosial dan budaya yang mengatur perikehidupan
organisasi. Nilai-nilai sosial dan budaya yong terdapat ddiom masvarakat
dapat dibagi menjadh dua sebagaimana dikemukakan
Koesoemohatmadja (1979:61). vaitlu ;. perfama, nilai-nilai sosial dan
budaya yang bersifat positif,. yang perlu dikembxangkan karena dapat
menjadi faktor pendorong dan perangsang dalam proses pembangunan
nasional: keduaq, nilai-nilai scsial dan budaya yang bersifat negatif, yang
apabila dibiarkan menjadi faktor penghalang atau penghambat dalam

proses pembangunan,.

Berdasarkan pendapat di atas, harus tumbuh kemampuan untuk
mengenall nilai-nilai sosial dan budaya mana yang perlu dikembangkan
agar menjadi faktor pendorong sehingga proses pelayanon masyarakat
dapat berjalan lebih baik dan lebih lancar dan nilai-nilai sasial dan
budaya mana yang bersifat negatif dan kareranya harus diganti dengan
nilai-nilai yang positif sehingga hambatan di bidang sosial budaya dapat

dilenyapkan,

Berdasarkan pendapat di atas maka analisis lingkungan eksternal
dari aspek sosial dan budaya menyangkut kemampuan untuk mengenali

kondisi atau nilai-nilat sosial yang tumbuh dan berkembang dalam
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) masyarakat agar mampu melandasi kesadaran masyarokat dalam

rmembayar retribusi daerah.

e) Aspek geogrofis, aspek ini juga periu diperhatikan dalam

menentukan strategi yang dipilih nantinya. Aspek geografis dalam analisis
lingkungan ekstemal disini meliputi potensi geografis don fasilitas

infrastruktur yang telah diusahakan daerah.
2} Klien dan Publik

Selanjutnya seiqin memantau kecenderungan atau kekuatan PETs
dari faktor lingkungan ekstemal, juga perlu untuk memantau kelompok
stakeholder yvang beragam termasuk dalam klien atau pelanggan. lohn
M. Bryson (1999:60). mengemukakan bahwa stakeholder didefinisikan
sebagal crang, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat
melokukan klaim atas perhation, sumberdaya atau haosil  {ouiput)

organisasi, atau dipengaruhi oleh hasil itu.

Memahami stakeholder sebagai orang. kelompok, atau organisasi
apapun yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi, maka analisis
terhadap lingkungan eksternal dari kategori stakeholder diarahkan pada
sektor swasta, dinas terkait dalom jojoran pemerintah daerah dan

lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
3) Pesaing

Aspek kompetitor dalam hal ini pesaing yang mungkin muncul bila
sumber daya yang ada dalam organisasi ferbatas . Pesaing disini dapat

berupa organisasi publik yong lain ataupun pihak swasta.
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3. Mengidentifikasi lingkungan internal

Analisis terhadap lingkungan intemal dilakukan untuk mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh organisasi. J. Salusu (1996:291),
mengemukakan bahwa kekuatan adalah situasi atau kemampuan intemal
yvang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan
strategis dalam mencapai sasarannya; kelemahan adalah situasi atau
ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi fidak dapat

mencapai sasarannya.

Dalam melakukan analisis terhadap lingkungan internal John M. Bryson
{1999:43) mengemukakan bahwa organisasi dapat memantau sumber daya
{input), strategi sekarang (proses), dan kinerjo {ouipuf). Analisis terhadap
lingkungan internal diarahkan pada aspek sumberdaya manusia, anggarar,
sarana dan prasarana, informasi. serta budaya organisasi; aspek strategi
sekarang meliputi mekanisme dan prosedur kerja organisasi; aspek kinerja
menyangkut hasit kerja organisasi yang meliputi indikator responsivitas,

produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.
1} Sumber Daya (input)

a) Aspek sumberdaya manusia. menurut J. Salusu (1994) dalam

Nogi 3. Tangkilisan (2005:10) adalah suatu cara untuk mengenddalikan
sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau institusi secara efektif
dan efisien, serta mencakup keseluruhan aktivitas dan implementasi untuk

mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dimaksud. Dengan
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aktivitas kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

Kualitas sumber daya manusia dapat divkur dengan melihat

tingkat pendidikan dan ketrcmbilon vang dimiliki oleh seluruh anggota

organisasi yang ada.

b) Aspek anggaran. faktor sumber dana penting dalam setiap

kegiatan organisasi, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan

yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersediq,

makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat

dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin

berdaya guna pemakaian uang tersebut.

Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu

pemerintahan sangat penting sekali. Sebagaimana ditegaskan oleh §.

Pamudji dalam J. Riwe Kaho, {2001:125) bahwa Pemerintah Daerah tidak

akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa

biaya yang cukup untuk memberkan pelayanan pembangunan.

Sehingga sangat sulit suatu  organisasi melakukan  aktivitas  dan

berkembang tanpa dukungan anggaran yang memadai.

Dari uragian di atas dapat disampaikan bahwa titik berat

permasalahan dari aspek anggaran adalah bagaimana dukungan

Pemerintah Daerah dalam membiayai organisasi RPH Kabupaten Klaten

dalam melaksanakan tugasnya memungut retribusi.
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) c) Aspek sarang _dan prasargna, pembahasan dalam aspek ini

meliputi semua peralatan dan fasilitas pendukung terrmnasuk didalamnya
termasuk penerapan teknologi informasi yang dipergunakan organisasi
dalam menunjang semua kegiatan yang dilakukan organisasi daiam

mencapai tujuannya.

d) Aspek budayag craanisasi, budaya organisasi merupakan nilai-

nilai yong menjadi pegangan sumber daya manusia atau serﬁuc
komponen organisasi dalam menjalankan kuwdajibonnya dan  juga
periakunya di dalam suatu organisasi. Budaya organisasi ini sangat
diperiukan untuk memecahkan masalah terhadap penyesuaian faktor
eksternal dan integrasi faktor internal sehingga sesuai dengan yang

dianut dan diinginkan organisasi.
2) Aspek Strategi

Aspek strategi meliputi mekanisme dan prosedur kerja organisasi
seria pola hubungan yang dilakukan organisasi baik dalam lingkungan
internal organisasi maupun eksternat organisasi dalam kaitannya dengan
institusi iain - yang berhubungan dengan pelaksaan tugas vyang

mendukung pencapaian tujuan organisasi.
3} Aspek Kinerja

Menurur Perry dan Lenvine dkk dalam Agus Dwiyanto (1995), aspek
kinerja menyangkut hasil kerja organisasi yang dapat diukur dengan

indicator: responsivitas, produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.
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keinginan pelanggan, menyusun agenda dan prioritas  kegiatan
pelayanan serfa pengembangan program-program yang sesuai dengan
aspirasi pelanggan. Dengan demikian dapat disampaikan bohwa
responsivitas merupakan keselaran antara program don  kegiatan

organisasi dengan aspirasi pelanggan.

b} Produktivitas, indicator 'pengukuran produktivitas  disini
mencakup 2 krtera, yaitu: perfama, Efisiensi dapat divkur dengan rasio
antara output/keluaran dan input/masukan. Semakin besar cutpul yang
dihasilkan dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan, maka
semakin efisien suatu organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan
public. Keduq, Efeklivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian
fujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai
target, sasaran, dan dopat melaksanakan misinya maka organisasi
tersebut telah berjalan dengan efekiif. Hal terpenting yang periu dicatat
adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan berapa besar pengeluaran

yang telah diketuarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan meiihat uraian diatas dapat disampalkan bahwa
peniician produkiivitas disini dapat diliat dari seberapa besar organisasi
tersebut menggunakan sumber daya yang ada dengan hasil yang

diperoleh organisasi dalam mengemban tupoksinya.

c) Responsipilitas, responsibilitas menjelaskan bahwa apakah
pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi telah dilakukan sesval dengan

prinsip-prinsip administrasi yang benar atau kebijakan organisasi itu sendiri.
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kegiatan dan program dengan ketentuan-ketentuan prosedur

administrasi di dalam organisasi.

d) Akuntabilitas, akuntabilitas menunjukkan tingkat kesesuaian
dalam penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran yang ada
dan dimiliki oleh stakeholders, yang meliputi nilai dan noma yang

berkerﬁbong dalam masyarakat.

4. Mengidentifikasi isu strategis

Mengidendifikast isu strategis merupakan langkah yang paling
menentukan atau merupakan jantung bagi proses manajemen strategis,
mengingat tujuan langkah ini adalah untuk mengidentifikasi pilihan kebijakan

pokok yang dihadapi oleh organisasi (John M. Bryson, 161).

Cemikian juga disampaikan oleh Agus Dwivanto (2000), bahwa
tahapan yang paling krusial dari proses manajemen strategis adalah
indentfifikasi isu-isu strategis karena indentifikasi isu strategis merupakan basic
policy question, isu strategis adalah suatu kondisi yang membutuhkan
tanggapan crganisasi melalui penetapan suatu kebijakan yang harus diambi
agar mompu berkembang kearah yang lebih bak di masa depan.
Ditegaskan perhatian  hanya terpusat pada isu strategis bukan program
sebab jika salah menetapkan isu strategis maka segala kebijakan, program

dan strategi akan salah.

Berdasarkan pendapat di atas, maka indentifikasi isu strategis memiliki

peranan penting dalam proses pengambilan kebijakan untuk menetapkan
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Menurut Yeremis 7. Keban (2006} dalam menentukan isu-isu strategis
dilaksanakan dalom 2 tahapan, yaitu: 1) melakukan analisisi SWOT, untuk
mendapatkan daftar isu strategis yang dihadapi organisasi dan 2) melakukan
test litmus, untuk menyusun isu-isu strategis berdasarkan urutan prioritas atau

ukuran strategisnya sebuah isu.

5. Merumuskan sirategi

istilan strategi berasal dan bahasa Yunani yaitu Strategos. yang berarti
cara untuk memenangkan pertempuran. istilah ini pada mulanya banyak
dipergunakan oleh kalangan militer dan seringkal istilah stralegi disamakan
dengan taktik, padahal ada perbedaan mendasar antara strategi dan taktik
sebagaimana dikemukakan oleh Agustinus Sri Wahyudi (1996:16) strategi adalah
untuk memutuskan apa yang harus dikerjakan dan taktik memutuskan
bagaimana untuk mengerjakan sesuatu. Dalam perkembangan selanjutnya

banyak ahfi yang mengemukakan pendapatnya mengenai strategi.

Menurut Mintzberg sebagaimana disampaikan oleh Yeremias T. Keban
(2008) bahwa strategi merupakan respon secara terus menerus yang mampu
beradaptasi terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan

kelemahan internal yang dapat mempengaruhi arganisast.

Ahli [ain yaitu John M. Bryson (1999:210) mengemukakan bahwa strategi
merupakan suatu pola tujuan, kebkijakan, program, tindakan, keputusan, atau
alokasi sumber daya yang mendefinisikan organisosi itu, apa yang dikerjakan

organisasi, dan mengapa crganisasi mengerjakan hal tersebut.

A
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dapat disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan organisasi dengan

mempertimbangkan  tujuan, sasaran  organisasi, serta  dengan  tetap

mengakomodasi berbagai kepentingan melalui kerjasama dengan berbagai

pihak terkait. Sehingga dapat dirumuskan beberapa pengertian strategi sebagai

berikut:

1. Shrategi adalah seni, pendekatan, pola kegiatan yang terencana dalam
mencapai tujuan organisasi;

2. Strategi adalah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, incremental,
dan adaptif terhadap perubahan lingkungan internal dan  eksternal

organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi unfuk maju dimasa depan.

Untuk dapat dimplementasikan secara efektif, menurut John M. Bryson
(2005:49) suatu strategi harus memenuhi beberapa criteria, antara lain: 1) secara
teknis harus dapat dioperasionalkan; 2} secara politis harus dapat diterima oleh
para stake holder; dan 3) harus menjadi etika. morgl, hokum organisasi serta

dipertentangkan dengan isu strategis yang mesti diselesaikan.

Menurut Porter dalagm Agustinus Sri Wahyudi (1994:99), bahwa dalam
merumuskan strategi ada 4 (empat} elemen yang harus diperhatikan, yaitu: 1)
identifikasi  masalah-masalah  strategis  yang  dihadapi  organisasi;  2)
pengembangan alternative-alternatif strateqi yang ada dengan
.memperﬁmbongkcn strategi generic dan variasinya; 3) evaluasi dari setiap

allernative; dan penentuan stralegi terbaik dari beroagai alternatife yang ada.

Dengan demikian dapat ditark kesimpulan bahwa strategi sangat

diperlukan oleh setiap organisasi untuk tetap survive dan strategi dilaksanakan
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sGé\cDJé\rHoM/?g?us menerus sebagai suatu tindakan adaptif terhadap lingkungan

internal dan ligkungan ekstermal untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam
mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam merumuskan strategi bagi suatu
organisasi perlu memperhatikan beberapa eiemen dan beberapa criteria
sebagaimana telah disebutkan di atas agar strategi yang telah dirumuskan

dapat dilaksanakan secara efektif.
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METODOLOGI PENELITIAN

A. lenis Penelilion

Jenis penelitian yang dilakukan penulis odé:loh penelitian  deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, pendekatan
kudlitatif dipergunakan rmengingat pada jenis data yang dipergunakan, ocbyek
penelitian, instrument penelitian, dan proses peneliian dalam rangka
menganalisis untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
dalam pengelolaan retriousi Rumah Potong Hewan. Proses penelitian mengikuti

proses induktif dimana proses pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum.

Sementara itu penelitian deskriptif (descriptive research) menurut Ronny
Kountur {2005:105) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau
vraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan [{freatment)
terhadap obyek yang diteliti. Lebih lanjut Ronny Kountur menjelaskan bahwa
penelitian deskripsi dimaksudkan untuk meberikan gambaran {deskripsi) secara
sistematis, fakitual, dan akurat mengenai fakta-faktq, situasi, dan sifat-sifat

populasi tertentu,

Dalam penelitian deskipsi ini peneliti mengembangkan beberapa
konsep serta menghimpun fakta dan data-data namun tidak melakukan uiji
hipotesis. Dengan fakla-fakta dan dato-data yang ada diharapkan akan
diperoleh gambaran yang jelas mengenail beberapa alternative shtategi
sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dalam mengelola retribusi Rumah

Potong Hewan (RPHj).
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten pada UPTD
RPH Kabupaten Klaten Dinas Pericnidn dan Ketaghanan Pangan Kabupaten
Klaten. Peneliti tertarik untuk meneliti berbagai usaha yang dilaksanakan oleh
UPTD RPH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten dalam

meningkatkan pendapatan dari pungutan retribusi Rumah Potong Hewan.

Oleh karena pos retribust ini mervpakan satu-satunya jenis retribusi di
Kabupaten Klaten yang selama kurun waktu 5 {lima) tahun terakhir yaitu tahun
2001 s/d tahun 2005 belum dapat memenuhi target atau anggaran yang
dikeluarkan bahkan selama kurun wakiu 3 {tiga) tahun terakhir menunjukkan
trend yang menurun, Disamping itu peneliti juga tertarik untuk meneliti potensi
pos retribust ini dan merumuskan beberapa alternative strategi yang diharapkan
dalam meningkatkan penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan sesuai potensi

yang ada.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dala dalam peneliion ini dilakukan dengaon

beberapa cara, antara lain:
1. Studi kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan ini dilokukan dengon mempelgjari berbagai
literature, baik berupa: buku-buku. karangan ilmiah, serta laporan hasil
penelittan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini. Siudi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori yang
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dokumen-dokumen instansi terkait.
2. Wawancara (inferview)

Menurut Sukamdi, dkk. (2006:29) wawancara dapat diartikan
sebagal cara yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informas!
{data) dan responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap
muka {face fo face). Namun dalam perkembangannya fidok horus
dilakukan secara berhadapan langsung. melainkan dapat saja dengan

memanfaatkan sarana komunikasi lain, misainya telepon atau internet.

Lebih lanjut Sukamdi, dkk mengemukckan bahwa wawancara
merupakan proses komunikasl dan interaksi, terutama antara peneliti dan
orang/kelompok yang diteliti  (responden) dengan maksud untuk
memperoleh keterangan dan pendapat secara lisan dari seseorang (yang
lazim disebut sebagai responden) dengan berbicara langsung dengan
orang tersebut. Dalam woaowancara peneliti berpedoman  kepada
pertanyaan-pertanyaan wawancara (inferview guide) yang telah disiapkan
serta  tidak menutup kemungkinan mengembangkan pertanyaan-

pertanyaan baru (lampiran 14).

Wawancara diakuvkan kepada pihak-pihak  terkait  dengan
penerimaan pungutan retribusi RPH, antara !ain: Kasubdin Pertanian dan
Ketahanan Pangan {dalam  hal ini Kasubag Perencanaan  dan
Pengawasan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kasi Kesehatan Hewan dan
Kesmavet Subdin Peternakan), Kepala UPTD RPH, masing-masing Kepala
Rayon RPH, serta para petugas lapangan RPH dan para pelanggon
pemakai iayanan jasa RPH, masyarakat maupun civitas lembaga swadaya

masyarakat (LSM) yang terlibat dalam kegiatan RPH Kabupaten Kiaten.
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CADAENEER asi.

Observasi dilakukan dengan cara mengkaitkan dua hal, yaitu:
informasi [opa yang terjadi) dengan konteks (hal-hal yang berkaitan di
sekitarnya) sebagai proses pencarian makna. Menurut Nasufion (1998:58),
informasi yang terlepas dari konteksnya akan kehilangan maokna yang
berarti. Observasi ini menyangkut pula pengamatan aktivitas atau kondisi
perilaku [behavioral observation] maupun pengamatan non periloku [non

behavioral observation).

Observasi dalam penelitian  ini  difakukan dimaksudkan  untuk
melengkapi data-data yang dipetlukan. Observasi dilakukan terhadap
obyek penelition di RPH yaitu dengan mengamati kegiatan pengelolaan
nemungutan retribusi oleh para petugas RPH, terhadap para masyarakat
dan celanggan pemakai jasa RPH {pengusaha daging dan warung sate)
dalam rangka menjaring aspirasi, di pasar-pasar {pasar hewan dan
daging). dan beberagpa aspek lingkungan strategis baik didalam RPH

maupun diluar RPH (lampiran 14).

Dengan cobservasi ini diharapkan dapat mencatat peristiwa dalam
situasi yang berkaitan dengan pengetahuan  proposional maupun
pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. pelaksanaan kegiatan
yang berkaitan dengan pengelolaan RPH; dan memahami situasi-situasi
sulit yang berkembang dilapangan untuk dipergunakan sebagai re-check
data yang ada serta pengembangan konsep dan andlisis dalam penulisan
tesis ini lebih akurat dalam mengambarkan situasi yang ditemui dilapangan

dan solusi pemecahan masalahnya.
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Data yang digunakan untuk mendukung penulisan adalah data primer

dan data sekunder:

1. Data Primer, vaitu data yang dikumpulkan sendifi oleh peneliti dari Hcsil
wawancara langsung dengan jajaran pengelola RPH, dengan Kepala
Badan/Kantor/Dinas terkait maupun pelanggan pemakai fasilitas jasa RPH

serta data hasil observasi lkangsung peneliti di Rumah Pemotongan Hewan.

2. Data Sekunder, vaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari
dokumen-dokumen resmi ataupun laporan tahunan berbagai pihak terkait,
dalam hal ini sumber data dari Badan/Kantor/Dinas terkait yang meliputi:

BAPEDA, Dinas Pendapatan Daerah, BPS, BPKD Kabupaten Klaten,

E. Analisis Data

Untuk menjawalb rumusan masalah sebagaimana tersebut pada bab |,

maka dilakukan analisa sebagai berikut:

»

1. Potensi Penerimaan Refribusi RPH Kabupaten Klaten

Perhitungan potensi penermaan retribusi RPH di Kabupaten Klaten
mengacuy pada peraturan daerah yang berlaku, sehingga dalam
penentuan target atau pengalokasian anggaran tidak semata-mata hanya
berdasarkan pencapaian historis dari tahun-tahun sebelumnya.

2. Perumusan alternatif Strategi Optimalisasi Penerimaan  Refribusi RPH
Kabupaten Klgten
Perumusan strategi dilakukan dengan mengacu pada pendapat

Bryson (2005) dengan melalui pentahapan sebagai berikut:

6
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UNIVERSITAS
CADAYYRengidentifikasi mandat dan misi organisasi;

{2) mengidentifikasi ingkungan eksternat;
{3) mengidenfifikasi lingkungan infemal;
{4) mengidenfifikasi isu strategis; serta

{5) merumuskan strategi.

Dengan mempertegas mandat organiscsi akan diketahui misi yang
dilakukan, analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk rengidentifikasi
peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi, serta analisis lingkungan
internal dilaksanakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
organisasi. Sedangkan untuk mengidentifikasi isu sirategis dilakukan dengan
menggunakan analisa SWOT dan tes Litmus untuk mengetahui kestrategisan
sebuah isu. Berdasarkan isu-isu strategis, selanjutnya dirumuskan beberapa
alternative strategi yang efektif yaitu strategi yang dapat memaksimalkan
peluang dan kekuatan serta dapat meminimalkan kelemahan dan

ancaman.

Secara rinci, berbagal aspek yang akan dianalisis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Q. Visi, Misi, dan Mandat Crganisasi, aspek yang dikqji meliputi: tupoksi
organisasi dan landasan formal pembentukan organisasi RPH.
b. Lingkungan Internal, aspek yang dikaji meliputi:
1) Aspek input, meliputi:
Sumber Daya Manusia {jumlah pegawai dan tingkat pendidikan atau
skill}; Sumber Daya Anggaran {belanja aparatur dan belanja modal);

Sarana Prasarana RPH dan Teknologi {fasilitas dan peralatan di RPH,
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GADAHMADA yendaraan dinas, kelengkapan data, kemampuan  organisasi

rmengadopsi teknologi); Budaya Organisasi {sikap mental dan inisiatif);
Struktur Organisasi {[pemahaman tupoksi).

2) Present Strategi, mengenai prosedur dan mekanisme kerja RPH.

3) Kinerja, meliputi: produktivitas {laju pertumbuhan refribusi RPH,
kontribusi retribusi RPH terhadap PAD, efektivitas dan efisiensi retribusi);
Responsifitas; Responsibilitas; dan Akuntabilitas.

4) Penegakan Hukum, yaitu mengenahi berbagai peraturan RPH dan
implementasi pemberian sanksi terhadap WR.

c. lingkungan Eksternal

Aspek yang dikaji meliputi:

1) Trend atau kecenderungan, meliputi:

Politik (Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang Nomar 33 Tahun 2004,
Peran DPRD., dan Perkembangan Perda); Ekonomi (PDRB,
Pendapatan Perkapita, Inflasi); Teknologi (Pengaruh Kemajuan
Teknologi dan Akses Pelayanan):; Sosial (Penduduk, pendidikan,
kesehatan. kemiskinan, sistem nilai budaya masyarakat, dan
hubungan antar golongan masyarakat); Kondisi Fisik Daerah.

2} Stakeholder [swasta, LSM, dan lembbaga PT)

3) Kompetitor {lembaga lain sebagai competitor dalam pencapaian
tujuan organisasi)

d. Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis yang dihadapi organisasi
dilaksanakan dalam 2 tahapan, yaitu: 1) melakukan analisisi SWOT, untuk

mendapatkan daftar isu strategis yang dihadapi organisasi dan 2}
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GADJAH MARAelakukan test litmus, untuk menyusun isu-isu strategis berdasarkan urutan

prioritas atau ukuran strategisnya sebuah isu.
1}). Analisis SWOT

Mode! analisis SWOT yang diperkenalkan oleh Keamns (1992)
merupakan  penggabungan dari beberapa model yang
menarmpilkan matrik enarn kotak, dua yang paling atas adalah kotak
faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman/tantangan, sedangkan
dua kotak sebelah kiri adalah kotak faktor internal, yaitu kekuatan dan
kelemahan organisasi. Empat kotak lainnya, (A) Comparative
Advantage, (B} Mobilization, {C] Investment/Divestrnent, dan (D]
Damage Confrol, merupakan isu-isu sirategik yang fimbul sebagai
hasil kontak antara faktor-fakter eksternal dan faktor internal {J. Salusu,

1996:354).
2) Test Litmus

Setelah isu strategis diindentifikasi maka proses berikutnya
adalah menyusun isu-isu strategis berdasarkan skala pricrtas yang
menetukan fingkat kestrategisan sebuah isu. Salah satu test yang
dapat digunakan adalah test fitmus. Menurut John M. Bryson
(1999:182-183), bahwa isu yang benar-benar strategis adalah yang
memiliki skor tinggi pada semua dimensi, sedangkan yang skor

terendah adalah isu yang benar-benar cperasional.

e. Perumusan Strategi

Strategi sangat diperukan oleh setiap organisasi untuk tetap
survive dan strategi dilaksanakan secara terus menerus sebagai suatu

tindakan adaptif terhadap lingkungan intemal dan ligkungan eksternal
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GADJAH MABiuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan dan

sasaran organisasi. Dalam merumuskan strategi bagi suatu organisasi
petiv memperhatikan 4 elemen dan beberapa criterla sebagaimana
disebutkan di bawah ini agar strategi yang telah dirumuskan nantinya

dapat dilaksanakan secara efektif.

Menurut Porler dalam Agustinus S Wahyudi (1994:29) bahwa
dalam merumuskan strategi ada 4 (empat) elemen yang harus
diperhatikan, yaitu:

1} identifikasi masalah-masalah strategis yang dihadapi organisasi;

2) pengembangan alternative-alternatit strategi yang ada dengan
mempertimbangkan siralegi generic dan variasinya:;

3) evaluasi dari setiap altemative; dan

4) penentuan strategi terbaik dari berbagai alternatife yang ada.

Untuk dapat dimplementasikan secara efektif, menurut John M.
Bryson (2005:469) suatu strategi harus memenuhi beberapa criteria, antara
fain:

1) secara teknis harus dapat dioperasionatkan;
2) secara politis harus dapat diterima oleh para stake holder; dan
3) harus menjadi etika, moral, hukum organisasi serta dipertentangkan

dengan isu strategis yang mesti diselesaikan.

0G0
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UNIVERSITAS
GADJAH M@l sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolall, sebelah Timur

berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. sebelah Selatan berbatasan
dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY)., dan sebelah Baral berbatasan
dengan Kabupaten Sleman (DIY). Dengan luas wilayah Kabupaten Klaten
adalah 66.556 ha, yang terdin dar lahan sawah sebesar 33.541 ha {51.16%)

dan lahan bukan sawah sebesar 32.025 ha (48,84%).

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa wilayah kabupaten
Klaten sebagian besar keadaan alamnya merupakan dataran rendah
vang berupa lahan sawah dan didukung dengan banyaknya sumber
maia air {36 sumber mata air} maka Kabupaten Klaten cocok sebogai
daerah perfanian yang potensial disamping itu juga dikenal sebagai
penghasi! pertambangan galian tipe C, seperti: penghasil pasir. batu kali
{lereng Merapi), dan penghasil kapur/batu marmer putih. Dan letak
strategis Kabupaten Kiaten diantara kota Yogyakarta dan kota Surakarta
merupakan keuntungan sendiri bagi kabupaten Klaten karena kota
Yogyakarta dan kota Surakarta merupakan pangsa pasar yang potensial

untuk barang dan jasa masyarakat kabupaten Klaten.

2. Pemerintahan dan Keadaan Penduduk Kabupaten Klaten

Secara administrasi Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan,
401 desa/kelurahan dengan rincian 391 desa dan 10 kelurahan.
Sedangkan jumliah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten tahun 2005 sebesar 16.570 PNS. yang ditempatkan pada muasing-

masing unit kerja perangkat doerah Kabupaten Kiaten yang meliputi: 4
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GADJAH M&mpat) Badan, 7 {tujuh) Dinas, 11 (sebelas) Kantor, disamping Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD serta 26 {dua puluh enam) kecamatan.

Jumtah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2005 sebanyak
1.286.034 jiwa yang ferdiri dari 340.091 kepala keluarga (KK). dengan
komposisi penduduk lakiHaki berjumlah 627.743 jiwa dan penduduk wanita
berfjumlah 658.291 jiwa. Dan Laju perfumbuhan penduduk sebesar 0,33%

dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.962 jiwa/km.

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten bekerja di sektor
pertanian. Sekfor perfanian menyerap tenaga kera terbesar yaitu
menyerap 29% dari angkatan keria, 24,1% untuk industri dan 21,7% untuk
bidang perdagangan dan sektor jasa sebesar 21.6% serta sektor lqin-lain
sebesar 3,6%. Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 tingkat

partisipasi angkatan kerja meningkat dari 63.34% menjadi 64,6%.

(3 Pertanian {29%)

O Industri (24,1%)
Perdagangan (24,7%)
& Jasa {21,6%)

O Lainnya {3,6%)

Gambar 4. 2. Komposisi Penduduk menurut Lapangan Keija

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa jumiah
penduduk di Kabupaten cukup besar dengan sebagian besar

penduduk di kabupaten Klaten memiliki mata pencaharian sebagai
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pengembangan RPH kabupaten Kiaten di masa mendatang,
mengingat bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan modal
dasar pembangunan yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi
daging. Hal ini juga didukung dengan keberadaan kelembagaan

birokrasi yang ada di kabupaten Klaten.

3. Polensi Ternak Potong di Kabupaten Klaten

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sebagian besar
penduduk di Kabupaten Kilaten memiliki mata pencaharian sebagai
petani sebesar 29%. Petani yang ada di Kabupaten Klaten sebagian besar
bergerok di bidang usaha budidaya tanaman padi, disamping itu ada
juga yang bergerak di bidang peternakan. Dan kegiatan peternakan
hewan di Kabupaten Klaten saat ini uvmumnya masih merupakan
pekearjaan sambilan atau sampingan yang diusahakan cleh para petani

dimaksud.

Usaha peternakan di Kabupaten Klaten dikelampokkan menjadi 2
(dua). yaitu: kelompok ternak unggas {ayam dan itik} dan kelompok
petemmak hewan [hewan besar: sapi. kerbau, kuda dan hewan kecil:
kambing. domba, babi). Potensi ternak besar dan ternak hewan kecil di

Kabupaten Kiaten secara rinci disajikan dalam Tabel 4.1. sebagai berkut:
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Tabel 4.1.
Potensli Ternak Potong di Kabupaten Klaten

Tahun Terriak Besar ' Ternak Kecl)
8P Sapl.  Kerbau Kuda z %  Kambing Domba Bahl ¥ A
2001 7045 67.822 6,346 538 81752 - 65,150 38,912 3.944  108.008 -
2002 7.809 11717 6.842 549 87.057 6,49 65,685 39.888 3314 108.885 0,81
2003 11.820 72462 5.965 661 090.917 444 59.852  36.556 7349 103757 -AT7%
2004 5809 80.253 6.218 697 92977 226 63.178 37286 10.259  110.723 671
2005 5659 809 6.249 673 93503 056 65675 39.870 9038 11554 435

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehanan Pangan Kabupaten Klaten

Dengan memperhatikan Tabel 4.1 di atas dapat disampaikan
bahwa potensi petermakan yang ada di Kabupaten Klgten saat ini sangat
mendukung eksistensi keberadaan RPH di Kabupaten Klaten, mengingat
potensi peternakan yang ada berfungsi sebagai penyedia bahan baku
bagi usaha produksi daging di RPH dan populasinya dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan baik untuk populasi ternak besar maupun
ternak kecil. Untuk ternak besar selalu mengalami peningkatan meskipun
prosentase peningkatan mengalomi penurunan dan untuk ternak kecil
sempat mengalami penurunan populasi pada tahun 2003 oleh karena
menguatnya isu bahwa penyakit anjing gila atau rabies dapat menular

pada ternak kambing ataupun domba.

Profil RPH Kabupaten KLaten

Kondisi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Klaten

Sampai saat ini Kabupaten Klaten memiliki RPH sebanyak 4 Unit,
yang meliputi RPH Kiaten. RPH Pedan, RPH Cawas, dan RPH Delanggu.

Kondisi masing-masing RPH dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:
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GADIAH M3DARPH Kilaten

1) RPH Klaten belum memiliki tipe dan terletak di desa Sumberejo
Kecamatan Klaten Selatan.

2) Luas RPH Klaten adalah 810 m? dengan status tanah milik

Pemerintah Kabupaten Klaten.

3) Jumlah petugas RPH sebanyak 5 orang, terdiri dari 3 orang PNS dan
2 orang tenaga kontrak, |

4) Jumlah ternak yang dipotong pada tahun 2005, baik ternak besar
maupun kecil sebanyak 2.933 ekor atau rala-rata 245 ekor/bulan
dengan jumlah retribusi yang disetorkan ke kas daerah Rp.

51.096.500.-

b. RPH Pedan

Iy RPH Pedan belum memiliki tipe dan terletak di desa Sobavan

Kecamatan Pedan.

2y Luas RPH Pedan adalah 700 m?* dengan status tanah milik

Pemerintah Kabupaten Klaten.

3) Jumilah petugas RPH sebanyak 3 orang. terdiri dari 2 orang PNS dan
1 orang tenaga kontrak.

4) Jumiah ternak yang dipotong pada tahun 2005, baik ternak besar
maupun kecil sebanyak 1.656 ekor atau rata-rata 138 ekor/bulan
dengan jumiah retribusi yang disetorkan ke kas daerah Rp.

24.708.500.-
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1) RPH Cawas belum memiliki tipe dan lerletak di desa Cawas
Kecamatan Cawas.

2) Luas RPH Cawas adalah 360 m?, dengan status tanah milik Kas Desa

Cawas.

3) Jumlah petugas RPH sebanyak 2 crang, terdiri dari 1 crang PNS dan
1 orang 1éncgc kontrak.

4) Jumlah ternak yang dipotong pada tahun 2005, baik ternak besar
maupun kecil sebanyak 486 ekor atau rataqata 41 ekor/bulan
dengan jumlah refribusi yang disetorkan ke kas daerah Rp.

8.543.750,-
d. RPH Delanggu

1) RPH Delanggu belum memiliki tipe dan terleiak di desa Kepanjen

Kecamatan Delanggu.

2) Luas RPH Delanggu adalah 750 m? dengan status tanah milik

Pemeriniah Kabupaten Klaten.

3) Jumlah petugas RPH sebanyak 2 orang. terdiri dari 1 orang PNS dan
1 orang tenaga kontrak.

4) Jumiah ternak yang dipotong pada tahun 2005, baik ternak besar

maupun kecil sebanyak 177 ekor atau rata-rata 15 ekor/bulan,
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GAD] Mpsar Hukum Pembentukan RPH

a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555 Tahun 1986 tentang
Syarat-syarat RPH dan Usaha Pemotongan Hewan.

b. Surat Keputusan Menter Perfanian Nomor 413 Tahun 1992 tentang
Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil
[kutannya.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2002 tenfong
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7
Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tatakerja
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

d. Keputusan Bupati Klaten Nomor 1303 Tahun 2002 tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
3. Kedudukan RPH Kabupaten Klalen

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Xlaten
Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Kabupaten Kiaten Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, dan Tatakerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Rumah
Potong Hewan Kobupaten Klaten adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten yang melaksanakan
kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengelolaan pemotongan
hewan, serta berada di bawah dan bertanggurg jawab langsung
kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Kiaten.
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GADJAH MMandat, Visi, dan Misi Organisasi

a. Mandat
Mandat bagi organisasi merupakan tugas dan kuwaijiban yang
harus dilaksanakan organisasi yang bersangkutan. Sesuai dengan
kedudukannya sebagai unit pelaksana teknis dinas di bidang
pengelolaan pemotongan hewan dan berdasarkan Pasatl 28 Surat

Keputuson Bupati Klaten Nomor 1303 Tahun 2002 tentang Penjabaran

Tugos dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. maka

penjabaran tugas UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Klaten

meliputi;

1y Melaksanakan pengelolaan di bidang administrasi, perlengkapan,
keuangan, dan kepegawaian;

2) Menyusun program keria di  bidang system pengelclaan
pelaksanaan  pemotongan hewan yang meliputi  prosedur
pemberian izin, pemernksaan hewan potong dan daging serta
penerangan atau penyuluhan kepada masyarakat;

3) Menyelenggarakan pembinaan dan  pemberan  ketrampilan
kepada petugas pemotongan hewan:

4) Memberikan izin dan pengendalion pendirian Rumah Pemotongan

Hewan Swastaq;

5) Memeriksa hewan yang akan dipotong dan dagingnya dalam
ingkungan wilayah kerja:
6) Memberikan tanda pada hewan yang telah diperiksa (telah diberi

izin dipotong) pada tanduk atau kukunya;
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terdapat penyakit yang mudah menular pada hewan yang
diperiksa {akan dipotong);

8) Membantu pemotongan hewan diivar rumah pemotongan hewan
untuk keperluan keagamaan;

9y Menunda untuk memberikan izin pemotongan apabila hewan
yang akan dipotong dalam keadaan sakit;

10) Memungut biaya pemeriksaan/retribusi dan disetor ke Kas Daerah;

11) Memeriksa daging setelah dipotong dengan mengirs pada bagian
tertentu yang dipandang perlu;

12y Memberikan tanda cap pada bagian-bagian yang memenuhi
syarat kesehatan dan merusak yang tidak baik bagi kesehatan;

13) Melarang menjual daging yang tidak diberi cap;

14y Mengadakan penyitaan terhadap daging yang temvyata tidak
layak untuk dimakan dan daging gelap yang belum diperiksa;

13) Menarik kembali izin yang telah diberikon atas pemegang izin
secara tertulis dengan memuat alasan-alasannya;

16y Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuqi dengan bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi RPH Kabupaten Klaten, meliputi:
1} Sebagadi tempat melaksanakan pemotongan hewan secara benar;
2) Tempat pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antre mortum) dan

tempat pemeriksaan daging setelah dipoiong {post mortum); serta
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pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.

b. Visi RPH Kabupaten Klaten

Visi RPH Kabupaten Klaten adalah RPH Percontchan di
Kabupaten Klaten dalam menyediakan daging yang ASUH [Aman,
Sehat, Utuh, dan Halal).

Aman : fidak mengandung bahaya biclogis, kimiawi, dan fisik
atau bahan-bahan vyang dapat  mengganggu

kesehatan manusia.

Sehat : mengandung bahan-bahan yang dapat menyehatkan
manusia.

Utuh : hdak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain.

Halal : disembelih dan ditangani sesuai syariat agama.

c. Misi RPH Kabupaten Klaten

Misi RPH Kabupaten Kiaten adalah:

1) Infensifikasi pengawasan peredaran daging di witayah Kabupaten
Klaten dalam rongka menuju swasembada daging hewan yang
ASUH bagi konsumen.

2y Infensifikasi pemungutan retribusi RPH Kabupaten Klaten dalam
rangka meningkatkan pendapatan asli daerah {PAD} sesuai potensi
yang ada.

3) Meningkatkan sarana prasarana dan SDM RPH Kabupaten Klafen

dalam rangka terciptanya pelayanan prima jasa pemotongan
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holders.
5. Program Kerla

Sesuai dengan visi dan misinya maka RPH Kobubo’ten Kiaten telah

melaksanakan berbagai program kerja, sebagai berikut :

a. Mengadakan pembinaan kepada seluruh jajaran petugas RPH
dengan jalan rapat koordinasi setiap bulan,

b. Permnungutan retribusi baik di daolam RPH maupun di luar RPH dengan
system jemput bola.

c. Pengawasan dan pemeriksaan ulang daging vang beredar di seluruh
pasar se-Kabupaten Klaten.

d. Sosidglisasi Peraturan kepada stake holders yang terlibat berkenaan

dengan kesehatan daging dan retribusi daerah.
6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi UPTD RPH Kabupaten Klaten, terdir dari ;
a. Kepdia

b. Pengelola Administrasi

c. Kelompeck Jabatan Fungsional

d. Petugas RPH Klaten, RPH Pedan, RPH Cawas, dan RPH Delanggu.

Tata Kerja UPTD RPH Kabupaten Kiaten:
a. Kepala, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya dan memimpin,
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mengawasi semua kegiatan RPH Kabupaten Klaten,

b. Pengelola Administrasi, mempunyai tugas membantu kepaia UPTD RPH
dalam pelaksanaan pengkoordinasian di fingkungan RPH, perijinan,
pengawasan, dan pengelolaan administrasi pungutan  retribusi
pemotongan hewan serta penyusunan program kegiatan di RPH
Kabugaten Klaten,

¢. Kelompok Jabatan Fungsional. mempunyal tugas melaksanakan
kegiatan sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

d. Petugas RPH Kiaten, RPH Pedan, RPH Cawas, dan RPH Delanggu,
membantu kepala UPTD RPH di bidang teknis pelaksanaan
pemotongan hewan dan administrasi pemungutan retribusi  jasa
pemeriksaaan dan pemotongan hewan di wilayah kerja masing-

masing.

7. Keadaan Pegawai

Uraian lebih lanjut mengenahi aspek kepegawaian pada UPTD RPH
Kabupaten Klaten meliputi beberapa data kepegawaian yang
menyangkut  jumlah pegawai, goiongan kepegawaian, tingkat

pendidikan, dan jumlah jabatan structural.

Jumlah pegawai UPTD RPH Kabupaten Klaten adalah 14 orang.
namun 1 orang pegawai telah memasuki masa bebas tugas (BT). Dari

jumlah dimaksud, pegawai yang memiliki latar belakang tingkat

79



Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten
Klaten
WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MARhdidikan strata satu sebanyak 3 orang, D3 sebanyak | orang dan SMA

sebanyak ? orang. Dari golongan pegawai diketahui jumloh pegawai
golongan Il sebanyak 4 orang, pegawai golongan |l sebanyak 3 crang

serta selebihnya adalah tenaga kontrak sebanyak 6 crang.

Sedangkan jumlah jobatan stuktural pada UPTD RPH Kabupaten
Klaten sebanyak 1 formasi jabatan structural {eselon {Va} yaitu Kepala
UPTD RPH Kabupaten Klaten. Sedangkan kepala rayen RPH di masing-
masing rayon tidak ada esolannya dan termasuk petugas fungsicnal di
tapangan. Untuk lebih jelasnya, komposisi pegawai di RPH Kabupaten
Klaten terihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Komposisi Jumlah Pegawai
Pada UPTD RPH Kabupaten Klaten

No Golongan Tingkat
) Kepegawai Pendidikan Formal Presentase
an sD sSMP SMA D3 51 52
1. v - - - - - - -
2. I} - - - ] 3 - 30,77 %
3. i - - 3 - - - 23,08 %
4. | - - - - - - -
2. Pegawai - - 6 - - - 456,15%
Kontrak
Jumlah - - 9 1 3 - 13
(69,22%)  (7.70%)  (23,08%) {100 %)

Sumber : UPTD RPH Kabupaten Klaten, 2007

C. Potensi Retribusi RPH Kabupaten Klaten

Sesuai dengan tujuan penelitian, langkah pertama yang perlu
dilakukan dalam penulisan ini adalah penghitungan potensi retribusi RPH
Kabupaten Klaten. Hal ini dilaksanakan terlebin dahulu dengan tujuan

agar dalam penetapan target retribusi dapat mencerminkan potensi
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ada juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangon dalam
mengidentifikasi permasalahan yang timbul di kemudian hari dalam
kaitannya dengan pemungutan refribusi dilapangan sehingga akan

mempermudah mencari altermnative solusinya.

Dalam perhitungan potensi refribusi di RPH Kabupaten Kiaten ini,
yang perlu diketahui bahwa saat ini Kabupaten Klaten meimiliki RPH
sebanyak 4 Unit, yang meliputi rayon RPH Klaten, rayon RPH Pedan, rayon
RPH Cawas, dan rayon RPH Delanggu yang melayani jasa pemotongan
dan jasa pemeriksaan hewan serta daging temak besar maupun kecil
setelah dipotong. Disamping itu, RPH Kabupaten Klaten juga melakukan
pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging serta
pemungutan retribusi kepada para jagal dan penjual sate yang
melaksanakan kegiatan pemotongan hewan di rumahnya sendid dengan
system jemput bola dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah yang

melaksanakan kegiatan pemotongan hewan dimaksud (home to home).

Sampai dengan saat ini, pemungutan retribusi yang dilaksanakan
RPH Kabupaten Klaten masih terbatas pada hewan ternak jenis sapi, babi,
dan kambing atau domba. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati
Kepala Doerah Tingkat I Klaten Nomor: 974/362/1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [l Klaten Nomor
6 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, rincian pungutan
refribusi di RPH Kabupaten Klaten adalah sebagaimana terfihat dalam

Tapbel 4.3.
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Tabel 4.3.
Strulkdur Tarif Retribusi di RPH Kabupaten Kiaten
No. Uraian Tempat Pemotongan
Tdidal .. _TlarRPH
A, Sapk: -
1. Biaya administrasi Rp. 500,- Rp. 500,-
2, Biaya pemeriksaan hewan Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
3. Biaya pemofongan hewan Rp.  10.000,- -
4. Biaya perawatan dan kebersihan RPH Rp. 500, -
5. Biaya pemerksaan daging Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-
) Jumilan Rp. 15.000,- Rp. 4.500,

B. Kambing/Domba dan Babi:

1. Biaya administrasi Rp. 250,- Rp. 250,-
2. Biaya pemernksaan hewan Rp. 500,- Rp. 500,-
3.  Biaya pemotongan hewan Rp. 1.000,- -
4.  Biaya perawaton dan kebersihan RPH Rp. 250,- -
5. Biaya pemeriksaan daging Rp. 500,- Rp. 500,-

Jumlah Rp. 3.000,- Rp. 1.250,

Sumber: $KBupaliKepala Daerch Ik i Klaten
Nomor; 974/362/ 1999
Langkah selanjutnya yang perlu ditaksanakan dalam penghitungan
poiensi ini adalah identifikast pendataan pengusaha hewan ternak
polong baik yang berada di dalagm rayon maupun di luar rayon RPH di
seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Para pengusaha hewan ternak potong
disini merupakan wajib retribusi yang terdin dari pengusaha daging hewan

ternak sapi pofong dan pengusaha daging kambing atau domba yang
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wilayah Kabupaten Klaten.

Dan daor hasil survey, wawancara, pendataan, maoka dapat disajikan
penghitungan potensi pungutan retribusi RPH di Kabupaten Kloten
sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Potensi Retribusi
di RPH Kabupaten Klaten

Hewan yany Rehibusi/bulan

dipotana (Ekar)/bin (Rp.} Y Rehibusi

No, Udian  ~ 5S  ,a ,ws  Sapl Kambing _ Bam  (Rp.)

(xRp.15.000}  (xRp #9%m 1.0~ {350}
. RPH Klaten 220 819 25 3.300.000 1.023.750 31.250 4.355.000
II.  RPH Cawas 39 80 - 585.000 100.000 - 685.000
. RPH Pecan 126 325 - 1.820.000 406.250 - 2.296.250
V. RPH Delanggu 17 100 - 255.000 125.000 - 380.000
V., Kec. ai luar - 660 - - 825.000 - 825.00C
Rayan

Jumiah Totai 402 1.984 25 6.030.000 2.480.000 31.250 8.541.250

Sumber: Diolah dari observasi di lapangan.

Keterangan Tabel:

1. Rincian Data Terlampir.

2. ¥ §$= Jumlah Sapi

3. ¥ K= Jumlah Kabing atau Domba

4. ¥ B = Jumlagh Babi

5. Potensi Retribusi RPH Kabupaten Klaten tahun 2007 = Rp. 8.541.250,- x 12 bulan =
Rp. 102.495.000,-

Dari hasii rekapitulasi penghitungan potensi penerimaan retribusi RPH
Kabupaten Klaten pada Tabel 4.4, di atas dapat diketahui bahwa potensi
refribusi RPH Kabupaten Klaten Tahun 2007 sebesar Rp. 102.495.000.-.

Sedangkan dari informasi data, dapat disampaikan bahwa target retribusi

#3
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berasal dari potensi retibusi/bulan yaitu Rp. 7.066.250.- selama satu tahun
sebagaimana terlihat dalam tabel 4.5. berkut ini:
Tabel 4.5.

Target Penerimaan Relribusi RPH
Kabupaten Kiaten Th. 2007

newun yuny Rehibusi/bulan
dipotong (Ekor)/bin {Rp.) )3
No. Uraian ) TK YB Sapi Kambing Babi Retribusi
{XRp.15.000) (xRp.1.250} (xRp.1.250) (Rp.)

(N RPH Klaten 220 264 25 3.300.000 330.000 31.250 3.641.250

Il.  RPH Cawas 39 37 - 585.000 44.250 - 631.250

. RPH Pedan 126 131 - 1.890.000 163.750 - 2.053.750

V. RPH Deianggu 17 80 - 255.000 100.000 - 355.000

V. Kec. di luar - 292 - - 365.0C0 - 365.000
Rayon

Jumiah Total 402 804 25  6.030.000 1.005.000 31.250 7.066.250

Sumber: Diolah berdasarkan Data RPH Kabupafen Klaten, April 2007

Sehingga terlihat adanya selisih dalam penghitungan potensi
retribusi RPH Kabupaten Klaten dengan target yang ditetapkan. Dan dari
tabel diatas dapat diketahui bahwa perbedaannya terletck pada
identifikasi jumlah wgjib retribusi dan intensitas pemungutan retribusi di luar
RPH yang tercemin dari selisin jumlah ternak yang dipotong. Overaping
data yang ditemui dakam identifikasi terhadap wdiib retribusi yaitu para
pengusaha warung sate dan pengusaha daging hewan di lapangan ini
juga menunjukan legalitas dari RPH swasta atau pemotongan yang

dilaksanakan di luar RPH. Perbandingan antara RPH swasta yang tercatat
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penetapan target refribusi di RPH. Untuk pengusaha daging hewan besar

pada umumnya telah melakukan usaha pemotongannya di RPH dan

pada akhir tahun 2007 ada RPH swasta temak besar yaitu di Kecamatan

Karanganom milik pak Timbul serta ditargetkan dapat memberikan

tambahan kuntribusi retribusi sebesar Rp. 3.400.000.-/tahun.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa dalam menetapkan
target retribusi jasa RPH di Kabupaten Klaten telah didasarkan pada
potensi yang ada dan dilaksanakan secara partisipatif bersama dengan
para pengusaha warung sate dan pengusaha daging dengan mengikuti
tata cara penetapan target sebagai berikut:

1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan pembinaan terhadap para wajib
retribusi. Dafam kesempatan ini para pengusaha daging diminta untuk
menyampaikan keluhan, aspirasi serta perkembangan usaha yang
dilaksanakan berupa kesanggupan untuk memenuhi kuwajibannya
membayar retribusi RPH. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi
kuwajibannya dalam membayar retribusi selama 1 waktu satu tahun ini
dapat dipergunakan untuk mengetahui jumiah wajic retfribusi dan
estimasi jumiah pemotongan yang dilakukan cleh waijil retribusi.

2) Setelah diketahui jumlah pemotongan yang dilaksanakan oleh masing-
masing wajib retribusi selanjutnya disesuaikan dengan struktur tarif
retribusi sesuai peraturan daerah yang berlaku sebagaimana erlihat
dalam tabel 4.3 di atas sehingga didapatkan target retribusi selama

satu tahun untuk penerimaan retribusi RPH di Kabupa  1Kla 1.
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dengan identifikasi waijib retribusi dan intensitas pengawasan di lapc

dan hal ini terlihat dari jumlah RPH swasta yang belum dibina {non lega.,

temyata lebih banyak dan yang legal maka dalam esfimasi jumiah hewan

yvang dopotong juga belum sesuvai dengan yang diharapkan sehingga

realisasi penerimaan retribusi selama ini belum dapat mencapai target

vang ditetapkan dan dalam penetapan target terkesan hanya bersifat

incremental alav fime series dengan memberikan kenakan secaraq

periodilk berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya serta belum

menggambarkan  potensi vang ada sehingga masih sangat

memungkinkan sekali adanya peningkatan penerimaan jenis retribusi ini

untuk tahun-tahun mendatang melalui berbagal upaya pelaksanaan

strategi dan kebijakan yang tepat sesuoi dengan permasalahan yang

dihadapi RPH di Kabupaten Klaten.

Secara keseluruhan. upaya untuk mengetahui strategi opa yang

perlu diambil sebagai grand strategi atau induk dari program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan di RPH Kabupaten Klaten dalam rangka

untuk meningkatkan penermaan retribusi berikut akan difakukan melalui

pendekatan analisis lingkungan strategis. Analisis lingkungan strategis

merupakan analisis terhadap lingkungan internal crganisasi yang meliputi

identifikasi  kekuatan dan kelemahannya serta  analisis  terhadap

lingkungan eksternal organisasi yang meliputi identifikasi peluang dan

tantangan crganisasi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pada RPH

Kabupaten Klaten.
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Analisis lingkungan strategis merupakan satu tahapan dalam perspektif
manajemen strategis untuk menggall lingkungan ekstemal dan internal
organisasi guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman yang dihadapi organisasi.

1. Anclisa Llingkungan Eksternal

Analisa  lingkungan eksternal  dimaksudkan  unfuk  menilai
ingkungan di luar organisasi guna mengidentifikasi peluang dan
ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan RPH di Kabupaten Klaten.
Aspek vyang akan dianalisis meliputi:. frend atau kecencerungan
{PESTs/Pclitik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi), stakeholders dan competfifor.

a. Trend aotau Kecenderungan
1) Politik

Andlisis  lingkungan eksternal dari aspek politk menyangkut
berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik
ditingkat pusat maupun daerah sebagai dampak dilaksanakannya
kebijakan pemerintah mengenahi Otonomi Daerah yang ditandai
dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah
diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan
UU Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

f r intchPusatdan D¢  ah.
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kesempatan vang lebih besar pada pemerintah daerah untuk
mewujudkan kemandirian daerah oleh karena adanya pelimpahan
berbagai urusan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintahah daerah. Termasuk didalamnya adalah penyerahan
kewenangan di bidang keuangan karena kewenangan di bidang
keuangan ~pada dasamya melekal pada sefiop pelimpahan
kewenangan disamping penyerahan sarana dan prasarana serta

sumberdaya manusia yang terkait dengan kewenangan tersebut.

Penyverahan kewenangan di bidang keuangan diwujudkan
dalam pemberian kewenangan untuk menggali, mengoptimalkan,
dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan daerah sendiri {PAD)
khususnya yang berasal dari pojak daeraoh dan retribusi daerah.
Kewenangan fersebut ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 dan difindaklanjuti peraturan pelaksanaannya
dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang
dimaksud daerah diberkan kewenangan memungut 11 jenis pajak

cdan 28 jenis retribusi untuk meningkatkan pendapatan asii daerah.

Pada tataran lokal di tingkat Kabupaten, peran aktif DPRD dan
Bupati untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah diawali
dengan perubahan SOT di lingkungan Pemda vyang ditetapkan

dengan peratutaran  daerah dan  selanjutnya  dilkuti dengan
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yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Hal ini dimaksudkan
untuk menyesuaikan dengan pelimpohan berbogai urusan dan
kewenangan dari pemerintah pusat. Sedangkan unituk RPH Kabupaten
Klaten termasuk dalam Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Pertanian dan Ketaohanan Pangan yang ditetapkan
dengan perda Nomor 10 Tahun 2002. Berikut penjabaran tupcksinya

dictur melolui Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 1303 Tahun 2002.

Dengan demikian dari aspek politik, RPH Kabupaten Klaten
memiliki beberapa peluang berupa: komitmen pemerntah pusat
terhadap penvelenggaraan kebijakan otonomi daerah, kewenangan
daerah dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah untuk
meningkatkan PAD, serfa komitmen DPRD dan Bupati dalam
menvyukseskan penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah untuk

menuju kemandirian daerah.
2) Ekonomi

Aspek ekonomi yang dicemmali dalam analisis lingkungan
eksternal ini adalah perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat
Kabupaten Kiaten, yang meliputi Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PFDRB} berdasarkan harga konstan,  pendapatan perkapita
masyarakat Kabupaten Kiaten, dan Igju inflasi yang tercermin dari

perubahan indeks harga konsumen {IHK).
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berdasarkan harga konstan, pendapatan perkapita masyarakat
Kabupaten Klaten dapat dicemnati pada tabel 4.7 . Dari tabel 4.7
terlihat bahwa enam kecamatan di Kabupaten Klaten termasuk dalam
kategori memiliki PDRB tinggi, yaitu: kecamatan Ceper mermberikan
kontribusi (11.14%), Delanggu {5.48%). Trucuk (8.32%}, Klalen Tengah

{9.73%). Klaten Selatan {4,33%), dan kecamatan Klaten Utara (6,77%).

Kecamatan ceper dikenal sebagai sentra industri cor fogam,
kecamatan | Trucuk sebagai sentra indusiri mebel kayu, serta
kecamatan Delanggu, Klaten Utara, Kiaten Selatan, dan kecamatan
Kiaten Tengah sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kabupaten
Klaten. Dan 20 (dua puluh satu) kecamatan lainnya termasuk daiam
kategori ber-PDRB  perkapita sedang dan rendah, serta ke-20
kecamatan int umumnya memiliki potensi local sektor pertanian yang

belum dikembangkan secara optimal.

Sedangkan Pendapatan perkapita tahun 2005 atas dasar harga
konstan tahun 1993 adalah sebesar Rp. 91.016.-/bulan (PDRB/kapita
Kabupaten Klaten Rp. 1.092.194,76 juta/tahun dengan ¥ penduduk
pertengahan tahun 2005 sebanyak 1.279.487 jiwa}. Untuk indeks harga
konsumen atau yang lebih dikenal dengan inflasi menggambarkan
perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi
oleh masyarakat secara umum dan para pakar berpendapat bahwa

penentuan indeks harga konsumen dilakukan untuk menjaga

91



Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten
Klaten
WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADk eseimbangan antara produsen dan konsumen serta angka ideal

indeks harga konsumen adalah berkisar antara 5% sampai dengan 7%.
Besamya indeks harga konsumen di Kabupaten Kiaten pada tahun

2005 adalah sebesar 146,88%.

Tabel 4.7.
PDRB Kabupaten Kialen Tahun 2005
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

THo KeCamatan . _ ,Jenduduk  PDRBAGPEE .« s PORB Rontrbusi
{Rp_juta) {Jiwa} Rp.) uhan Perapita/ (%)
%) Bulan (Rp.}
1 Prambanan 42 31503 45100 838.249,00 289 ks 3.0
2 Gantwarno 28 480,52 40.325 706.274,52 221 e 2,10
3 Wed) 3765182 54.507 £85.733,07 392 ST idd 213
4 Bayat 30.753.45 63723 482.611,46 175 001 226
5 Cawas 5037417 64730 776.210 84 518 ER b 3,77
6 Trucuk 11967218 78942 151595070 713 126.329 8,53
7 Kalkotes 25 453 48 36.440 698503 84 133 el 1,84
8 Kebonarum 14 47983 21189 683.050,62 0,26 - 1,09
9 Jogonaian 62 360,86 57223 1089 786,62 3,53 4,50
10 Manisrenggo 39.477.06 41.108 960 372,21 243 e 298
i Karangnongko 2671002 37.954 3747 AT 128 T 215
12 Ngawen 3318210 43708 759 405,60 3,19 L 2,30
13 Cepar 16954318 63318 251971288 6,65 208976 11,23
14 Pedan 54 66013 47.844 1142 46572 281 379
15 Karangdowo 29.738,81 51633 RITA2T 2% 364 i 2.3
16 Juwring 40540.38 51.478 658 429,06 863 E 2585
i7 Wonosar 44 42370 61595 72122250 489 Lo 337
18 Delanggu 75 546,55 44,350 170341714 264 141851 518
19 Polanharjo 3896129 45371 858.726,72 208 e 279
20 Karanganom 36077 86 49120 734 484 12 177 DR IRD 268
21 Tulung 50 069,24 54 562 917 857 71 0,30 T 3,89
2 Jatinom 34.06552 56.711 600 686,29 134 I 253
23 Kemalang 2887739 34680 774767 84 0,90 ol e 217
rzl Klaten Selatan 63 422,92 40015 1577481 44 367 131 456 433
25 Klaten Tengah 137 61261 43.245 318216233 531 265 180 2,10
26 Klalen Utara 9528873 40198 236899174 480 197 415 6,35
Tahun 200% £.397.448,99 1279487  1092.19476 405
Tahun 2004 1.343.057.24 1274760  1.053.576.55 4,03

Sumber: BPS Kabupaten Klafen
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merupakan ancaman yang patut untuk dicermati berupa rendahnya
pendapatan perkapita masyarakat yang mempengaruhi daya beli
masyarakat dan distribusi pendapatan yang belum merata mengingat
pencapaian berbagai indicator ekonomi yang ada, meliputic Igju
pertumbuhan (4,05%). pendapatan perkapita masyarakat (Rp. 91.016.-
/bulan), dan indeks harga konsumen (16,88%) masih dibawah nilai

standar yang diharapkan.

3) Teknologi

Analisis lingkungan eksternal dar aspek teknologi menyangkut
manfaat perkembangan imu  pengetahuan dalom mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan rumah potong hewan di

Kabupaten Klaten.

Dewasa ini perkembangan iimu pengetahuan dan teknologi
sudah sernakin maju dan berlangsung dalam tempo yang cepat.
Adopsi dan penerapan iimu pengetahuan dan teknologi yang sesuai
akan memberikan peluang dalam meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan di RPH. Namun untuk dapat memanfaatkannya harus ada
kemampuan untuk dapaf menguasai inovasi teknologi yang terus

meningkat.

Sejalan dengan pengelolaan rumah potong hewan yang harus
dapat menjaga dan menjamin kualitas daging yang beredar di

masyarakat maka 1 iting untuk anfaatke  il...J 1 igetahuan
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sesuai maka RPH Kabupaten Klaten akan mampu mendeteksi secara
dini adanya pemasalahan daging, seperti: terkontominasinya daging
oleh bakteri yang dapat menimbulkan gangguan pada konsumen,
adanya penyakit antraks ataupun penyakit mulut dan kuku pada
hewan. Disamping itu, penerapan teknologi ini juga dapat
meningkatkan akses dan kudlitas pelayanan kepada masyarokat,
Sehingga penerapan iimu pengetahuan dan teknologi dapat lebih
meningkatkan nilai fambah pada produksi daging yang diketola agar
dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan ketentraman

masyarakat.

Dengan melihat Gambar 4.3. bahwa tingkat pendidikan atau
indeks pengetahuan (knowledge) masyarakat di Kabupaten Klaten
sebesar 76.31% [(menengch atas) pada tahun 2005, maka
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu
peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan

dan pelaksanaan tugas di RPH Kabupaten Klaten.

Cengan demikian dari aspek teknolegi. RPH Kabupaten Klaten
memiliki peluang juga menghadapi ancaman. Peluang yang dimiliki
adalah manfaat perkembangan imu pengetahuan dan teknologi
dalam pengelolaan RPH Kabupaten FKlaten serta tingkat pendidikan
sebagian masyarakat Kabupaten Klaten yang tinggi. sedangkan
ancamannya adalah fasiitas teknclogi di RPH Kabupaten Klaten masih

terbatas.
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Analisis lingkungan ekstemal dar aspek sosial menyangkut
kemampuan untuk mengenali kondisi sosial yang ada pada
masyarakat Kabupaten Klaten. Kondisi sosial yang ada mermberikan
pengaruh besar terhadap tingkat konsumsi daging yang ASUH, aspek
sosial ini antara lain pertambahan jumiah  penduduk, tingkat
kesehatan, pendidikan, dan daya beli yang erat kaitannya dengan

tingkat kemiskinan.

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2005 sebanyak
1.286.034 jiwa yang terdiri dari 340.091 kepala keluarga (KK). dengan
komposisi penduduk laki-laki berfjumlah 627.743 jiwa dan penduduk
wanita beriumlah 458.291 jiwa. Dengan tingkat pertambahan
penduduk sebesar 0,33% pertahun dan tingkat kepadatan penduduk
sebesar 1.962 jiwa/km. Dengan pertambahan jumlah penduduk maka

konsumsi daging secara tidak langsung akan meningkat.

Sedangkan tingkat kesehatan, pendidikan, dan masalah sosiol
yang berkaitan dengan  kemiskinan  dapat  dignalisis  melalui
pendekatan indeks pembangunan  manusia  {IPM),  dimana
komponennya terdin dari; indeks harapan hidup {longevity): indeks
pengeiaghuan  [knowledge), unsurnya terdii atas rota-rata lama
pendidikan (mean years of schooling) dan melek huruf {literacy rate);
serta indeks kemampuan daya beli masyarakat (purchasing power
parity). Hosil penghitungan IPM Kabupaten Klaten tohun 20022005

adc I kul:
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menjadi 80,77% tahun 2004,

Uniuk indeks kemampuan daya beli memberikan kontribusi
paling kecil dalam pembentukan IPM komulatif yaitu sebesar 57,62
tahun 2005 sedang dua indek lainnya vaitu indek harapan hidup dan
indek pendidikan hampir mencapai kategorn tfinggi (>80) saat ini
pencapagiannya diaias 75, maskipun kenaikan indek daya beli ini
cukup signifikan seliap tahunnya namun masih termasuk  dalam

kategori menengah bawah.

Tabel 4.8.
Klasifikasi Urutan {Kelas) IPM
No Range Index IFM Kelas {Kalegoti)
] > 80 linggi
2 66,00 - 7999 Menengah Atas
3 50,00 - 65,99 Menengah Bawah
4 < 50 Rendah

Sumber: UNDP, 1990.

Hal ini peru untuk mendapatkan perhatian karena memberikan
indikasi bahwa pendapatan perkapita rill penduduk di Kabupaten
Klaten secara keseluruhan masih rendah karena besar kecilnya daya
beli sangatlah tergantung dari besar kecinya pendapatan,
pendapatan perkapita tahun 2005 alas dasar harga konstan tahun
1993 adalah sebesar Rp. 91.016.-/bulan [PDRB/Kapita Kabupaten
Klaten Rp. 1.092.194.746 juta/tahun dengan ¥ penduduk pertengahan
tahun 2005 sebanyok 1.279.487 jiwa). Atau masalah social yang
menjadi ancaman  dari  fingkungan eksternal  adatah  masalah

kemiskinan.
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dianggap berada di bawah garis kemiskinan jika tidak punya sumber
daya yang cukup untuk mengkonsumsi 2.100 kalori per hari dan juga
untuk membeli barang-barang penting non-makanan seperti pakaian
dan rumah. Di Indonesia tahun 2005 biaya kebutuhan makanan
minimurn dasar diperkirakan sebesar Rp. 82,328 perbulan sedangkan
barang-barang non-makanan Rp. 28.957, 28 maka jumiah garis

kemiskinan ditetapkan sebesar Rp. 111.285 per bulan.

Sebagai gambaran umum, jumiah keluarga miskin  di
Kabupaten Klaten sebelum krisis {tahun 1997) sebesar 42.123 KK
[15,67%) dan pada tahun 2005 jumlah keluarga miskin meningkat
menjadi 94.648 KK (29.82 %), secara berturui-turut selama 5 {lima)
tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.

Jumlah KK Miskin di Kabupaten Klaten
Tahun 2001 s/d Tahun 2005

Tahun 5 KK Miskin Praseniase {%)
2001 95.853 33.26
2002 88.490 29.08
2003 87.861 28.85
2004 93.168 29.68
2005 94.648 29,82

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kabupoten Klaten

Dengan demikian dari aspek social, RPH Kabupaten Klaten
memiliki peluang dan ancaman. Peluang yang ada berupa jumlah

penduduk yang besar dengan tingkat pendidikan dan kesehatan
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kemiskinan yang relative cukup tinggi sebesar 29,82%.
b. Stakeholder

Stakeholders  disini  merupakan  kelompok-kelompok  yang
mempengaruhi atau dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas RPH
Kabupaten Klaten, yaitu: sektor swasta dalam hal ini terdii dari para
pengusaha daging. lembaga swcdoyo masyarakat {LSM), dan iembaga
Perguruan Tinggi. Keberadaan kelompok ini sangat mempengaruhi
dinamika kerja di RPH Kabupaten Klaten. Analisis terhadap kelompok

stakeholder ini adalah sebagai berikut;
1) Sektor Swasta

Sektor swasta dalam hal ini terdin dari para pengusaha daging
maupun pengusaha warung sate sehingga analisis  lingkungan
eksternal dari aspek ini menyangkut peran sertanya dalam menjaga
mutu daging yang beredar di masyarakat dan meningkatkan

penefimaan retribusi RPH Kabupaten Klaten.

Dalam beberapa tchun terakhir ini peran aktit sektor swasta
dalam usaha pemotongan hewan meningkat cukup signifikan, hal ini
terihat dari meningkatnya jumilah pemotongan hewan vyang
dilaksanakan di lvar RPH Kgbupaten Klaten. Rasio perbandingan
antara pemotongan yang dilaksanakarn di luar RPH dengan di RPH
pada tahun terakhir yaitu tahun 2005 telah mencapai angka 100%, hal

ini - menunjukkan bahwa jumlah pemotongan hewan yang

.
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pemotongan hewan yang dilaksanakan di RPH (17.372 hewan).

Keberadaan sektor swasta ini dirasakan cukup membantu
dalam pelaksanaan kegiatan di RPH Kabupaten Klaten, disamping itu
juga merupakan tantangan bagi RPH untuk meningkatkan intensitas
pengawasan dan pemeriksaan kesehatan di lgpangan wuntuk
menjamin kualitas daging yang beredar dan mengamankan
penerimaan retribusi jasa pelayanan. Mengingat sampai saat ini masih
sering dijumpai adanya daging bangkai yang beredar di masyarat
juga daging oplosan yang menunjukkan kesadaran akan daging yang

ASUH masih rendah.

2) Lembaga Swadaya Masyarakat (L3M)

Analisis lingkungan eksternal dari aspek lembaga swadaya
masyarakat dilihat dari  peran sertanya melaksanakan pembinaan
kepada masyarakat akan daging yang ASUH, membantu dalam
melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
RPH. serfa menggalang dan membina masyarakat dalam beternak

hewan dalam rangka swasembada daging di Kabupaten Klaten.

itembaga  swadaya masyarakat sebagai o suatu institusi
pembentukan dan keanggotaannya tidak berasal dan prakarsa dan
unsur-unsur pemerintah. Pembentukarnya bersumber dari  inisiatif
individual dan keanggotaannya bersifat suka rela serta berasal dari

kalangan masyarakat. Khusus dalam pengelolaan peternakan dan

L0
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swadaya masyarakat yang memiliki perhatian serius terhadap upaya-
upaya peningkatan pengawasan kualitas daging di  masyarakat,
yaitu: KTNA [yang diketuai oleh Sdr. Ir. Wening Swastono) dan FEDEF

{yang diketuai oleh Bapak H. Rivai Saleh Haryono).

Progrom keria LSM tersebut secara tidak langsung aokan
membeitkan dukungan yang besar bagi pengembangan RPH
Kabupaten Klaten dalam menjaga ketersedian bahan baku, untuk
produksi daging di RPH. Dari hasil wawancara dengan salah seorang
aktivitis FEDEP {Asiz Wakito, SPd}, mengemukakan bahwa:

"dulu sempat tersebar rumor bahwa Kabupaten Klaten adalah daeran
lumbung padinya Provinsi Jawa Tengah, namun untuk beberapa tahun
terakhir ini preduksi padi di kabupaten Klaten mengalami penurunan yang
cukup signifikan. Berdasarkan hasil kdgjian kami penurunan produksi padi ini
disebabkan oteh beberapa hal, seperti: alih fungsi lahan, serangan hama don
penyakit tanaman padi, bencana kekeringan, dan penurunan status
kesuburan tanah laghan pertanian. Dan uniluk mengembalikan  status
kesuburan tanah di Klaten, berdasarkan kajian Jurusan limu Tanah Fakulias
pertanian UGM kerjasama Bapeda Kabupaten Klaten melalui pendekatan
organic yaitu dengan pemanfaatan pupuk kandang, maka masih periu
adanya penambahan populasi ternak sapi di Kabupaten Klaten kurang lehih
sekitar 40.000 ekor sapi itupun masih memerukan wakiu 10 sampai dengan 15
tahun ke depan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan produktiviias lahan per
satuan luas”,

Mengenahi peran LSM berkaitan dengan pengembangan RPH, lebih
lanjut mas Asiz menjelaskan bahwa:

“sebagai upaya peningkatan populasi sapi di Kabupaten Klaten kami
bersama dengan lembaga swasta yang [ain seperti KTNA, kami melakukan
pembentukan dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok petani
petemak sapi, disamping itu kami juga aklif mengajukan permohonan
banfuan sapi kepada pemerintah baik melalui bentuk kemitraan maupun
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mendapatkan sambutan baik dari dinas terkait dan kalangan legistative.
Secara fidak langsung kegiatan kami ini kut menyukseskan program RPH
Kabupaten Klaten yaitu swasembada daging di Kabupaten Klaten dan
menjaga kualitas daging di pasaran”.

3) Kalangan Perguruan Tinggi

Letak strategis Kabupaten Kiaten diontara Kota Yogyakarta dan
Surakarta memberikan keuntungan tersendin bagi kemajuan daergh,
dengan banyaknya Perguruan Tinggil berkualitas yang berada di kota
kota tersebut. Disamping itu Kabupaten Klaten sendiri juga telah
memiliki Perguruan Tinggi sendiri yaitu Universitas Widya Dharma dan
Universitas Madani. Jalinan kerjagsama antara pihak Perguruan Tinggi
dengan Pemda Kabupaten Klaten dirasakan banyak manfaatnya

dalarm mengatasi pemasalahan yang dihadapi daerah.

Dengan demikian dari aspek stakeholders, RPH Kabupaten
Klaoten memilki peluang vang berupa perubahan sudut pandang
pelaksanaan pembangunan daerah merupakan tanggung jowab

bersama dengan melibatkan seluruh stakehaolders yang terlibat.

c. Kompediitor

Keberadaan Rumah Potang Hewan di Kabupaten sekitar maupun
RPH swasta, dapot dikatakan sebagai kompetitor bagi RPH Kabupaten
Klaoten dalorm upaya meningkatkan penermaan retribusi RPH sebagai
salah satu usoha untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah.

Perkembangan RPH daerah sekitar yang cukup maju pesat adalah

102



Stlrategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten
Klaten
WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MiRibupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali telah mendirkan RPH fipe B untuk

skala regional. Dukungan perhatian kebijokan Pemda Boyolali terhadap
RPH tersebut dalam rangka menarik kalangan pengusaha daging unfuk
investasi yang akan menambah reiribusi daerah Boyolali. Sebagaimana
hasil wawancara dengan petugas RPH Rayon Delanggu:

“penerimaan retbusi di RPH sini mengalami penurunanan dalam beberapa
tahun ini, karena sebagian pengusaha daging disini sudah menahentikan usanc
pemaotongannya disint dan malah tari ke RPH Boyoial”.

Perkembangan RPH di daerah sekitar utamanya RPH di Boyolali dan
RPH Swasta Andini Sakti di Kabupaten Sleman menuntut RPH Kabupaten
Klaten dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemctongan hewan,
meningkatkan  sarana  prasarana  RPH,  meningkatkan  intensitas
pengawasan dan pungutan retribusi. Hal ini dimaksudkan uniuk menjaga
jangan sampai pengusaha daging dari Klaten metakukan produksi daging
di luar daerah. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah secrang staf
di Subag Perencanaan dan Pengawasan Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Klaten, adalah sebagai berikut:

"berkenaan dengan Rumah Pemotongan Hewan yang ada saat ini, pihak
xabupaten seberiamya feiah mengagjukan usulan renovasi peningkalan RPH di
Kabupaten Klaten menjadi tipe C kepada Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
Proposal usutan ditandatangi langsung oleh Bapak Bupati dan proposal tersebut
tetah disampaikan sebanyak lima kali berturut-furut. Namun sampai sekarang
belum mendapatkan persetujuan dari pusat”,

Dengan demikian dari aspek competitor, RPH Kabupaten Klaten
menghadapi ancaman yaitu keberadaan rumah pemotongan hewan
yang memiliki  kualitas lebin  paik. Keberadaan RPH altemative

menyebabkan sebagian pengusaha memiliki banyak alternative untuk
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pelayanan. Hal ini tentu sgja menuntut adanya peningkatan kualitas

pelayanan yang lebih baik.
2. Analisa Lingkvngan Internal

Analisa lingkungan internal dimaksudkan untuk menilai lingkungan
internal  organisasi guna mengidentifikasi kekuatan dan  kelemahan
organisasi yang membantu atau menghalangi pencapaian misi dalam
pengelolaan RPH di Kabupaten Klaten. Aspek yang akan dianalisis
meliputi: aspek inpult, present strategi, kinerja, dan aspek penegakan
hukum.

a. Aspek Input
1) Sumber Daya Manusia (SDM) RPH Kabupaten Klaien

Dari aspek sumber daya manusia (SDM) dilihat dengan
membandingkan keadoan sumberdaya pegawai baik  kuantitas
maupun kuadlitas dengan kebutuhan pegawai sesuai tugas pokok dan

fungsi yang harus dijalankan.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2. diketahui bahwa jumiah
pegawai pada UPTD RPH Kabupaten Klaten sebanyak 13 orang dan
dan jumlah tersebut. 7 orang (53.84%) PNS dan 6 orang [46.16%)
pegawai kontrak. Sedangkan kalau dilihat dari latar belakang fingkat
pendidikannya, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan strata satu

sebanyak 3 crang (23.08%). tingkat pendidikan D3 sebanyak | orang
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dengan rincian 3 crang PNS dan 4 crang pegawai kontrak.

Dar aspek kuontitas, apabila dibandingkan dengan ruang
lingkup wilayah dan beban tupoksi yang harus dilaksanakan maka
jumlah pegawai sebanyak 13 orang dirasa belum memadai.
Mengingat bahwa RPH Kabupaten Klaten membawahi 4 rayon RPH
dan 1 Kuster di luar rayon. Wilayah kerja setiap rayon RPH tersebar
diseluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Klaten. Jumlah pegawai
sebanyak 13 orang, ditugaskan di RPH rayon kota 5 orang {1 orang
pegawainya telah pension}, RPH rayon Delanggu 2 orang, RPH rayon
Pedan 3 orang. RPH rayon Cawas 2 orang. Sedangkan untuk 1 cluster
wilayah kerja yaitu di luar rayon dan pegawai yang jaga di UPTD RPH
belum diperhitungkan. Dengan mengingat bahwa wajib refribusi di
cluster luar rayon juga banyak, disamping itu cluster di lvar rayon RPH
juga memiliki pasar-pasar besar, seperti: pasar  Jatinom. pasar
Karangnongko, pasor Manissenggo. Pasar Tulung dan  pasar-pasar

rakyat lainnya yang potensial sekali menjual daging hewan.

Cari aspek kuaiitas, kualitas seorang pegawai dapatl dilihat dari
knowlegde, altitude, dan skill yang dimiliki pegawai. Kualifikasi
pegawai di RPH adalah pegawai yang memiliki skill atau kemampuan
teknis khusus di bidang pemerksaan kesehatan hewan yang akan
dipotong [(antemortern), pemeriksaan kualitas daging {poestmortem),
dan bahan makanan yang berasal dari hewan. Disamping memiliki skill

dibidang pemeriksaan juga horus didukung dengan keilmuan
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{knowledge) yang sesuai, untuk mengetahui berbagai kontaminan
vang ada pada daging. Sampai saat ini pegawai yang memiliki
serifikasi keahlian dimaksud baru 3 orang, dan dari 3 orang ini yang
seorang sudah menjabat jabatan structural eselon Va sebagai Kepala
UPTD RPH Kabupaten Klaten. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas di
lapangan, disamping bertugas untuk memungut retribusi pemotongan
hewan juga dituntut untuk dapat memberikan josa pelayanan
pemeriksaan hewan vang akan dipetong dan daging yong telah
dipotong untuk menjamin bahwa daging yang beredar di pasaran itu

benar-benar ASUH.

Hal lgin yang mempengaruhi kemampuan pegowai RPH
Kabupaten Klaten adalah unsur kelembagaan. Sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kiaten Nomor 7 Tahun 2001
tentang Pembentukan, Susunan Orgoanisasi, dan Tatakerja Dinags
Pertanian dan Ketahanan Pangan. RPH Kabupaten Klaten secara
siruktural masih merupakan satah satu unit dari Dinas Pertanian dan
¥etahanan Pangan Kabupaten Klaten. Sampai saat ini jabatan eselon
vang tersedia di RPH Kabupaten Klaten adalah eselon IVa untuk

Kepala UPTD RPH Kabupaten Klaten,

Dengan demikian dopat disampaikan bahwa dilihat dari aspek
sumber dava manusia {SOM). RPH Kabupaten Kiaten memiliki
hambatan untuk mendukung pelaksanaan fugas pokoknya jika

dibandingkan dengan luas wilayah dan beban kerja. Sehinggo hal ini
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manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2) Sumber Daya Anggaran

Andlisis terhadap sumber daya anggaran dapat dilihat dari
alokosi dana vang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam
membiayai pelaksanaan berbagai kegiatan operasional yang telah
direncanakan di bidang pemotengan hewan. Sumbér dana sangat
penting dolam suatu organisasi,. mengingat bahwa RPH Kabupaten
Klaten masin merupakan UPT Daerah dimana seluruh kegiatan dibiayai
dari atokasi dana APBD Kabupaten Klaten. Rincian APBD Kabupaten
Klaten yang telah dialokasikan untuk memihaki kegiatan operasional
UPTD RPH Kabupaten Klaten selama kurun waktu 5 {lima) tahun terakhir
dapat dilihat dalam Tabel 4.10. sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Alokasi Dana APBD Kabupaten Klaten untuk
RPH Kabupaten Klaten, Tahun 2001 s/d 2005

Tahun Anggaran Alokasi Anggaran (Rp.)
2001 110.004.000
2002 110.000.000
2003 120.000.000
2004 132.000.000
2005 1 32.000.000

Sumber ; Dispenda Kabupaten Klaten.

Dari tabelt diatas terlihat bahwa Pemda Kabupaten Klaten selalu
mengalokasikan anggaran dari APBD dan jumiahnya mengalami
peningkatan dari tghun 2001 sampai tahun 2005 sebesar Rp.
22.000.000,-. Dukungan dana ini kiranya dapat digunakan sebagai

pemicu untuk meningkatkan penerimaan retribusi di UPTD RPH setiap

107



@’% Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten

A Klaten )
@@ WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo
UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
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Klaten memiliki kekuatan karena alokasi anggaran mengalami

peningkatan dan selalu dipihaki sefiap tahunnya.
3) Sarana dan Prasarana RPH Kabupaten Klaten

Analisis sarana prasarana RPH dilakukan dengan melihat
ketersediaan seluruh sarana dan prasarana atau fasiitas yang
mendukung keloncoroﬁ pelaksanaan tugas di RPH Kabupaten Kiaten,
meliputi: fasilitas gedung dan peralatan di RPH, mobil dan kendaraan
dinas. serta peralatan untuk keperduan administrasi lainnya seperti
komputer dan mesin ketk sebagaimana fersaj dalam Tabel 4.11.

sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Sarana dan Prasarang RPH Kabupaten Klaten
No. Uraian Jumlah Keterangan
[ Gedung Belum  Masih jadi satu dengan Sukdin
Peternakan
2. RPH 4 Klaten. Pedan, Deianggu.
Cawas
3. Mobil Dinas - .
4, Kendaraan Dinas 2 -
5 Meja Kursi 7 Masing-masing pegawai i stel
6. Meja Kursi Kamu 1 Stel
7. Komputer | Unit
8. Maesin Ketik | -
2. Kulkas | -
10, Fasilitas Telepoen i Pesawat
Sumber : RPH Kabupaten Kiaten.
Dengan mencermmati Tabel 4.11. di atas dan kendisi masing-

masing sarand dan prasarana yang ada dapat disampaikan bahwo

ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran
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seperti ketersediaan meja dan kursi sesuai dengan jumiah pegawai
yang ada, 1 stel meja kursi tamu, 1 unit komputer, 1 buah mesin ketik,
dan fasilitas telepon. Sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana
sebagai penunjang kegiatan operasional yaitu yang mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pemotongan hewan dan tefjaminnya
peredaran daging yang ASURH di pasaran maka tipe RPH di Kabupaten
Klaten seyogyanya dapat ditingkatkan, minimal tipe C mengingat

rmasing-masing rayon RPH sampai saat ini belum memiliki tipe.

Kemudian kalau dicemmati dari jumlah kendaraan roda 2 yang
beriumlah 2 buah motor maka dengan systerm kerja jemput bota yang
diterapkan di RPH Kabupaten Klaten saat ini dapat disampaikan belum
memadai, karena seliap hart para pegawai lapangan  harus
melaksanakan pengawasan terhadap distribusi peredaran daging
hewan di seluruh pasar se-Kabupaten Klaten disamping harus
melaksanakan pemerksaan kesehatan daging kambing/domba
terhadap para penjual sate yang melaksanakan pemotongan di

tempat usahanya masing-masing.

Dengan demikian dari aspek sarana dan prasarang, RPH
Kabupaten Klaten memiliki kelemahan berupa keterbatasan sarana
dan prasarana untuk meiaksanakan kegiatan operasional di lapangan

dalam menjamin peredaran daging di masyarakat yang ASUH.
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Menurut hasil pengomatan dan berdasarkan fakta yang
ditemukan di lapangan dapat disampaikan bahwa ada 2 tipe budaya
organisasi yang berkembang yaitu money oriented dan budaya
paternalistic. Budaya money oriented ini lebih dikenal sebagai budaya
KKN, dalam arfian pelaksanaan atau kera diidentikkan dengan
money. mereka mau berkeria apabila ada vang ataupun diperintah
oleh atasannya sehingga hal ini menyebabkan kurang kreatif, inovatif,
dan inefisiensi pendanaan. indikasi hal ini lebih banyak terjadi di
lapangan oleh pegawai kontrak yang dilandai adanya overlapping
antara potensi ¥ pemotongan kambing/domba oleh waijib retribusi

dalam hal ini penjual sate dengan penerimaan retribusi yang ada.

Budaya paiternalistic  dimaksudkan adalah budaya  yang
menaruh loyalitas yang cukup tinggi terhadap pimpinan. Tata letak
Kabupaten Klalen di antara dua kergjan yvaitu Kasultanan Yogyakarta
dan Kasunanan Surakarta begitu berpengaruh terhadcep perilaku
budaya organisasi di Klaten. Disamping itu budaya ini juga merupakan
suatu konsep yang ditanamkan oleh Belanda yang menjajah
Indenesia dan mengaiarn sistem administrasi negara. Sejak jaman
Belanda pegawai negeri adalah alat penguasa untuk melayani
penguoasa dan bukannya melayani rakyat. Mengingat sampai saat ini
masih banyak gedung-gedung peninggalan belanda vang masih

dipergunakan sebagai oleh Pemerintah Daerah, seperti: PG. Gondang
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Hal lain yang memberikan warna budaya ini adalah motto pegawai
negeri yaitu sebagai abdi negara bukannya civil servant atau pelayan
warga [publik), artinya dari semula memang pegawai negeri fidak

untuk melayani pubiik tetapi lebih melayani penguasa.

Salah satu cermin budaya ini terlihat saat adanya sidak oleh Tim
gabungan dari provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Dinas
Peternakan. Satpol PP, Polda, MUl Jateng di Kabupaten Klaten dengan
lokasi di Matahari Plaza Klaten dan beberapa pasar di Klaten. Saat itu
tidak ada satupun temuon keberadaan daging gelonggong ataupun
makanan olahan dari bahan ikutan daging yang kedaluwarso, hal ini
disinyalir rencana sidak sudah bocor sehingga beberapa hari

sebelumnya sudah dipersiapkan semuanya.

Dengan demikian dari aspek budaya organisasi,.  RPH
Kabupaten Klaten memiliki kelemahan berupa budaya paternalistic
dan money crienfed yang menyebabkan memberikan pelayanan

kepada masyarakat belum membudaya di lingkungan RPH.

5) Struktur Organisasi
Andlisis mengenahi struktur organisasi dilakukan berdasarkan
pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nemor 10 Tahun 2002
tentang Pembentukan, Susunan Crganisasi, dan Tatakeria Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan. Berdasarkan Perda dimaksud RPH

Kabupaten Klaten merupakan salah satu UPTD Pertanian dan
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dan $K Bupati Kiaten Nomor: 974/362/1999 tentang Juklak dari Perda
dimaksud juga masin berlaku, Hal ini menyebabkan terjadinya saling
lempar tanggung jawab dalam pelaksanan tugas di lapangan, karena
adanya overapping kewenangan antar subdin Peternakan dan UPTD
RPH Kabupaten Klaten vyaitlu satu kewenangan diatur dengan
peraturan yang berbeda dan ditangani cleh dua institusi yang

berbeda pula.

Dengan demikian dari aspek kelembagaan, RPH Kabupaten
Klaten memiliki kelemahan berupa overapping kewenangan dalam
pemunguian retibusi RPH, Disamping itu di RPH hanya memiliki satu
jabatan eselon IVa sedangkan untuk kepala rayon RPH belum ada
ada eselonnya dan hanya mendapatkan tambahan isentif berupa
tunjangan fungsional. Hal int terkesan nampak adanya ambigu dalam
kelembagaan di RPH. karena diliat tupoksinya kepala rayon
melaksanakan tugas structural namun dari sisi isentif mendapatkan
tunjangan fungsional sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas
yang secara tak langsung akan mempengaruvhi penerimaan retribusi di

RPH pula.
b. Aspek Present Stralegi atau Strategi Sekarang

Dalam proses pemungutan retribusi, strategi sekarang yang
dilaksanakan oleh RPH Kabupaten Klaten berkaitan tata kerja serta system

dan prosedur pemungutan itu sendin dalam rangka menjamin daging
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hasil wawancara dengan Kepala UPTD RPH kabupaten Klaten dijelaskan

bahwa:

“sasaran utama pelaksanaon kegiatan RPH Kabupaten Klaten adalah kesehatan
masyarakat veteriner atau KESMAVEI, dengan cara menjaga mulu  aiau
kesehatan bahan makanan asal hewan dan hasil olahnya serta membina dan
menertibkon usaha penyediaan bahan makanan asal hewan dan menjegah
terjadinya pemaisuan terhadap bahan makanaon asal hewan. Disamping itu RPH
juga menyediakan josa pemeriksaan kesehatan hewan dan daging, fempat dan
jasa pemotongan, serta memungul retribusi sesual dengan peraturan yang
beraku”.

Berkaitan dengan tata kerja dalam proses pemungutan retribusi

jasa, lebih lanjut Kepala UPTD RPH Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa:

“dengan dicanangkannya KESMAVET maka masyarakat akan merasa aman dan
tentram dalam mengkonsumsi daging dan bahan makanan olahan asal hewan,
Dan dilagin pihak para pengusaha juga dapat terhindar dari kerugian sebagai
akibat penurunan nilal kwalitas daging dan bahan makanan asal hewan yang
diproduksi. Namun dalam rangka mewujudkan KESMAVET diperlukan suatu jalinan
kerjosama atau tata kerja yang berkesinambungan dan terpaduv dengan
melibatkan berbagul pihak yang terkait. Satu sisi adalakh kesadaran para
pengusaha daging dan warung sate terhadap arli pentingnya daging yang
sehat dan halal yang siap dikonsumsi. Di sist fain adalah integritas petugas
pemeriksa kesehatan hewan dan daging serta petugas pemungul retribusi di
lapangan”.

Selanjuinya tinjauan mengenahi aspek system dan prosedur dalam
pemungutan retribusi di lapangan dalam rangka memberikan jaminan
tersedianya daging yang ASUH bag! konsumen. Sistem dan prosedur terdiri
cari suatu rangkaian kegiatan dimana di dalamnya merupakan suatu

proses berlangsungnya kegiatan secara berturutan, sehingga retribusi

yang dibayar juga berdasarkan jasa yang diberikan cleh petugas sesuai
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dan pemeriksaan hewan {antemortem), pemotongan hewan, perawatan
kebersihan RPH., dan jasa pemeriksaan daging {postmortern) apabila
pemotongan dilaksanakan di RPH sertg josa administrasi, pemeriksaan
hewan, dan jasa pemeriksaan daging apabila pemotongan dilaksanakan

di luar RPH atau rumah usaha sendiri.

Oleh karena itu pefugcé japangan pemungut retribusi dituntut juga
menguasai dan mahir dalam proses produksi dalam menghasilkan daging
yvang ASUH khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan hewan maupun
daging sebelum dan setelah dipotong. Hal ini diharapkan daging yang
beredar di pasaran benar-benar  ASUH  dan  masyarakat  akan
mendapatkan ketentraman bathin dalam mengkonsumsi daging maupun
makanan olahan dari hewan. Sedangkan kenyataan yang ada di
lapangan bahwa petugas masih lebih condong kepoda sekedar
melaksanakan pungufan  refribusi dan disamping  #u  intensitas
pengawasan juga melemah dimana belum mencerminkan dengan

potensi yang ada.

Dari urgian di atas dapat disampaikan bahwa dari aspek strategi
sekorang, RPH Kabupaten Klaten disamping memiliki kekuatan dan
kelemahan. Kelemahan yang ada berupa pemahaman dan kesadaran
petugas lapangan terhadap system dan mekanisme pemungutan retribusi
ity sendin, sedangkan kekuatannya berupa dicanangkannya dan
ditetapkannya KESMAVET dalam Peraturan Pemerintah Nomeor 22 Tahun

1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) serta
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pelayanan di RPH Kabupaten Klaten.
c. AspekKinerja

Kineria atau hasil kerja organisasi merupakan suatu keadaan yang
berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang
dimilikinya. Indikator keberhasilan kinerfja suatu organisasi pubiik, menurut
Dwiyanto, dkk. (2002) sebagaimana dikulip oleh. Nogi §. Tangkilisan
(2005:176-178) dapat divkur dari tingkat produktivitas. responsifitas,
responsibilitas, dan akuntabilitas. Untuk ity analisis aspek kinerja di RPH
Kabupaten Ktaten dilakukan terhadap indikator-indikator dimaksud, yang

meliputi;
1) Produldivitas

Konsep produktifitas merupakan perbandingan atau  rasio
antara input {efisiensi/berdaya guna) dan output (efektivitas/berhasil
guna). ‘nput dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan sumber
daya yang dipergunakan oleh RPH Kabupaten Klaten sedangkan
outputnya merupakan keluaran jasa pelayanan vyang telah
diloksanakan vyang tercermin dari penerimaan relribusi  daerah.
Disamping itu juga perlu diperhatikan frend atau perfumbuhan
penerimaan Retribusi RPH Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun untuk
melihat peningkatan produktivitas dari para pegawai.  Untuk
menjelaskan hal tersebut berikut disajikan dalam bentuk tabel sebagai

berikut:
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Trend penerimaan retnbusi di RPH Kabupaten Klaten dalam 5
{lima) tahun terakhir tersqgji dalam Tabel 4.12. sebagai berikut:
Tabel 4.12.

Trend Retribusi di RPH Kabupaten Klaten
Tahun 2001 s/d 2005

Tahun Redlisasi Pendapatan Trend
Anggaran {Rp.) %
2001 89.126.250 -
2002 98.935.250 11.01%
2003 110.004.000 11.19%
2004 115.000.500 4,54%
2005 91.21M ™" -20,69%

sumber: Dispenda Kabupaten Klaten

Dari tabel diatas terlihat bahwa trend penerimaan retribusi
RPH Kabupaten Klaten dalam 3 (liga) tahun terakhir tampak
menurun. Menurut salah secrang staf di RPH Kabupaten Klaten, hal
itu disebabkan oleh sebagian pengusaha daging vang kolap atau
menghentikan usahanya dan pindah usaha lain. Sesuai data yang
ada. di RPH Ktaten ada 4 jagal yang menghentikan usahanya, di
RPH Cawas ada 2 orang jagal yang berhenti usahanya, dan di RPH
Delanggu juga ada 2 orang jagal yang menghentikan usahanya.
Dengan melihat potensi yang ada maka masa yang akan datang

penerimaan ini akan dapat ditingkatkan,

b) Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi disini merupakan perbandingan antara realisasi
penerimaan retribusi RPH Kabupaten Kliaten dengan sumberdaya

anggaran yvang dikelolanya. Sedangkan efektifitas merupakan
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yang telah ditetapkan. Karena di RPH kabupaten Kliaten besarnya
alokasi sumber daya anggaran sama dengan target retribusi yang
ditetapkan maka perhitungannya dapat dijadikan dalam satu

tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Efisiensi dan Etekfifitas Retfribusi RPH Kabupaten Klafen
Tahun 2001 s/d 2005

Tahun Anggaran/Target Realisasi Prosentase
Anggaran (Rp) {Rp) 7
2001 110.004.000 89.126.250 81.02
2002 110.000.000 $98.935.250 89,94
2003 120.000.000 110.004.000 V.67
2004 132.000.000 115.000.500 87.12
2005 132.000.000 21.210.500 69,09

Sumber: Dispenda Kabupaten Klaten

Dari tabel di atas terlihat bahwa prosentase efisiensi dan
efekiifitas bervariasi dan dalam 3 {tiga) tahun terakhir mengatami
penurunan atau inefisiensi dan kurang efektif. Dengan demikian

dapat disampaikan bahwa produktivitasnya rendah.

2) Responsivitas

Responsivitas merupakan daya tanggap organisasi RPH dalam
mengenali kebutuhan masyarakat dan kemampuan organisasi RPH
dalam menyusun agenda pelayanan, dan mengembangkan program
kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan  aspirasi
masyarakat. Sehingga responsivitas disini menunjukkan  keselarasan

antara program kegiatan pelayanan di RPH Kabupaten Klaten dengan
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pengusaha daging hewan di Kabupaten Klaten,

Aspirasi  masyarakat dan pengusaha daging terhadap
Pemerintah  semakin menguat dengan semakin gencamya
pemberitaan berbagai isu yang tersebar melalui media masa, seperti:
isu fiu burung, isu penyakit antraks dan mulut kuku pada hewan,
tersebarnya daging gelonggong., pemalsuon daging atau coplosan,
serta adanya pemakaian bahan pengawet. Sehingga aspirosi
masyarakat itu secara fidak langsung pada umumnya adalah
mendapatkan ketentraman bathin dalom mengkonsumsi  produk
makanan asat hewan, disamping mendapatkan suafu jasa pelayanan
vang cepat dan tepat bagi pengguna jasa RPH pada khususnya.
Daging dan produk makanan asal hewan dapal memberkan
ketentraman bathin bagi masyorakat kensumen opabila memenuhi

cnteria ASUH {aman, sehat, utuh. dan halal),

Aspirasi masyarakat ini dijamin dalam pasat 8 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pangan, yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi,
penyimpanan, pengangkuian, dan alau peredaran pangan dalam keadaan
yang lidak memenuhi persyaratan sanitasi”.

Dan pasal $ menjelaskan bahwa:
"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana tersebut

datam Pasal 8 akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (Iima} fahun
don atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- {enam ratus juta rupiah).
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Py

dimaksudkan sebagai  suatu  upaya pencegahan lerhadap
kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik
pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan
bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan

manusia.

Sanitasi di RPH Kabupaten Klalen dimaksudkan agar -daging
tidak sampai terkontaminasi oleh bakieri-bakteri yang dapat
menyebabkan gangguan kesehatan pada konsumen, bakieri
dimaksud antara lain: bakteri salmonella, clostridium perfringens,
clostridium botullnum, staphvlococcus aerus, dan bakteri eschericia
coli. Untuk menghindari kentamincsi bakteri-bakteri dimaksud dan
secara umum dapat menghasikan daging yang ASUH. RPH
Kabupaten Klaten melaksanakan tata cara produksi daging sebagai

berikut:

*  Penanganan kesejahieraan hewan. meliputi: pemeliharaan hewan
sebetum dipotong diistirahatkan dulu selama 12 jam dan diberi
makanan yang bergizi, serta pemeriksaan antemortem dengan
seksama.

* Pengawasan higiene tempat usaho dan pemcicngan, mencakup
tinjauon.- terhadap kesehatan RPH, proses pemoteongan hewan, dan
pemeriksaan posfmortern dengan mengacu pada SK Menteri
Pertanian Nomaor 555/1986 tentang  Syarat-syarat  Rumah

Pemotongan Hewan dan Usaha Pemociongan Hewan dan SK

120



Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten
Klaten
WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA  Menter Pertanian Nomor 413/1992 tentang Pemotongan Hewan

Potong dan Penanganan Daging serta Hasil kutannya,
* Menjaga ke-Halal-an produksi daging, dengan tetap mengacu

pada fatwa MUl tentang penyembelihan hatal.

Rerkaitan dengan keluhan konsumen mengenahi kualitas
pelayanan, kualitas daging, dan pungutan retribusi, berikut  hasil
wawancara dengan salah seocrang pengusaha sate yang enggan

disebutkan namanya:

*jujur sgjo mas, kalav saya ini tidak keberatan dikenai retribusi dan
Pemerindah berkaitan dengan usaha warung sate saya ini....apalagi hal itu
sudah ada peraturannya dari Pemerintah. Saya juga sering didatangi petugas
retfribusi itu mas, kadangkaia lima hari sekali kadang seminggu sekali..... tidak
~ast. Saya juga sering berjumpa dengan petugas itu di pasar hewan saat

saya mencari kambing. Kambing satu retribusinya seribu lima ratus rupiah ™.

Pernyataan di atas secara tidak langsung juga diyakan oleh
salah secrang staf di Dinas, benkut hasil wawancaranya:

“daging hasil pemotongan di RPH Kabupaten saya berani menjamin
kualitasnya, karena tata cara pemotongannya telah dilakukan sesudi
prosedur yang ada. Namun untuk melakukon pengawasan pemotongan
hewan dan daging di luar RPH, para pelugasnya dihadapkan pada berbagai
kendola, anfara lain: kendaraan eperasional lapangan, terbatasnya jumiah
petugas lapangan, dan luas wilayah operasi kerja. Sehingga mereka mungkin
figa hari sekali baru dapat mendatangi dan mengambil retribusi®.

3) Responsibilitas

Analisis responsibilitas  disini maksudkan  untuk  mencemmati
apakah proses pengelolaan RPH Kabupaten Klaten telah dilakukan

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan
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Kabupaten Klaten ditinjaou mulai dari aspek perencanaan sampai

dengan evaluasi, sebagai berkut:

a) Perencanaan

Perencanaan disini dimaksudkan  sebagai proses
mempersiapkan program kegiatan untuk melakukan tindakan di
kemudian har, sehingga perencanaan berhubungan dengan hari
depan, menyangkut acfion atau findakan, serta harus
dipertanggungjawabkan. Perencanaan di RPH Kabupaten Klaten
disusun berdasarkan permasalahan yang ada sesuai dengan
tupoksi RPH Kabupaten Klaten yaitu menjaga atau melaksanakan
pengawasan kuatitas daging vyang beredar di masyarakat dan

mengamankan targe? retribusi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan perencanaan di Rumah Polong Hewan
Kabupaten Ktaten, berikut hasil wawancara dengan Kepala UPTD

Rumah Potong Hewan Kabupaten Klaten:

"dalam penyusunan DSP program-pragram kegiaian maupun  dalam
menetapkan target penerimaan retribusi di RPH kami lakukan dengan
pola  pendekatan melalui system perencanaan  bawah-atas  yang
parfisipatif dengan melibatkan seluruh kormmponen lapisan yang ada
dalam hal ini stakeholders yang terlibat. Hal ini diharapkan bahwa usulan
program kegiatan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan
potensi sumberdaya yang dimiliki daerah. Dan setelah usulan program
kegiatan telah disepakali bersama seluruh stakeholders yang terlibat
selanjutnya daftar ini kami serahkan kepada Kasubag Perencanaan dan
Fengawasan Dinas Perfanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten
untuk ditinclaklanjufi’,
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~laten, lebih lanjut Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten

Klaten menjelaskan banwa.

“program kegiatan yang kami susun sebagai salah satu jembatan antara
permasalahan yang dihadapi di lapangan dengan tujuan dan sasaran
yang kami tetapkan di RPH ifu sendiri. Dalam menjaoga kualitas daging
yang beredar dan mengomankan target penerimaan retribusi RPH, kami
dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti: terbatasnya petugas
kir master pemeriksa daging dan tenaga teknis yang karmi miliki, intensitas
pengawasan mutu daging yang beredar di pasar, banyaknya pengusaha
daging yang belum mengetahui tentang peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan peredaran daging, adanya daging bangkai yang
masih senggja dijual di pasar-pasar fradisional, serta terbatasnya sarana
dan prasarana RPH yang ada. Bertitik tolak dari permasalahan ini, maka
untuk mencapai tujuan dan target penerimaan refribusi kami menyusun
berbagai kegiatan yang ditekankan terjaminnya kualitas daging yang
ASUH dan tercapainya target penerirnaan retribusi di RPH".

Kemudian mengenahi target penerimaan retribusi RPH
Kabupaten Klaten, tebih lanjut Kepala UPTD Rumah Potong Hewan
Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa:

“Kami  sudah berusaha  maksimal  dalam  mengamankan  target
penefimaan yang mesti kami penuhi, namun apa mau dikata
kenyataannya kami belum dapat memenuhinya. Padahol dalam
menetapkan target ini kami himpun berdasarkan masukan masing-masing
rayon sesuai potensi dan estimasinya terhadap masing-masing pengusaha
daging. Hal ini kami duga karena tingkat kesadaran para pengusaha
daging itu sendiri atau memang karena kami memiliki keterbatasan
tenaga dan sarana prasarana operasicnal dilapangan™,

b) Pelaksanaan

Setelah usulan program kegiatan disepakati bersama dan

telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya hasil
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kegiatan di RPH Kabupaten Kiaten meliputi: pengawasan dan
pemerksaan ulang daging vang beredar di masyakat serta

melaksanakan penarikan retribusi di RPH maupun di luar RPH.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, setiap Kepala rayon RPH
bertanggung jawab atas wilayah kerjanya masing-masing dan
selalu taat pada peraturan yang ada. Dalam melaksanakan
tugasnya melayani jasa pemotongan maupun pemeriksaan serta
pemungutan retrubusi dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Jasa
pemolongan hewan dapat dilaksanakan di RPH Kabupaten
maupun di luar RPH, sehingga dalom penarikan retribusi selain
dilaksanakan di RPH juga dilakukan di tempat pemotongan di luar
RPH. Untuk pemungutan retribusi di luar RPH dilaksanakan oleh
petugas dengan sistem jemput bola, petugas mendatangi tempai-
tempat usaha pemotongan masing-masing pengusaha daging
untuk memerikasa kesehatan hewan dan daging serta memungut
retribusi  atas jasa yang telah diberikan. Namun intensitas
kedatangan petugas sangat terbatas, paling 3 har sekall baru

dapat mendatanginya.

Sedangkan untuk menghasikan daging yang asuh, RPH
Kabuputan Klaten menetapkan beberapa aspek yang perlu
diperhatikan, antara lain: aspek kesejahteraan hewan, aspek
higiene dan sanitasi. serta aspek haial dalam prosesi pemotongan

hewan. Dan uniuk menjamin daging yang dihasilkan berkualitas,
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dan pemeriksaaan postmortem.

Mengenahi pelaksanaan pengawasan peredaran daging di
masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan selurun komponen
masyarakat disamping secara berkala petugas operasional
lapangan mengadakan sidak di seluruh pasar-pasar se-Kabupaten
Kiaten. Disamping itu RPH Kabupaten Klaten juga membuka
layanan masyarakat sebagai media penyaluran aspirasi unfuk
meningkatkan kualitas pelayanan di RPH dan mutu daging di

masyarakat.
c) Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sebagai suatu sarana  identifikasi
permasalahan yang dihadapi oleh petugas di lapangan untuk
kemudian dicari solusi jalan keluarnya sekaligus merupakan kontrol
terhadap pencapaian penerimaan retribusi di masing-masing rayon

RPH.

Secara rutin pelaksanaan evaluasi di RPH Kabupaten Klaten
dilakukan setiap sebulan sekali dengan jalan rapat koordinasi yang
diikuti oleh seluruh pegawai di RPH. Untuk tingkat rayon koordinasi
ini dapat dilakukan setiap saat sesuai urgensi dari permasalahan

yang dihadapi di wilayah kerjanya masing-masing.
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Akuntabilitas merupakan kuwajiban dari RPH Kabupaten Klaten
untuk memperntanggungjawabkan keberhasilan dan atav kegagalan
kepada masyarakat dalam melaksanakan visi dan misi orgonisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga
analisis akuntabilitas disini dimaksudkan untuk menguraikan mengenahi
seberapa besar konsistensi kegiatan dan kebijakan di RPH Kabupaten
Klaten dengan kehendak masyarakat seperi nilai-nilai dan norma

yang beriaku dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan fupcksi RPH Kabupaten Klaten
selbagai penjabaran misi yang telah ditetapkan, tujuan organisasi yang
ingin dicapdi adalah: meningkatkan ketrampilan petugas RPH dalam
peningkatan pengawasan mutu daging yang beredar di masyarakat
dan meningkatkan pendapatan asli daerah {PAD). Sedangkan
sasarannya addlah terwujudnya petugas RPH Kabupaten Klaten yang
berkuadlitas, tercapainya target PAD. dan terjaganya mutu atau

kualitas daging yang asuh,

Sedangkan dari sisi masyarokat konsumen diketahui bahwa
sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten memeluk agama Islam
yakni sebanyak 1.197.033 jiwa atau 93,08%. Nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat berkaitan dengan konsumsi  daging adalah
berkenaan dengan tata cara pemotongan hewan disamping kualitas

daging itu senqir sehinggo daging benar-benar halal dan berkualitas.
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hewan yang halal, yaitu:

“Penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih Islam sesuai fata cara Agama
Islam yaitu: membaca Basmallah, memutus jalan nafas {hulqum), memutus
jatan makanan {mari), dan memutus dua urat nadi {(wadajain)”. '

Untuk mencermati sejauhmana akuntabilitas di RPH Kabupaten
Klaten, berkut disgjikan dota terclah mengenahi jumiah dan

perbandingan antara pemotongan hewan yang diloksanakan di RPH

Kabupaten dan di luar RPH, sebagai berikut:

Tabel 4.14.
Pemotongan Hewan di RPH Kabupaten Klaten
Tahun  Hewan Besar Hewan Kecil ¥ 3 T Trend
Sapi Keibau  Kambing Domba  Babi Besar Kecil Total T
o001 4974 42 48460 3216 141 5018 8.237 13255 -
2002 4.797 37 4823 3150 168 4834 8.141 12975 =211
2003 5.807 &1 4095 2139 183 5867 8417 14279 10,05
2004 6£.458 100 4951  3.140 126  &4.538 8.237 14795 3.6
2005 4924 39 70446 5193 170 4963 12409 17377 17,41

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehanan Pangan Kabupaten Klaten

Tabel 4.15.
Pemotongan Hewan di Luar RPH Kabupaten Klaten
Tahun Sapi Kambing Domba ¥ ¥ ¥ Trend Rasio
Besar Kecil Total Y% %
2001 - 1.804 9972 - 2794 2.794 - 21,09
2002 - 2.548 1.291 - 3.83¢% 3.83% 37.30 29,58
2003 - 2.431 1.23% - 3.670 3.670 -4,40 25,70
2004 2.043 7.747 484) 2.043 12708 147517 30193 99,70

2005 2850 11.450 5767 2.850 17.217 20.067 36,04 1155)

Sumber: Dinas Perfanian dan Kehanan Pangan Kabupaten Klaten
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rasio mencapai 115,51% pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa
pemotongan hewan lebih banyck dilakukan di luar RPH Kabupaten
Klaten sekaligus juga menunjukkan mengenai tingkat kesadaran para
pengusaha daging akan daging yang ASUH secara umum masih
relative rendah, serta secara langsung ckan sangat berpengaruh
terhadap penerimaan tetribusi di RPH dan terhadap kualitas daging

yang beredar di pasaran.

Dengan demikian dar aspek kinerja. RPH Kabupaten Klaten
memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Kelemahan yang
dihadapi berupa: produktivitas pengelolaan RPH relative masih rendah
vang terihat dar pertumbuhan serta  efisiensi dan  efektifitas
penerimaan retribusi, lemahnya respon terhadap aspirasi masyarakat
karena intensitas operasional yeng rendah yang disebabkan oleh
keterbatasan petugas dan fasilitas yang ada, serta kurangnya
pemahaman atau tingkat kesadaran pengusaha akan peraturan yang
ada. Sedangkan kekuatan yang dimiliki RPH Kabupaten Kiaten adalah
dasar pengelolaan RPH Kabupaten Klaten telah dibakukan dengan
berbcgal peraturan yang ada dan masyarakat kabupaten Klaten
sebagian besar beragama Islam  sehingga contfrol masyarakat
terhadap daging yang halal akan semakin ketat sebagai upaya

meningkatkan kinerja dalam pengelclaan RPH Kabupaten Klaten.



Stlrategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten
Klaten
WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GAD¢f MP@hegakan Hukum

Berkenaan dengan pemungutan retribusi, hal penting yang juga
harus diperhatikan adalah aspek penegakan hukum. Pemberian sanksi
harus diberakukan baik kepada waijib retribusi maupun kepada petugas
pemungut retribusi sesuai dengan peraturan yang ada. inefisiensi atau
rendannya penerimaan retribusi sebagian besar disebabkan oleh

lemahnya pemberian sanksi terhadap wajib retribusi ataupun petugasnya.

Sebagal dasar pemberian sanksi ini, sebagaimang termuat dalam
bab 1V Ltampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I Klaten
Normor: $74/362/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Klaten Nomor é Tahun 1998 tentang Retribusi

Rumah Potong Hewan disebutkan bahwa:

"Wajib retribusi yang fidak melaksanakan kuwajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 {empat) kali jumlah retribusi yang ferutang”.

Namun dalam praktek pelaksanaannya pemberian sanksi ini juga
masih  sulit untuk ditegakkan karena pada sisi lain Lampiran Surat
Keputusan ini masih terlihat adanya kelemahan yaitu pada bab i poin 3
disebutkan bahwa “pelaksana  pemungutan retribusi oleh  Dinas
Peternakan Kabupaten Daerah Tingka! It Kiaten". Sedangkan sekarang
kelembagaan RPH Kabupaten Kiaten tidak lagi menjadi bagian dari Dinas
Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat I Klaten alau Sub Dinas
Peternakan, melainkan berdasarkan Peroturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
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GADJAH Mé@bupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, dan Tatakerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. RPH

Kabupaten Klaten merupakan UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kenyataan bahwa pemberian sankast ini masih sulit dilaksanakan
adalah besarmya jkeberadaan jumiah tempat RPH swasta non legal
sangat besar dan melebihi Jumlah RPH yang masuk dalam binaan UPTD
RPH Kabupaten Klaten (tabel 4.4). Sehingga selain adanya ovelaping atau
ambigu kewenangan vyang ada, hal ini disebabkan juga oleh
pertimbangan perbadaan tarif refribusi sebagaimana terlihat dalam tabel
4.4, Dalam pemungutan tariff retribusi terlihat perbedaan yang besar
antara tariff yang dikenakan untuk pemotengan di RPH dan di luar RPH,
yang memicu pengusaha melanggar ketentuan yang beriaku ataupun

melaksanakan pemoiongan sendir secara liar.

Dengan demikian darn aspek penegakkan hukum. RPH Kabupaten
Klaten memiliki kelermahan berupa lemahnya pemberian sanksi kepada
wajib retribusi. Untuk ity dipandang perlu merevisi peraturan daerah yang
berlaku sekarang untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan
strategis yang berkembang khususnya mengenah kewenangan
kelembagaan dan perubahan struktur tarif, sehingga diharapkan akan
dapat memberikan dampak pada peningkatan penerimaan retribusi

daerah khususnya untuk retricusi jasa pelayanan di RPH Kabupaten Klaten,
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GADJAH MADA BABYV

IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEG!S

Setelah faktor-faktor lingkungan strategis RPH Kabupaten Kiaten yang
berupa peluang dan ancaman (factor eksfernal) serta kekuatan dan
kelemahan (factor internal) teridentifikasi maka tahap selanjutnya yang periu
dilakukan adalah mengidendifikasi isu strategis yang merupakan suatu kondisi
yang membutuhkan tanggapan organisasi melalui penetapan  suatu
kebijakan yang harus diambil agar di masa depan dapat mencapai visi dan

misi yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif manajemen strategis. tahapan ini merupakan
langkah yang paling menentukan karena indentifikasi isu strategis merupakan
basic policy question atau pertanyaan kebijakan pokok. Dalam proses
mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi di RPH, dilaksanakan melalui 2
tahapan. yaitu: 1) melakukan analisis SWOT, untuk mendapatkan isu-isu
strategis yang dihadapi RPH Kabupaten Klaten dan 2) melakukan test litmus,
untuk menyusun isu-isu strategis berdasarkan urutan prioritas kestrategisan

sebuah isu.

A. Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk  mendapatkan
keputusan strategis berupa isu-isu strategis yang lahir dan perpaduan antara
faktor-faktor lingkungan internal dengan factor-fakior lingkungan eksternal

berdasarkan logika untuk memanfaatkan peluang don kekuatan yang ada
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CADAHE Pdapat mengeliminir kelemahan dan menghindari ancaman yang

dihadapi RFH Kabupaten Klaten.

Sebagaimana divraikan pada bab sebelumnya bahwa factor-faktor
lingkungan organisasi yang berupa kekuatan, kelemahan, pelvang, dan
ancaman telah diketahui dari hasil andlisis terhadap lingkungan strategis.
Selanjutnya uvntuk mempemudah dalam menemukan perpaduan antara
faktor-foktor lingkungan internal dengan factor-iaktor  lingkungan ekternal

organisasi. maka dilakukan andlisis SWOT sebagai berikut:

1) Analisis Pelvang
a) Implementasi Kebiiakan Ctonomi Daerah.

Otonomi daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak tanggal
I Januari 2001 dengan mengedepankan prinsip-prinsip  otonomi
daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pelaksanaan
otonomi  daerah dimaksud padd dasarnya merupakan
pengejawantahan dari penyelenggaraan pemerintahan Negara dan
pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adit dan makmur.
Sehingga berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan asas yang dianut
dalam penyelenggaraan cotonomi daerah maka pemerintah daerah
memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri
kecuali dalam bidang politik luar neger. pertahanan keamanan,

peradilan, moneter, fiscal, dan agama.

Dalam mendukung penyelenggaraan otonomi di daerah
dimaksud, diberlakukan  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Caerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun
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GADJAHMADA 999 tentang Permbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah sebagai instrument regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan
otonomi daerah. Dalam Undong-undang dimaksud diomanatkan
bahwa Pemerintah memberkan kewenangan pajak {taxing power)
kepada daerah agar dapat mengoptimalkan PAD khususnya yang
berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dan berkaitan dengan
pemunguton retribusi di RPH Kabupaten Klaten mengikuti konsep
devolusi yang merupakan salah satu bentuk desentralisasi, yaitu
merupakan salah satu kewenangan yang diberkan kepada daerah

otonom dalam hal ini Pemda Kabupaten Klaten.

Dengan demikian implementasi kebijokan otonomi daerah
merupakan  pelvang bagi RPH  Kabupaten Klaten  uniuk
mengoptimalkan  penerimaan  refribusi  daerah  dalam  rangka
memperkuat basis kevangan daerah menuju kemandirian daerah.

b) Pelimpahan kewenangan yvang lebih besar kepada Daerah dalam
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

Sebagai konsekwensi logis adanya pelimpahan kewenangan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka
ofonomi daerah odalah penyerahan kewenangan di bidang
kevangan yang disebut desentralisasi fiscal dengan menganut konsep
money follows function sebagaimana diatur dalom Undang-undang
25 Tahun 1999 dan diwujudkan dalam pemberian kewenangan untuk
memanfaatkan sumber pendapatan asl daerah (PAD) serta didukung

dengan dana perimbangan pusat dan daerah.
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UNIVERSITAS

GADJAH MADA Pemberian kewenangan dimaksud selanjutnya ditetapkan

dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan
penyempurnaan dar Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan
diikkuti peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun
2001 tentang Reiribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang
dimaksud, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis
pajak dan 28 jenis refribusi yang secara umum dipungut hampir oleh
semua daerah di Indonesia. Namun seldin jenis pajak dan retribusi
tersebut. daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis
pajak dan retribusi lainnya sesuai potensi daerah dan sesuai kriteria-

kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Ditinjau dari segi kontribusi terhadap PAD bahwa sampai saat
ini poiaok dan retribust daerah memberikan kontribusi yang basar
dalom penefimaan PAD maka adanya pelimpahan kewenangan
kepada daerah unfuk mengoptimalkan PAD merupakan suatu
pelvang yang dapat dimanfaatkan oleh RPH Kabupaten Klaten
dalam meningkatkan penermaan retribusi.

c} Dukungan yang tinggi dar kalangan DPRD dan jojaran eksekutif
rabupaten Klaten untuk meningkatkan penerimaan asli daerah

Dukungan yang besar berupa komitmen bersama antara DPRD
dan jajaran eksekutif Kabupaten Klaten untuk menaikkan PAD
merupakan salah satu modal dasar untuk  memperkuat  basis
keuangan daerah dalom penyelenggaraan pemetintahan dan

pembangunan daerah menuju kemandirian daerah. Dukungan DPRD
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GADAIMADYan  jajaran  eksekutif Kabupaten Klaten yang difujukan pada

pengelolaan RPH Kabupaten Klaten teraktualisasikan dengan adanya
Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan, SOT Dinas
Perianian dan Ketahanan Pangan, 5K Bupati Kiaten Nomor 1303 Tahun
2002 tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Pertanian dan Ketanan
Pangan, Perda Nomor 33 Tahun 2C01 tentang Rehibusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, Perda Nomaor é Tahun 1998 tentang Relribusi RPH,
dan SK Bupati Klaten Nomeor: 974/362/1999 tentang Juklak Perda

Retribusi RPH.

Komitmen DPRD dan eksekufif Kabupaten Klaten dalam
memajukan  pengelolaan  RPH  juga terlihat dari  usahanya
memperuangkan dana rehabilitasi bangunan RPH di Kabupaten
Klaten dari Pemerintah Pusat guna menaikkan tipe RPH. Meskipun
usaha ini belum mendapatkan tanggopon dari Pemerintah Pusat,
namun upaya ini terus dilakukan datam lima tahun terakhir dalam
wujud proposal yang disampaikan kepada Bapak Menter Pertanian di
Jakarta. Salah satu usaha yang lelah membuahkan hasil adalah
disetujuinya dana bantuan Rekonstruksi RPH sebesar Rp. 250.000.000.-
untuk tahun 2008 dan menurut rencana, dana dimaksud akan
digunakan untuk Rekonstruksi bangunan RPH di RPH rayon Cawas dan

RPH Rayon Kata.

Dukungan DPRD dan jajaran eksekutif di Kabupaten Klaten

dimaksud merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalom
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GADJAH MADA, etaksanaan mandate dalam pengelolaan RPH Kabupaten Klaten

dalam mencapai tujuan dan sasarannya guna meningkatkan PAD.

d) Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat kesehatan dan tingkat
pengetahuan yang tinggi
Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2005
sebanyak 1.286.034 jiwa yang terdin dari 340.091 kepadia keluarga (KK},
dengan komposisi penduduk laki-laki berjumiah 627.743 ]'iV\-IO dan
penduduk wanita berjumiah 658.291 jiwa. Sedangkan tingkat kenaikan
jumlah penduduk sebesar 0,33% dan tingkat kepadatan penduduk
sebesar 1.962 jiwa/km. Dengan jumlah penduduk yang besar dengan
fingkat pertumbuhan yang tinggi sangatiloh mempengaruhi tingkat

konsumsi daging oleh masyarakat.

Selain itu tingkat konsumsi daging dipasaran juga dipengaruhi
kualitas daging itu sendir. Berdasarkan kalimatl idiom bahwa ‘orang
yang pintar memilih yang benar'. maka berdasarkan tfingkat
pengetahuan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Klaten yang
sudah cukup tinggi sebagdmana terlihat dalam grafik Gambar 4.3
menyebabkan konsumsi daging ditujukan pada daging yang ASUH.
Karena daging yang asuh memiliki kandungan zat-zat gizi yang
diperlukan oleh fubuh manusia, antara lain: kalori, protein, lemak,

karbohidrai, kalsium. fosfor, besi, vit A, dan vitamin B1.

Dengan demikian. jumiah penduduk yang besar dengan

tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi ini merupakan suatu

136



S}rategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten
Klaten
WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADAS o yang yang layak untuk dipertimbangkan dalam mengidentifikasi isu

strategis di RPH Kabupaten Klaten.

e} Dukungan yang begitu besar dar kalangan stakeholders.

Dalam masa orba peran pemerintah dapat dikatakan atau
terkesan sangat superior. pemerintah selalu menjadi subyek dalam
sefiap  pelaksanaan  kegiatan  keperintahan  yang meliputi
pelaksanaan kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan
masyarakat maupun pelayanan masyarakai. Dan peran stakeholders
dalam hal ini masyarakat dan kalangan swasta hanyalah sekedar
obyek dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud. Hal ini tentu
saja menjadikan pemerintah sebagai penguasa tunggal dengan
outhority yang sangat besar, sehingga menyebabkan pelaksanaan
kegiatan sangatlah berat dan juga mengarah pada hal-hal yang

negafif.

Namun pada era reformasi dewasa ini pemerintah tidak 1agi
sebagai penguasa tunggal maupun  subyek dalam  setiap
pelaksancan kegiatan kepemerintahan dan  lebih  menunjukkan
perannya sebagai fasilitator, koordinator, dan dinamisator serta lebih
memfokuskan perannya pada pelaksanaan kegiatan pelayanan
masyarakat dengan memberikan peran serta vang lebih besar pada
kalangan stakehoiders maupun  swasta  dalam pelaksanaan
pembangunan mauvpun pemberdayaan masyarakat. Sehingga sudah
tidak ada lagi istilah subyek maupun obyek dalam pelaksanaon

kegiaton dan yang ada bahwa pelaksanaan kegiatan keperntahan

137



S}rategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten
Klaten
WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA, pembangunan merupakan tanggung jawab bersama  dari

seiuruh lapisan yang teribat,

Hal tersebut tentu merupckan peluang yang dapat
dimanfaatkan olenh RPH Kaobupaten Klaten dalam mengemban
tupoksinya untuk mewujudkan visi dan misinya. Dan juga mengingat
keterbatasan kapabilitas RPH Kabupaten sendiri sehingga beban
tugas dan tanggung jawab lebih ringan. Stakeholders yang tetlibat
dalom pengeloloan RPH di Kabupaten Klaten, meliputi: pora
pengusaha daging maupun para pemilik warung sate, kalangan

perguruan tinggi, dan LSM,
f) Kuatnya kontrol masyarakat,

Kontrol  masyarakat  terhadap  pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah terasa kian
menguat pasca reformasi beberapa tahun siam yang ditandai
maraknya gerakan demo dan pemberitaan  sumbang atas
keberhasilan pembangunan di berbogai daerah. Hal ini sebagai
wujud rasa ketidaokpuasan masyarakat kepada pemerintah atas
keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Yang semua itu
dijawab oleh pemerintah dengan meningkatkan kinerja melalui suatu
bentuk perfanggungjawatan pemerintah yang lebih dikenal dengan

istilah LAKIP {Laporan Accountabilitas Kinerja Instansi Permerintah).

Kuainya control masyarokat dalam pengelolaan RPH ditandai
dengan maragknya pemberitaan melalui berbagai media maso

mengenai isu seputar permasalahan kudlilas daging di pasaran. isu
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GADJAH MADYang sering mengemuka dalam pembetitaan media masa, meliputi:

penyakit rabies, penyakit mulut dan kuku, penyakit antraks, adanya
daging bangkai yang dipasarkan, adanya bahan pengawet dalam

daging. dan adanya daging gelonggong maupun daging oplosan,

Disamping itu ada kemungkinan juga bahwa daging
mengandung kontaminan atau tercemar oleh zat-zat yang dapat
menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, cemaran pada
daging meliputi; aflatoxin, salmonella entiridis, arcobacter, micyotoxin,
residu bahan kimia, residu antibiotic, dan logam berat. Sehingga
permasalahan  mengenahi  daging sama besarnya  dengan
permasalahan sembako yang menyebabkan semakin kuatnya control
masyarakat tethadap kualitas pengelolaan RPH datam menyediakan

daging vang berkualitas di masyarakat.

Kalau dicermati dengan seksama maka kuatnya contre! yang
dilokukan oleh masyarakat terhadap peredaran kualitas daging
dimasyarakat secara tidak langsung membantu salah satu lugas RPH
dalam melakukan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu kuatnya
control  masyarakal merupakan  suatu  peluang yang  harus
dimanfaatkan dalam mengemban tugasnya melakukan pengawasan
kualitas daging di masyarakat.

g} Perkembangan ilmu pengelahuan dan teknologi vang pesat
didukung oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang tinggi.

Perkembangan imu pengetahuan dan teknologi dewasa ini

demikian pesal, dan dengan digulirtkannya arus globdlisasi maka
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GADAHMADRemua  informasi mengenahi kemajuan dimaksud dapat diakses
demikian mudah dan cepat melaiui internet. Adopsi atau pemilihan
iimu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang tugas di
RPH Kabupaten Klaten sangat membantu dalam menjoga kualitas
daging di pasaran dan meningkatkan mobilitas akses peloydncn.
Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat dan didasari dengan
keilmuan yang sesuai maka adanya kontaminasi cdaging oleh hal-hal
yang tlidak diinginkan yang dapat menyebabkan berjangkitnya
penyakit hewan menular (PHM] maupun yang berbahaya bagi
kesehatan manusia {Zoonosis) dapat terdeteksi sedini mungkin

sehingga daging benar-benar sehat.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknolcgi pula maka akses
pelayanan dapat dilakukan dengan mobiiitas yang tinggi secara
efisien. Mengingat bahwa cakupan wilayah kerja dari masing-masing
rayon tersebar pada wilayah-wilayah kecamatan maka diperlukan
pula teknologi yang dapat memberikan mobilias tinggi dalam
pelaksanaan mandate yang diemban untuk melakukan pemeriksaan

dan pengawasan peredaran daging.

Pesatnya kemajuan teknologi ini akan sia-sta tanpa dukungan
sumberdaya manusia yang sesuai, dan dengan tingkat pengetahuan
(knowledge) yang memadai sebagaimana terlihat dalam grafik
gambar 4.3 maka pesalnya kemajuan iimu pengetahuan dan

teknoiogi merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan urtuk
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Klaten dalam mewujudkan visi dan misinya.
2) Analisis Ancaman

a) Perubahan SOT RPH Kabupaten Klaten.

Dengan diselenggarakannya otonomi  daerah  maka
pemerintah daerah kabupaten/Kota banyak menerima pelimpahan
kewenangan dari pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah puia
diharapkan daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan sendin
menuju  kemandirian daerah. Sebagai langkah awal dalam
menyukseskan penyelanggaraan otonomi daerah, maka sebagian
besar daerah Kabupaten/Kota mengadakan perubahan. Salah satu
perubahan dimaksud adaloh perubahan SOT  dalom  rangka

menyesuaikan dengan berbagai kewenangan yang dilimpahkan.

Dengan berbagai latar belakang perfimbangan yang berbeda
untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota, maka perubahan SOT
ini ada yang sifatnya merampingkan yaitu dengan menggabungkan
beberapa organisasi perangkat daerah menjadi satu  organisasi
maupun malah menambah organisasi perangkat daerah baru sesuai
kebutuhan daerah demi efisiensi dalam pelaksaonaan  tata
pemerintahan di daerah. Perubahan lain yang lazim terjadi dan
mengikuti perubahan SOT ini adalah pergantian pucuk pimpinan dan

rotasi pegawai.

Terkait dengan UPTD RPH Kabupaten Klaten yang termasuk
datam unsur pelaksana pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan

b4l
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Peternakan, Subdin Perikanan, Subdin Perkebunan, Subdin Kehutanan,
dan Subdin Pertanian Tanaman Pangan sebagalmana terdihatl dalam
Gambar 4.4, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dinas Pertanian
dan Ketchanan Pangan menjadi organisasi yang sangat besar.
Sehingga dalam merespon aspirasi masyakat maupun permasalahan
staf akan lambat untuk ditindaklanjuti oleh karena panjangnya struktur
organisasi. Hal ini tentu saja juga merupakan ancaman yang patut
dipertimbangkan dalam pengelolaan RPH Kabupaten Klaten.

b} PDRB perkapita yang rendah dengan distribusi penyebaran yang tidak
merata serta laju inflasi yang cukup tinggi
Pendaopatan perkapita Kabupaten Klaten tahun 2005 atas
dasar harga konstan tahun 1993 adalah sebesar Rp. 91.016.-/bulan
(PDRB/kapita Kabupaten Klaten Rp. 1.092.194.746 juta/tahun dengan ¥
penduduk pertengahan tahun 2005 sebanyak 1.279.487 jiwa). Tingkat
PORB yang rendah dengan distribusi penyebaran yang tidak merata
berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi sumberdaya yang ada
pada rmasing-masing  wilayah kecamatan. Umumnya pada
kecamatan-kecamatan yang maju dengan PDRB perkapita tinggi
masyarakatnya telah mampu memanfaatkan potensi sumberdaya
yang dimiliki sehingga mampu bersaing dan memiliki keunggulan

komparatif maupun keungguian kompetitif.

Sebagaimana terlihat pada tabel 4.6. dimuka bahwa enam

kecamatan di Kabupaten Klaten termasuk dalam kategori memiliki
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(11.14%), Delanggu (5.48%), Trucuk (8.32%)., Klaten Tengah (9,73%}.
Kloten Selatan [4.33%). dan kecamatan Klaten Utara (46,77%).
Kecamatan ceper dikenal sebagai senira industri cor logam,
kecamotan Trucuk sebagai sentra industi mebel kayu, serta
kecomatan Delanggu, Klaten Utara, Klaten Selatan, dan kecamatan
Klaten Tengah sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kabupaten

Klaten.

Sedangkan kalau dicermati pada sebaran potensi waijib
retribusi seperti terlihat pada lompiran 1 dapat disampaikan bahwa
sebagian besar pengusaha daging seakan-akan menyentra dan
berada di wilayah-wilayah kecamatan dengan PDRB perkapita tinggi.
Sehingga dapat disompaikan pula bahwa tingkat konsumsi daging
berbanding linier dengan pendapatan masyarakat. Masyarakat
dengan fingkat pendapatan tinggi mengkonsumsi daging lebih besar

dibandingkan dengan masyaraokat dengan pendapatan rendah.

Untuk indeks harga konsumen atau yang lebih dikenal dengan
inflasi menggambarkan perubahan harga berbagai jenis barang dan
jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum dan para pakar
berpendapat bahwa penentuan indeks harga konsumen dilakukan
untuk menjaga keseimbangan ontara produsen dan konsumen serta
angka ideal indeks harga konsumen adalah berkisar antara 5% sampai
dengan 7%. Besarnya indeks harga koensumen di Kabupaten Klaten

pada tahun 2005 adaloh sebesar 16.88%. Dengan tingaginya laju inflasi
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daging kolap atau gulung tikar. Dengan demikian PDRB perkapita dan
inflasi  merupakan suatu  ancaman  eksternol  yang  patut
dipertimbangkan dalam pengeélolaan RPH.
c) Tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Klaten masih lebih besar
dari fingkat nasicnal
Krisis ekonomi yang terjadi sepuluh tahun  silam  telah
membawa dampak berbagal pemmasalan multi dimensional dan
salah satunya adalah masalah social yaitu dengan meningkatnya
angka kemiskinan. Sebagai gambaran umum, jumiah keluarga miskin
di Kabupaten Klaten sebelum krisis {tahun 1997) sebesar 42.123 KK
(15,67%) dan pada tahun 2005 jumlah keluarga miskin meningkat
menjadi 74,648 KK (29.82 %), secara matematis prosentase ini lebih

basar dari tingkat nasional sebesar 18%.

Ada beberapa metode ataupun konsep dalam
pengklasifikasian criteria miskin di Indenesia, salah satunya adalah
dengan pendekatan berdasarkan peola pemenuhan hidup seharn-hari
sebagaimana vyang dilakukan oleh Unsfir.go.id. Berdasarkan hasil
penelitian (unsfir.or.id) seseorang dianggap berada di bawah gaiis
kemiskinan jika tidak punya sumber daya vyang cukup untuk
mengkonsumsi 2.100 kalor per hari dan juga untuk membeli barang-

barang peniing non-makanan seperti pakaian dan rumabh.

Di Indonesia tahun 2005 biaya kebutuhan makanan minimum

dasar diperkirakan sebesar Rp. 82.328 perbulan sedangkan barang-
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ditetapkan sebesar Rp. 111.285 per bulan. Sehingga dengan
mempertimbangkan besarnya pendapatan perkapita masyarakat
{gambar 4.4), kemampuan daya beli (gambar 4.3}, dan prosentase KK
miskin di Kabupaten Klaten maka pemenuhan kebutuhan makanan
pokoklah yang masih divtamakan dan daging belum masuk
perimbangan pemenuhan mengingat selain harganya mahal,
daging merupakan jenis makan lux dikalangan masyarakat. Hall ini
juga dapat dipertimbangkan sebagai suatu ancaman eksternal
dalam pengelolaan RPH Kabupaten Klaten.
d) Kesadaran pengusaha terhadap peraturan kualitas daging ASUH
masih rendah
wWajib relibusi di RPH Kabupaten Klaten pada umumnya
merupakan pelaku bisnis di bidang produksi daging hewan. Sehingga
orientast dari para pengusaha daging adalah pertimbangan komersial
yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besamya. Dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang
besar, para pengusaha ini seringkali melanggar peraturan yang adao
dan mengabaikan pentfingnya daging yang ASUH bagi kesehatan
masyarakat. Sehingga di pasar-pasar seringkali dijumpai adanya
daging bangkai maupun daging oplosan yang  dijual  untuk

mendapatkan keuntungan besar,

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tupoksi RPH khususniya
dalam melakukan pengowasan terhadap peredaran daging di

masyarakat dan pemungutan retribusi maka tingkat kesadaran dari
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tidak laongsung merupakan penolakan terhadap pungutan retibusi
dan mengedarkan daging yang dapat menyebabkan gangguna
kesehatan kepada masyarakat. Dengan dermikian, kesadaran dari
para pengusaha daging yang ASUH patut dipertimbangkan sebagai

suatu ancaman dalam pelaksanaan tupoksi di RPH Kabupaten Klaten.
e} Keberadaan RPH lain dengan fipe dan kualitas pelayanan lebih baik

Retribusi RPH temmasuk retribusi jasa usaha yaitu jasa yong
disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat disediakan pula oleh sector swasta, Sehingga
sifat dari jasa layanan ini adalah kolektif dan bukan monopoli dari
pemerintah  saja. Swasta maupun Pemda lain  juga  memiliki
kasempatan  uniuk  menyediakan jasa  pelayanan di  bidang

pemotongan hewan dan bersaing secara kompetitif yang sehat,

Sehingga masyarakat dalam hal ini pengusaha daging memiliki
alternative pilihan dalam melakukan proses produksi daging. Berkaitan
dengan jasa pelayanan maka para pengusaha daging sebagian
besar menentukan piihannya pada penyedia jasa yang dapat
memberkan rasa kepuasan, baik dar sisi kwalitas  pelayanan,
kenyamanan, maupun prosedur administrasi dan biaya dari jasa yang

telah diberikan.

Keberadaan RPH lain dalam hal pemberian jasa yang sama.
dapat dipandang sebagai suatu ancaman bagi keberlangsungan

pengelolaan RPH di Kabupaten Klaten. Untuk itu periv memberikan
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dan pencipta kiim yang kondusif baik didalam organisasi maupun
diluar organisasi untuk menjoga kelangsungan hubungan  keijo
dengan para pengusaha daging atau pelanggan.
3) Analisis Kekuatan
a) Visi, Misi, dan Mandat organisasi telah dirumuskan dengan jelas
sebagai pegangan dalam pengelolaan RPH '

Secara sederhana dapat disampaikan bahwa Visi merupakan
suatu gambaran organisasi masa depan yang ingin dicapai oleh RPH
Kabupaten Klaten dan misi adatah rumusan umum mengenai upaya-
upaya vyang akan dilaksanakan  untuk  mewujudkan  visinya.
Sedangkan mandate adalah tugas pokok dan fungsi yang diemban
oleh RPH Kabupaten Klaten dalam melaksanakan misinya guna

mencapai visi yang telah ditetapkan.

Dengan telah ditetapkannya visi, misi, dan mandate di RPH
Kabupaten Klaten maka akan sangat mendukung kelancaran dalom
pengelolaan RPH Kabupaten Klaten, karena telah memiliki arah yang
jelas mengenahi gambaran RPH Kabupaten Klaten di masa depan.

b) Penerapan system jemput bola dalom pengawasan dan penarikan
retfribusi

Sistem jemput bola merupakan suatu  layanan  yang
diloksanakan oleh RPH Kabupaten Klaten dengan cara keliling dan
secara langsung mendatangi wajib retribusi atau pengusaha daging

dari rumah ke rumah. Tata letak maisng-masing rayon RPH dan

147



S}rategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten
Klaten
WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADIAH MADdabaran keberadaan wajib refribusi maupun RPH swasta menuntut

dilaksanakannya system pelayanan ini, untuk tetap menjaga kualitas
daging dan mengejar target retrbusi. Tarif yang dipungut petugas
meliputi josa pelayanan yang diberikan yaitu jasa pemerksaan

antemortem dan jasa pemeriksaan postimortem serta administrasi.

Sistem ini diterapkan selain untuk tetap menjaga kualitas
daging di pasaran dan pencapaian target retribusi juga untuk tetap
menjaga jalinan kerjasama yang saling menguntungkan antara RPH
dengan para pengusaha daging. Satu sisi para pengusaha akan
aman karena dagingnya ASUH dan dilgin pihak RPH dibantu dalam
pelaksanaan mandate yang diembannya. Sehingga tercipta
nubungan simbiosa mutualisma yang saling menguntungkan. Sistem ini

merupakan kekuatan RPH yang harus digertahankan.
c) Pelaksanaan program Kesmavet

Program  Kesmavel (Kesehatan Masyarakat Veteriner)
merupakan suatu program yang ditujukan untuk menjaga mutu atau
kesehatan bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya serta
ditujukan untuk membina dan menertibkan usaha penyediaan bahan
makanan asal hewan guna mencegah terjadinya pemalsuan
terhadap bahan makanan asal hewan. Program kesmavet dilandasi
dengan dasar hukurm yang kuat yaitu Undang-undang Nomor 04
Tahun 1967 tentang Keilentuan Pokok Kesehatan Hewan dan PP

Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat vVeteriner.
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maka secara langsung membantu pelaksanaan tupoksi di RPH,
sehingga pelaksanaan Program Kesmavet merupakan suatu kekuatan
dalam mendukung kegiatan pengawasan kualitas daging dan bahan
olahan asal daging di lapangan dengan dasar hukum yang kuat.
d) Pelaksanaan perencanaan pardtisipatif dan koordinasi rutin setiap

bulan

Dalam perencanaan program kegiatan maupun penetapan
target RPH Kabupaten Klaten dilaksanakan secara partisipatif dengan
melibatkan segenap stakeholder yang bterkepentingan. Dan untuk
ditetapkan menjadi kegiatan yang dikuatkan dengan Perda, maka
suatu wusulan harus mendapatkan legitimasi dari DPRD. Dengan
pelaksanaan perencaan parfisipatif persetujuan mudah diberikan
karena notabene yang menyusun masyarakatnya sendiri yang diwakili
dalam hal ini para pengusaha daging dan stakeholders tainnya. Hal
yang sama juga berlaku dalam pemberian pertanggungijawan pada
sefiap akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sehingga pelaksanaan
partisipatit  merupakan kekuatan yang dapat dimantaatkan RPH
Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tupoksi dan pencapaian visi
misinya.

Begitu juga untuk peloksanaan koordinasi, melalui koordinasi
dopat diidentifikasi  sefiop permasalahan  datam  pelaksanan
tupoksinya di lapangan. Dengan koordinast juga dapat diketahui

pencapaian target retribusi di masing-masing rayon RPH sehingga
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keberdangsungannya.
e} Besamya alokast anggaran dari Pemda.

Ketersediaoan anggaran merupakan salah satu faktor penting
dalam suatu organisasi, agar seluruh program kegiatan yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan.  Dukungan  anggaran  yang
dialckasikkan pada RPH  Kabupaten Klaten merupakan  fakior
pendukung dalam pengelolaan di bidang pemotongan hewan dan
pengawasan peredaran kudlitas daging di masyarakat agar daging

yvang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar ASUH.

Meskipun sebenarnya jenis pelayanan pemotongan hewan
sendiri fermasuk dalam jasa layanan usaha yang komersial, akan
tetapi Pemda masih mengalokasikan dang unfuk mendukung
xelancaran pelaksanaan tupoksi di RPH Kabupaten Klaten, Sehingga
besarnya alokasi dana ini merupakan salah satu kekuatan yang harus
dimanfaatkan seefisien mungkin dalam  menunjang  kelancaran

pelaksanaan mandate yang diemban.
f} Besarmya potensi penetrimaan retribusi RPH yang ada.

Penetapan target refribust berdasarkan data historic dari tahun
ke tahun pada umumnya tidak dapat menggambarkan hasil seperti
yang diinginkan, karena hanya didasarkan pada penghitungan
matematis saja. Oleh karena ity dalam penetapan target retribusi

seyogyanya ditetapkan berdasarkan potensi yang ada dilapangan.
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penerimaan retribusi RPH Kabupaten Klaten menggambarkan jumlah
pemotongan hewan yang dilaksanakan oleh para pengusaha daging
hewan selama satu tahun dikalikan dengan farif retribusi sesuai yang
tertera dalam tabel 4.3. Para pengusaha daging hewan merupakan
wqjib retribusi yang terdid dari para pengusaha daging sapi dan

pengusaha warung sate kambing di Kabupaten Klaten.

Dengan mencemati hasil perhilungan potensi retribusi RPH di
Kabupalen Klaten pada tahun 2007 sebagaimana ferlihat dalam
lampiran 1 yaitu didapatkan hasil sebesar Rp. 102.495.000 maka tentu
saja hal ini merupakan suatu kekualan yong dapat dioptimalkan
dalam mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2007 yvaitu
sebesor Rp. 84,795.000.

g} Adanya pendelegasian wewenang kepada kepala rayon EPH akan
meningkatkan penerimaan retribusi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan
RPH di Kabupaten Kiaten dibagi menjadi empat rayon RPH, yaitu: RPH
Kota, RPH Delanggu. RPH Pedan. dan RPH Cawas. Masing-masing
rayon RPH dipegang oleh Kepala Rayon melalui SK penunjukan dan
Kepala Dinas, sehingga Kepala Rayon menerima pendelegasian
kewenangan dar Kepala UPTD RPH dalam hal pengawdsan
peredaran daging dan pemungutan retribusi di wilayah kerja masing-

masing.
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kewenangan untuk melaksanakan pengawasan peredaran daging di
pasaran dan pemungutan retribusi maka sangat mendukung
ketancaran pelaksanaan tupoksi di RPH. Rentang kendal jarak
semakin  lebin dekat dengan para pengusaha daging dan
permasalahan yang ada ditapangan dapat segera diidentifikasi sedini
mungkin. Can dengan adanya kepercayaan tanggung jawab yang
diberikan kepada masing-masing Kepala Rayon RPH  lebih
bersemangat dalam meloksanakan tugas di wilayah rayonnya
masing-masing.
4) Analisis Kelemahan
a) Terbatasnya SDM yang berkualitas dan jumlahnya juga belum
memadai dibandingkan dengan mandar yang aemos:.

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia {SDM) memiliki
peranan sentral dalam mencapai  keberhasian  tujuan  dan
sasarannyd. Sumberdaoya manusia merupakan dinamisator atau moter
penggerak crganisasi yang beriindak sebagai pelaksana tugas pokok
dan fungsi yang harus dijalankan. Sehingga untuk dapat mencapai
tujuan dan sasaran arganisasi dibutuhkan SOM yang berkualitas dalam
jumlah memadai sesuail bidang tugas yang diemban. Kualitas SDM
dapat dilihat dari skill. knowledge, otaupun aftitude yang dimiliki
pegawai. untuk RPH diharapkan memiliki kemampuan dalam

melakukan pemeriksaan hewan dan pemeriksaan daging. Sedangkan
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cakupan wilayah kerja.

Berdasarkan kondisi  lingkungan internal  diketahui  RPH
Kabupaten Klaten memiliki kerterbatasan kemampuan sumberdaya
manusia baik kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas masih
memiliki keterbatasan SDM yang memiliki kudiifikasi di bidaong kir
master, untuk melakukan pemeriksaan antemortiem dan pemeriksaan
postmoriem yang dapat mengakibatkan meningkatnya

permasalahan kualitas daging di pasaran.

Sedangkan dart segi jumiah, RPH Kabupaten Klaten
dihadapkan pada jumlah pegawal yang sangat sedikit jika
dibandingkan ruang lingkup permasalahan tugas dan cakupan
wilayah vntuk tiap-tiap rayon. Akibatnya RPH Kabupaien Klaten tidak
dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara keseluruhan

terhadap peredaran daging di masyarakat,
b) Terbatasnya sarana dan prasarana di RPH.

Sarana dan prasarana tergolong penting dalam pelaksanaan
aktivitas suatu organisasi. Sarana dan prasarana disini mencakup
semua peralatan  yang dipergunakan  untuk  memperancar
pelaksanaan tupoksi yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan
dan sasoran yang ditetapkan. Sarana dan prasarana  yang
dipergunakan dalam pengelolaan RFH di Kabupaten Klaten, meliputi:
bangunan kantor. bangunan RPH, peralatan perkantoran. alat

komunikasi, maupun fransportasi {mobil dan motor).
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Kabupaten Klaten memiliki keterbatasan sarana don prasarana.
Keterbatasan disini dilihat dan jumlahnya karena fidak sebanding
dengan volume tupoksi yang diembon don pegowai yang
menggunakan, terutama sekali sarana fransporiasi. Sehingga secara
keseluruhan keterbatasan sarana dan prasarana keria ini cukup
menghambat pelaksanaan tupoksi di RPH Kabupdaten Kiaten dalam

melakukan pengawasan terhadap kualitas daging di lapangan.

Selain itu mengenahi bangunan RPH di masing-masing rayon
yang semuanya belum memilki tipe dan belum dilengkapi adanya
sarano  laboratorium  uji  kualitos daging. Sehingga  kalau ada
permasalahan terkait dengan penyakit hewan maupun kuaglitas
daging mesti harus ke Fakultas Peternakan untuk dilaksanakan uji lab.
Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat bagi

pelaksanaan mandate di RPH.
c) Budaya paternalistic dan money oriented

Budaya organisasi menunjukkan odanya kecenderungan
periloku dari para pegawainya atau anggota organisasi yang
bersangkutan. Yang mana perilaku dari para pegawai ada bersifat
positif maupun negative. Bersifat positif apabila perilaku dari para
pegawainya mendukung keberhasilan pelaksanaan tupoksi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasarannya demikian sebaliknya untuk
budoya yang negative okan menghambat pencapaian visi misi

organisasi. Ada tiga tipe budaya organisasi yang cukup menonjol
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budaya paternalistic, dan budaya KKN.

Berdasarkan analisis lingkungan intemal diketahui bahwa dalom
pengelolaan RPH didapati dua budaya vang bersifat negative yaitu
budaya paternalistic dan money oriented. Budaya ini gkan
menghambat pelaksanaan tupoksi di RPH karena budaya paternalistik
kurang berpihak pada pelanggan dan hanya menaruh loyalitas pada
pimpinan atau lazim disebul dengan istilah Asal Bapak Senang {ABS).
Sedangkan budaya KKN atau money oriented mengakibatkan
inefisien pendanaan, pelayanan yang diberikan bersifat subyektif, dan
banyak pelanggan dirugikan karena pegawainya mau bekerja kalau

ada vangnya.
d) Pendataan wajb retmbusi belum dilakukan sesuai potensi yang ada

Data sangatlah mahal tetapi lebih mahal apabila penetapan
target retribusi fanpa dukungan data yang lengkap dan realistis
sehingga tidak dapat menggambarkan potensi penerimaan retribusi
RPH yang sebenarnya. Data disini dimaksudkan sebagai keterangan
obyektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif maupun
kualitatif yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari
yang sudah terkumpul dalom bentuk cetakan atau perangkat
penvimpan lainnya. Untuk itu pendataan atau up-grade data
mengenahi potensi wajib retribusi RPH perlu dikedepankan sehingga
meskipun target refribusi berkaitan dengan masa depan namun

dengan dukungan data yang berkualitas (realistis dan lengkap} maka
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ada.

Berdasarkan lampiran 2 dapat disompaiakan bahwa
pendataan wajib retribusi belum menggambarkan potensi yang ada,
baik untuk jumiah wajib retribusi maupun jumiah hewan yang
dipotong. Sehingga pendataan ini memepengaruhi hasil penerimaan
retribusi daon belum menggambarkan potensi dari wajib retribusi yang
ada. Secara tidak langsung akan menghambat pencapaion target
retribusi RPH dan secara tidak langsung akan mempengaruahi kualitas
daging di pasaran serfa pencapaian tujuan don sasaran RPH

Kabupcaten Klaten.
e) Kinera organisasi relative masih rendah

Kinefja RPH menggambarkan tingkat pencapaian hasil kerja
RPH Kabupaten Klaten terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Hasil kerja di RPH tidak hanya divkur dengon melihat laporan AKIP
yang terkesan sekedar menunjukkan tingkat penyerapan dana yang
telah dialokasikan namun diukur dengan melihat fingkat produktifitas
{tfrend. efisiensi, efekiifitas) pencapaian penerimaan retribus,
resposivitas, responsibiliias, dan akuntabilitas yang disesuaikan dengan
aspirasi pelanggan, nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, serta
disesuagikan dengan penerapan prinsip-prinsip administrasi

pemerintahan.

Berdasarkan  analisis  internal  perhitungan  produktiitas

sebagaimana tersqji dalam tabel 4.11 dan tabel 4.12 serta tabel 4.13
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pemotongan di RPH dan di luar RPH, maka secara keseluruhan dapat
diketahui bahwa kinerjanya masih rendah dan tingkat kepercayaan
kepada RPH juga menurun, Sehingga secara keseluruhan keadaan
yang demikian akan menghambat pencaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan di RPH Kabupaten Klaten. Karena realisasi
penerimoan retfribusi belum dapat mencapai target yang ditetapkan
dengan suatu frend yang menurun dan secara tidak langsung
pelaksanaan pemeriksaan daging juga belum optimal.
f) Penegakan pemberian sanksi hukum belum dilaksanakan sesuai
peraturan yang ada
Peraturan merupakan suatu system dalam organisasi yang
sifatnya mengikat dan harus ditaati serta dilaksanakan bersama oleh
semua pthak yang berkepentingan untuk mendukung pencapaian
tujucn dan sasaran organisasi. Beberapa paraturan pokok dalam
pengelolaan RPH Kabupaten Klaten., antara lain: Peraturan tentang
Kesehatan Hewan. Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syarat-syarat
RPH. Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging dan peraturan
tentang Reftribusi RPH beserla juklaknya serta peraturan mengenahi

Pemakaian Aset Daerah.

Sermmua perafuran  dimaksud  harus  dilaksanakan  untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan  tupoksi  dan  suksesnya
pencapaian visi dan misi RPH. Bagi pengusaha daging ataupun
petugas yang melanggar peraturan yang ada selayaknya diberikan

sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk retibusi
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retribusi untuk memenuhi kuwajibannya atas jasa pelayanan yang
diberikan maupun inefisiensi atau kebocoran dana di lapangan. Hat ini
merupakan kelemahan organisasi yang disebabkan cleh lemahnya
pemberdakuan pemberian sanksi sehingga dapat mengganggu
kelancaran pelaksanaan tupocksi di RPH Kabupaten Klaten.
g} SOT yang baru belum dikuti dengan Perda tentang Refribusi RPHryong
disempurnakan dan Jukiak masih berdasarkan SK Bupati lama
Euforia  otonomi  daerah telah  ditanggapi secarg
beranekcragam oleh fiap-tiop daerah kabupaten/kota dalam
menerma pelimpahan kewenangan dari pemerinfah pusat. Namun
satu hal yong pasti telah dilaksanakan oleh sebagion besar daerah
kabupaten/kota adalah adanya perubahan SOT, untuk menyesuaikan

atas kewenangan yang telah diimpahkan podae daerah.

Ada daerah kabupaten/kota yang menambgah  jumlah
organisasinya sebalknya ada pula daerah yang merampingkan
organisasi perangkat daerahnya dengan jalan menggabungkan
beberapa organisasi perangkat daerah menjadi satu  organisasi
perangkatl daerah maupun merampingkan bidang ataupun pada
level seksi. Untuk mencapai fujuan menuju kemandirian daerah,
peningkatan kinerja organisasi, dan efisiensi pendanaan, mengingat
untuk menyelengarakan pemerintahan sendiri menuju kemandirian

dibutuhkan dukungan dana yang besar.
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Kiaten saat ini RPH Kabupaten Klaten berada di Dinas Perfanian dan
Ketahanan Pangan sebelumnya berada di Dinas Petemakan.
Sedangkan menurut Perda tentang Retribusi RPH, petugas pemungut
retribusi adalah Dinas petemakan. Hai ini akan mengganggu
pelaksanaan tupcksi di RPH dalam mencapai misi dan misinya karena
Perda dan SK Bupati yang lama belum disempurnakan dan masih

berlaku sampai saat ini.

h) Intensitas pengawasan daging di lapangan masih rendah.

Sesudi dengan salah satu penjabaran dari tupoksi RPH
Kabupaten Kiaten adalah melaksanakan pengawasan terhadap
peredaran daging di masyarakat agar daging vang dikonsumsi
masyarakat berkualitas dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan
masyarakat. Sehingga masyarakat akan mendapatkan ketentraman
bathin dalam mengkonsumsi daging maupun makanan olahan asai
hewan dan pengusaha daging juga terhindar dari kerugian karena

dagingnya berkualitas.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa lemahnya
pengawasan di lapangan akan menghambat pencapaian tujuan dan
sasaran RPH khususnya vyaitu peningkatan penerimaan retribusi dan
penjagaan terhadap kualitas daging di pasaran. Karena pengcwasan
kualitas daging sekaligus juga berarti pemeriksaan kualitas daging dan
secara tidak langsung akan memberikan retribusi atas jasa pelayanan

yang diberikan.
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Setelah dilakukan analisis terhadap masing-masing factor lingkungan
strategis yang meliputi: analisis peluang, ancaman, kekuatan, dan analisis
kelemahan. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi isu-
isu sirategis yang dihadapi RPH Kabupaten Klaten yaitu dengan cara
menarnk benang merah diantara masing-masing factor lingkungan internal
dan eksternal untuk menemukan perpaduan antara fc:ktor-fc:ktvor lingkungan
internal dengan factor-faktor lingkungan ekternal organisasi sehingga

dihasilkan suatu keputusan strategi berupa isu-isu strategi.

Tahapan identifikasi isu strategis merupakan tahapan paling penting
dari proses mangjemen sirategis karena kesalahan dalam menetopkan isu
strategis berarti kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan untuk
menentukan strategi yang tepat dalam mewujudkan miisi dan visi yang telah
ditetapkan. Hasil analisis Isu-isu strategis strategis di RPH Kabupaten Klaten

dengan mempergunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut:
1. Isu Strategis SO (Strenghts-Opportunities)

Isu strategis 5-O muncul untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiiiki oleh

RPH Kabupaten Klaten dalam meraih peluang eksternal yang ada, yaitu:

a) Bagaoimana menyempurnakan peraturan di bidang pemotongaon

hewan?
Ilsu menyempumakan peraturan di bidang pemotongon hewan
dimaksudkan untuk memanfaatkan beberapa peluang yang ada saat

ini dengan diberdakukannya kebijakan otonomi daerah  yang
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) kemudian  diikuti adanya pelimpahan kewenongan dalam

pengelolaan paojak  doerah  dan  retribusi  doeroh  dengaon
dikeluarkannya UU Nomor 34 Tahun 2000 sebagai penyempurnaan dari
UU Nomor 18 Tahun 1997. Hal ini juga mendapatkan dukungan DPRD
dan pihak eksekutif Kabupaten Klaten dengan dikeluarkannya Perda
mengenahi perubahan $SOT di lingkungan Pemda Kabupaten Klaten
vang dikuti dengan penjabaran tupoksinya yang ditetapkan dengan

Surat Keputusan (SK) Bupati.

Disamping itu isu strategis tersebut juga ditujukan untuk
memaksimalkan kekuatan RPH Kabupaten Klaten berupa besarnya
potensi penerimaan retribusi RPH di Kabupaten Klaten. Isu strategi ini
perly ditindaklanjuti untuk menghindari overlapping kewenangan antar
lemmbaga dalam pemungutan retribusi knususnya antara RPH dengan
Subdin Petemakan. mengingat SOT yang baru RPH berada di Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten. Sedangkan
dalam Perda tentang retribusi rumah potong hewan dan SK Bupati
vang masih berdlaku mengenahi juklak mengenahi retribusi rumah
potong hewan dijelaskan bahwa petugas pemungut retribusi ini
adalah Dinas Peternakan Kabupaten Dati Il Klagten. Selain itu untuk
rmelakukan perubahan tariff retribusi sesuai dengan perubahan

fingkungan strategis saat ini.

Dengan melakukan perbaikan system dengan penyempurnaan
peraturon daerah mengenahi retibusi rumah  petong hewan

diharapkon para petugas memiliki dasar pegangan atas kewenangan
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konsumen dalam hal Ini pengusaha daging tidak mengalami
kebingungan dalam membayar refribusi. Hal ini secara tidak langsung

akan meningkatkan penerimaan retribusi dari RFH.
b) Bagaimana meningkatkan jalinan kerjasama dengan stakeholders?

Isu meningkatkan jaiinan kerjasama dengan stakeholders terkait
dimaksudkan untuk memantfaatkan peluang berupa pesatnya
kemajuan iimu pengetahuan dan teknologi, jumlah penduduk yang
besar dengaon fingkat pengetachuon dan kesehatan tinggi, dan
implementasi kebijakan otonomi daerah yang didukung oleh besarnya
peran serta stakeholders serta kuatnya kontrol masyarakat dalam
setiop pelaksanaan kegiatan. Disamping itu juga ditujukan untuk
memperiancar pelaksanaan misi dan mandat corganisasi  sesuai
dengan prinsip-prinsip administrasi yang telah dilaksanakan di RPH

Kabupaien Klaten.

Isu strategis dimaksud didosari  suatuy asumsi adanya
keterbatasan kapasitas di UPTD RPH Kabupaten Klaten dalam
pengelolaan penerimaan retribusi rumah potong hewan. Disamping itu
juga bahwa di era otonomi daerah dewasa ini peran serfa
stakeholders dalam pelaksanaan kegiatan lebih besar dan kuatnya

conirol masyarakat serta pesatnya perubahan teknologi.

Resiko yang mungkin sekali akan dihadapi apabila isu ini tidak
diatasi adalah terjadinya miskomunikasi dan  misunderstanding

diantare siahorders yang teribat sehingga beban pelaksanaan tupcksi
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2.

oleh karena kurangnya koordinasi dan kerjasama antara stakeholders
yang ferfibat. Hal ini menyebabkan lambatnya organisasi dalam
merespon aspirasi yang ada sehingga misi dan mandate yang
diemban tidak dapat dilaksanakan secara maksimal yang secara tidak

langsung mempengaruhi pencapaian visi organisasi.
tsu Strategis WO (Weaknesses-Opportunifies)

Isu strategis W-O muncul untuk menanggulangi kelemahan yang dimiliki
oleh RPH Kabupaten Klaten dengan memanfaatkan peluang eksternal

yang ada, antara lain:

a) Bagaimana meningkatkan kermampuan SDM  di RPH Kabupaten

Klatent?

Isu meningkatkan kualitas dan kuantitas SOM dimaksudkan untuk
menanggulangt  beberapa  kelemahan organisasi, antara  lain:
terbatasnya  kualtas dan jumlah SDM. berkembangnva budaya
paterndlistic dan money oriented, pendataan wajib retribusi, intensitas
pengawasan peredaran daging belum sesuai dengan vyang
diharapkan dengan memanfaatkan peluang yang ada, yaitu:
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolegi. dukungan
peran aktif kalangan stake holders, serta kuatnya cantrol masyarakat

dalam pengelolaan RPH.

Isu ini berdasarkan asumsi bahwa SDM merupakan motor
penggerak dalam setiap pelaksanaan  kegiatan dalom  suatu

organisasi. Sehingga peru ditingkatkan kualitasnya agar organisasi
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strategis. Pesatnya perkembangan teknologi dan canggihnya

peralatan akan sia-sia tanpa didukung oleh SDM yang berkualitas.

Resiko yang rmungkin sekali timbul apabila isu ini tidak diatasi
adalah pengelolaan RPH tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan
menurunnya kudlitas pelayanan sehingga upaya meningkatkan
penerimaan refribusi  sulit  tercapai. Dalam  jangka panjang

pelaksanaan misi dan mandate menjadi kurang terarah.
b) Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan di RPH?

Isu meningkatkan kualitas pelayanan dimaksudkan  untuk
mengeliminasi beberapa kelemahan organisasi yang berupa
rendahnya kinerja organisgsi yang disebabkan oleh lemahnya
intensitas pengawasan, pendataan wajib refribusi yang belum
menceminkan potensi, lemahnya penegakan  hukum, dan
merebaknya budaya negative dalam organisasi. Disamping tu unfuk
menjawab semackin kuatnya control masyarakat yang teraktualisas

melalui berbagai isu seputar daging dan kualitas pelayanan.

Asumsi yang melandasi isu ini adalah bahwa kualitas pelayanan
secara linier meningkatkan kinerja RPH. Yang ditandai meningkatnya
penerimaan retribusi dan meningkatkan kualitas daging yang beredar
di pasaran. Sehingga perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dengan tetap mengedepankan terjaganya mutu  daging di
pasaranan sekaligus untuk merubah image bahwa RPH tidak sekedar
memungut refribusi saja. Hal int juga untuk Mmenjawab tuntutan aspirasi

masyarakat dewasa ini dan memperkuat daya saina organisasi.
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adalah menurunnya jumlah wajib retribusi. Banyak wajib retribusi yang
mencar RPH altemative dengan kualitas pelayanan lebih baik,
sehingga mutu daging tetap terjoga dan iaku dipasaran. Hai ini tentu
saja akan mempengarvhi pelaksanaan mandate yang diemban

dalam pencapaian tujuan organisasi.
c) Bagaimana memperbaiki kultur budaya organisasi negative?

Ilsu memperbaiki kultur budaya organisasi yang negatif
dimaksudkan untuk mereduksi kultur budaya peternalistik dan money
oriented yang berkembang dengan memanfaatkan peluang dari
dukungan  kalangan DPRD dan  jajaran  eksekutif  dalam
mengoptimalkan penerdmaan PAD. dukungan stakeholders seria
memanfaatkan pesatnya kemajuan teknologi. Dan juga oleh karena
semakin menguatnya control dari masyarakat terhadap pelaksanaan
mandate organisasi yang diemban. Sehingga perlu dikembangkan
suatu budaya yang beocrientasi pada kinerja sebagai salah satu

perwujudan dari akuntabilitas public di RPH Kabupaten Kiaten.

Asumsi yang melandasi isu ini adalah visi dan misi organisasi
tidak dapat terwujud dalam lingkungan keria yang tidak kondusif.
Lingkungan kerja yang tidak kondusif terbentuk cleh karena pengarch
budayce negative yang ada di lingkungan organisasi. Hal ini
menyebabkan tumbuh dan berkembangnya suatu sikap yang kurang
kreatif. inovatif, responsive. serta hanya berorientasi pada uang dan

loyal pada atasan yang harus divbah menjadi budaya profesionalisme
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memanfaatkan dukungan stakeholders dan pimpinan,

Resiko yang dihadapi apabila isu ini fidak diatasi menyebabkan
inefisiensi penerimaan refribusl, fidak adanya tercbosan -terobosan
dalom pelaksanaan mandate organisasi, dan kinerja organisasi
mengalami penurunan sehingga pencapdian visi dan misi jauh dari

harapan.
3. Isu Strategis ST (Strenghis-Treats)

lsu strategis S-T muncul untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki oleh
| RPH Kabupaten Klaten guna menghindar ancaman eksternal yang

dihadapi, antara lain:

a) Bagaimang meningkatkan kesadaran para pengusaha daging dan

konsumen pada pentingnya daging yang asuh¢

Isu menumbuhkan kesadaran para pengusaha daging dan
konsumen pada pentingnyd daging yang asuh dimaksudkan untuk
mengoptimalkan  kekuatan yang dimiliki RPH, berupa: besarmnya
penerimaan retribusi RPH. pelaksanaan program Kesmavet, dan
dukungan alokasi dari Pemda dalam menghindan penolakan dari
wajitb refribusi dalam memenuhi kuwajibanya oleh karena tingkat

kesadaran pada pentingnya daging yang asuh masih rendah.

Isu ini didasar suatu asumsi bahwa kesadaran dar para
pengusaha daging dan keonsumen pada pentingnya daging yang
ASUH mendukung tercapainya tujuan petaksanaan rogram kesmavet.

Program Kesmavet merupakan penjabaran pokok dari tugas yang

| 664
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ketenframan bathin dalam mengkonsumsi daging, pihak pengusaha
terhindar dari kerugian karena dagingnya ASUH dan meningkatnya

penerimaan retibusi RPH.

Resiko yang mungkin dihadapi apabila isu ini tidak diotasi
adalah konsumen fidak akan merasa tenfram dalam mengkonsumsi
daging oleh karena kualitas daging rendah yang secara tfidok
langsung menyebabtkan berkurangnya penerimaan retribusi RPH dan

mengganggu pelaksanaan mandat RPH.

b) Bagaimana memperbaiki mekanismme dan  prosedur  administrasi

pungutan retribusi2

lsu memperbaikt mekanisme dan prosedur administrasi retribusi
RPH dimaksudkan untuk mengamankan penerimaan retribusi sesuai
dengan potensi yang ada dan mengoptimalkan wewenang yang
dimiliki oleh masing-masing rayon dalam suatu kerangka prosedur kerja
yang telah baku wuntuk menumbuhkan kesadaran kepada wadijb
retribusi dalam memenuhi kuwdgjiban membayar retribusi sekaligus

menjaga peredaran kualitas daging di masyarakat .

Asumsi yang melandasi isu ini adalah bahwa mekanisme dan
prosedur administrasi yang balk dapat meningkatkan penerimaan
retribusi RPH. Mekanisme dan prosedur administrasi pungutan retribusi
menunjukkan fata cara dan  tata  urutan administrasi - dalam

pemunguian retribusi dari petugas pungut sampai dengan kas daerah.
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Resiko yang mungkin dihadapi apabila isu ini tidak diatasi
mengakibatkan realisasi penerimaan relribusi tidak menceminkan
potensi yang ada oleh karena terjadinya kebocoran pada tfiap

tahapan pengelclaan administrasi.
Isu Strategis WT {(Weaknesses- Treals)

Isu strategis W-T muncul untuk _meminimqlkon kelemahan yang ada dan

menghindar ancaman yang dihodapi oleh RPH Kabupaten Klaten, yaitu:

a) Bangaimana meningkatkan sarana dan prasarana di RPH Kabupaten

Klaten?

lsu meningkatkan sarana dan prasarana di RPH Kabupaten
Klaten dimaksudkan untuk meminimalkan kelemahan yang berupa:
terbatasnya sorana don prasarana di RPH, kelemahan dibidang
pendataan waijib retribusi. hasil kerjo organisasi, dan tingkat intensitas
pengawasan dilapangan yang miasih rendah. Disamping ity isu ini
berusaha untuk meningkatkan daya saing RPH Kabupalen Kiaten

dalam menghadapi ancaman dari RPH lainnya.

Asumsi yang mendasari isu dimaksud adaloh bahwa hasil kerja
atau kinerja organisasi yang baik peru dukungan  fasilitas serta sarana
dan prasarana yang memadai  baik yang berada di UPTD RPH
Kabupaten maupun di masing-masing rayon RPH. Hal ini seyogyanya
periu untuk dilaksanakan mengingat funtutan mandat yang diemban
RPH dan cakupan luas wilayah kerja di masing-masing rayon RPH

Kabupaten Klaten.

| (3%
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adalah kalah dalam menghadapi persaingan dengan RPH lainnya
mengingat RPH iainnya sudah selangkah lebih maju oleh dukungan
sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini juga mengakibatkan
intensitas pengawasan lebih ketat oleh karena mobilitas yang tinggi,
dan pemeriksaan kesehatan daging dapat dilakukan lebih efisien yang
secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pelayananan dan

meningkatkan penerimaan retribusi RPH.
b] Bagaimana menegakan pemberian sanksi sesuqi peraturan®

lsu  mewujudkan supremasi  hukum  dimaksudkan  untuk
menegakkan supremasi hukum dalam pengelolaan RPH baik ditujukan
kepada wajib retribusi maupun petugas di RPH. Mengingat bahwa
fingkat pemahaman waqjib refribusi terhadap peraturan yang ada
relative masith rendah, yang mengakibatkan penoclakan dalam
memenuhi kuwajibannya dalam membayar retribusi dan menyediakan
daging yang asuh. Disamping itu juga uniuk berusaha menekan
kelemnahan organisasi oleh pengaruh budaya negative vyang

menyebabkan pendataan dan intensitas pengawasan melemah.

Asumsi yang melandasi lahimya isu ini adalah bahwa rendahnya
penerimaan refribusi daerah antara lain disebabkan adanya wagjib
retribusi yang mangkir dalam memenuhi kuwajibannya ataupun
berasal dari petugas yang tetah terkontaminasi oleh pengaruh budaya
negative. Oleh karena itu pemberan sanksi hukum pertu untuk

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yvang berlaku.
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adaloh meningkatnya wajib retribusi yang mencolak untuk memenuhi
kuwdjibannya mebayar retribusi dan berkembangnya budaya money
oriented di kalangan lingkungan internal untuk keperluan pribadi yang

secara fidak langsung mempengaruhi penermaan retribusi dan

melemahkan kerjasama peloksanaan mandate arganisasi.

Dengan demikian, dari hasil identifikasi isu strategis menggunakan
analisis SWOT sebagaimana telah diuraikan di atas didapatkan 9 {sermbilan)
isu strategis yang dihadapi oleh RPH Kabupaten Klaten, yaitu:

1. Bagaimana menyempurnakan peraturan-peraturan dibidang
pemotongan hewan®

2. Bagaimana meningkatkan kerjasama dengan stakeholders?

3. Bagaimana meningkatkan kemampuan SDM?

4. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanane

5. Bagaimana memperbaiki kultur budaya yang negative?

4. Bagaimana menumbuhkan kesadaran para pengusaha daging dan
konsumen terhadap peraturan daging yang ASUH?2

7. Bagaimana memperbaiki mekanisme dan prosedur administrasi retribusi?

8. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana di RPH?

7. Bagaimana menegakkan pemibenan sanksi hukum?

Untuk selanjutnya keseluruhan hasil dari proses identifikasi  isu-isu
strategis yang dihadapi RPH Kabupaten Klaten dengan menggunakan
analisis SWOT dapat dirangkum dan  disgjikan  dalam  suatu  bagan

sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.1. sebagai berikut:
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GADJAH MADA Opporiunities {O) Threats (T)
Llngkungqn C.1  implementasi Kebijokan | 7.1  Perubohan SOT Kab. Klaten.
tksternal Otonomi Daerah. 7.2 PDRB perkapita rendah dengan

0.2 Pelimpahan kewenangan dengon loju inflasi yang cukup
dalom pengelolaan  pajok tinggi.
daerah dan retibusi daerah, T.3 Tingkat kemiskinon lebih besar

0.3 Dukungon dai DPRD  dan dari fingkat nasional.
eksekutf Kaobupaten Xlalen | T.4  Tingkat pemahaman terhadap
uniuk meningkalkan peraturon yang ada relafive
penerimaan PAD. masih rendath.

0.4 Jumiah penduduk besar | 1.5 Keberadaon RPH lain dengan
dengan tingkat kesehatan dan fipe dan kualitas peloyanan
pengetahuan yang tinggi. yang lebih baik.

0.5 Dukungan yang besor dar
kalangan Stakeholders.

. 0.4 Kuatnya konirol masyarakat.
I.mgkungun 0.7 Perkembangan iimu
Internal pengetahuan dan feknologi.
Strengths (§) Strategi SO Strategi ST
S0 Visi, Misi, don Mandal organisasi 1. Menyempurnakan peraturan di 6. Menumbuhkan kesadaran para
jelas. bideng pemotongan hewan. pengusaha daging dan
$.2 Penerapan systern jemput bola [8.1.5.5,546 vs ©.1,0.2,0.3,0.5) konsumen pada  peraturan
dolam pengawasan dan pentingnya doging yang ASUH
penarikan retribusi 2. Meningkatkan kerlasama {$.3,5.5.5.6 vs T.1,T.4)
5.3 Ditetapkannya prograrm dengan sfake holders.
Kesmavet. {8.1.5.4.555.6vs 01,0305 7. Memperbaiki mekansme dan
5.4 Pelaksanaan perencanaan 0.6,0.7) prosedur administrasi
partisipatif. prosedur kerja yang pungutan
telah baku, keordinasi bulanan, (5.2.5.55.6,5.7vs 1.1,T4)
5.5 Besamnya alokasi dona Pemada.
$.6 Besarnva pclenst penermaan
retribusi RPH |
ST Adanya pendelegasian  fugas
dan wewenang kepada kepalo
ayon. _
Weaknesses (W) Strategi WO Strategi WT
w.l Terbatosnya kualitas dan jumiah 3. Meningkatkan kualitas dan 8, Meningkatkan sarana &
SOM. kuantitas SDM prasarana
WwW.2 Terbatasnya sarang dan DAV W AW AW 5 W8 v (0.4, W2WAawswavs 1.1,7.5)
prasarana di RPH. 0.5.0.6,0.7}
w.3 Budaya paternalistic dan 9.  Menegakkan pemberian sanksi
money ofiented. 4. Meningkatkan kualitas hekum sesuai peraturan
.4 Pendataan  wajib retribusi pelayanan (W.3.W.6.W.7 vs T.4)
belum sesuai potensi. W, 3 W AW 5 WAWE v Q.6)
W.5  Kinerfje organisai relative masih
rendah. 5 Memperbaiki kultur budoya
W.6 Supremasi hukurm belum negatif
dilaksanakan sebagaimana W.3AW Syvs O3,050.607)
mestinya.
W.7 Perda tentang Retribusi RPH
don SK Bupali tentang Juklok
Retribusi  RPH lama  masih
berlaku.
w.8 intensitas pengaw asan di
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CAZHTéLitmus

@m

Setelah isu-isu strategis telah diindentifikasi maka langkah berikutnya
adalach menyusun isu-isu  strategis berdasarkan  skala  prioritas yong
menetukan tingkat kestrategisan sebuah isu dengan menggunakan test
Litmus. Dalam penerapan tes Litmus, untuk masing-masing isu  sirategis
digjukan sebanyak sebelas pertanyaan (diclah dari Bryson, 2005:184-185)
dan masing-masing jawaban atas pertanyaan yang digjukan akan diberi
skor atau nilai sebagai berikut: jawaban strategis diberi skor 3 {tiga), netral

diberi skor 2 {dua). dan jawaban operasional diberi skor 1 [satu).

Hasil skor dari masing-masing jawaban selanjutnya diakumulasikan
dan hasil dari akumulasi skor kemudian dikategorikan menjadi 3 (tiga)
kategori, sebagai berikut: kategori isu sangat strategis apabila memiliki total
skor (25.68-33), kategori isu strategis apabila memiliki total skor (18,34-15,67),
dan kategori isu operasional apabila total skore (11-18,33). Langkah
selanjutnya dilakukan tes Litmus terhadap isu-isu strategis yang dihadapi RPH
Kabupaten Klaten sebagaimana termuat pada lampiran 5 s/d 13. Dan hasil

rekapitulasi test Litmus dapat dikemukakan pada Tabei 5.1,

Berdasarkan hasit rakapitilasi tes Litmus terhadap isu-isu strategis dapat
disimpulkan bahwa ada 5 {lima} isu yang memiliki kategori sangat strategis.
Isu-isu dimaksud adalah: (1} Bagaimana meningkafkan kudlitas pelayanan di
RPHz, (2] Bagaimana meningkatkan sarana dan prosarana di RPHE:
(3) Bagaoimana meningkatkan kualitas dan kuvantitas SOMEe; {4) Bagaimana
menyempurnakan peraturan di bidang pernotongan hewan?; dan (5)

Bagaimana meningkafkan kerjasama dengan stakeholderse.
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GADJAH MADA Tabel 5.1.

Rekapitvlasi Hasil Test Litmus
Di RPH Kabupaten Klaten

Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten

No Isu Strategis Total Kategoni Ket.
Skore Isu

1. Bagaimana menyempurnakan peraturan 292 5S Lamp. 5
di bidang pemctongan hewan?

2. Baogaimana  meningkatkan  kerjasarma 28,6 %) Lamp. 6
dengan stakeholders?

3. Bagaimana menumbuhkan  kesadaran 25,4 S Lamp. 7
para pengusaha daging don konsumen
ferhadap peraturan daging yang ASUH?

4.  Bagaimana memperbaiki mekanisme dan 24,8 S Lamp. 8
prosedur administrasi retribusi di RPH?

5 Bagaimana meningkatkan kualitas SOM di 30 S5 Lamp. 9
RPH Kabupaten Klaten?g

6. Bagaimana meningkatkan kualitas 30.6 55 Ltamp. 10
pelayonan di RFH Kabupaten Klaten®

7. Bagaimana memperbaiki kultur  budaya 24 ) Lamp. 11
yang negative?

§  Bagaimana meningkatkan sarana  dan 30 Ss Lamp. 12
prasarana di RPH Kabupaten Klaten?

9. Bagaimana menegakkan sanksi hukum 25,4 5 Lamp. 13

sesvai peraturan yang berlaku?

Keterangan . SS (Sangat Strategis) dan S (Strategis)
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PERUMUSAN STRATEGI

Setelah isu-isu strategis teridentifikasi, maka langkah selanjutnya yang
peru diaokukan adalah perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan
tahapan menetapkan strategi untuk merespon atau menangani isu-isu strategis.
Sehingga strategi yang ditetapkan horug baik dan efektif dalam menangani isu-
isu strategis, strategis yang ditetapkan secara teknis harus dapat dilaksanakan
dan secara politis dapat diterima oleh para stakeholders. Strategi yang
ditetapkan nantinya menjadi pola kebijakan, program, kegiatan atau alokast
anggaran yang mendefinisikan mengapa dan apa yang harus dilaksanakan
cleh RPH Kabupaten Klaten dalam mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan.

Dengan memahami banwa isu strategis merupakan suatu kondisi yang
membutuhkan tanggapan organisasi maka dalam perumusan  stralegi
dilaksanakan berdosarkan pada isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Sesuai
hasil dari andlisis SWOT dan tes Litmus sebagaimana telah dilaksanakan pada
bagian sebelumnya teridentifikasi ada 5 {lima) isu strategis memiiliki skor = 25,48
(dua pulunh fima koma enam puluh delapan} dan masuk dalam kategori sangat
strategis, Isu-isu  dimaksud adalan: (1) Bagaimana meningkatkan kualitas
pelayanan di RPHE; (2) Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana di
RPHEZ; (3] Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantifas SDM2  [4)
Bagaimana menyempurnakan peraturan di bidang pemotongan hewan?; dan

{5) Bagaimana meningkatkan kerjasama dengan stakeholders?.
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SRvERSTESast tes Li Us Telah mengidentifikasi su-isu ‘shatégis berdasarkan tingkat

kestrategisan sebuah isu. Tingkat kestrategisan sebuah isu menunjukkan besaran
pengaruh isu dimaksud terhadap upaya pencapaian visi dan misi organisast
yang sekaligus menunjukkan skala prioritas dalam upaya pemberian respon.
Sehingga isu sangat strategis memiliki prioritas paling urgen untuk diberikan
respon dalam rangka mempercepat pencapain visi dan misi organisasi. Untuk
itu datam merumuskan strategi didasarkan pada isu-isu strategis yang memiliki
kategori sangat strategis agar pencapaian visi organisasi dapat segera

terwujud.

Hal ini bukan berarti isu-isu strategis yang lain dihlangkan begitu saja,
namun mengingal bahwa strategi juga merupakan peola alokasi anggaran
yang mendifinisikan kegiatan yang akan dijabarkan maka pemberian respon
atau perumusan strategis didasarkan pada isu-isu sangat strategis. Karena isu ini
mermiliki skala prioritas yang urgen untuk ditangani dihnubungkan dengan tingkat
pengaruhnya yang besar dalam pencapaian visi dan misi organisasi.  Selain ity
secara tidak langsung isu-isu yang lain sudah terakomodasi juga dalam
perumusan isu-isu sangat strategis. Berdasarkan isu-isu sangat strategis yang
telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan perumusan strategi dari masing-

masing isu dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Isu strategis meningkotkan kualitas pelayanan di RPH Kabupaten Klaten

Strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan
berkaitan dengan kudlitas pelayanan RPH Kabupaten Klaten. Beberapa
aspek yang dijadikan dasar atau standar dalam meningkatkan kualitas

pelayanan kepada  masyarakat, meliputi; fangibility, reliability,
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Parasurachman (1985). ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu: berkaitan
dengan proses dan prosedur, persyaratan pelayanan, sarana dan

prasarana yang dibutuhkan, waktu dan biaya pelayanan, dan pengaduan

keluhan.

Sehingga dadam merumuskan strategi  dilakukan  dengan
memperhatkan berbagai pemasalahan dilapangan dan berdasarkan
ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Diharopkan melatui
upaya ini maka kineria RPH meningkat dan kcnsumen dalam hal ini
masyarakat pengusaha daging juga mendapatkan kepuasan dari layanan
jasa vang teiah diberikan RPH. Dan rumusan strategi dalam menghadapi isu

yang berkenaan dengan kualitas pelayanan:

“Meningkatkan kualitas pelayanan di RPH Kabupaten Klaten dalom rangka

meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan kepuasan pelanggan”.
Rencana kebijakan yang dapat dilakukan:

a. Perbaikan mekanisme dan prosedur administrasi pengelolaan retribusi

RFH

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi keruwetan dalam tata
urutan dan fata cara administrasi pengelolaan retribusi RPH sehingga
pelayanan dapat diberikan secara cepat dan tepatl. Untuk mewujudkan
pelayanan vyang berkuealitas peru  dukungan adanya  prosedur
mekanisme administrasi pengelolaan yang efisian dan efektif. sehingga

fidak ada in-efisiensi permmanfaatan sumberdaya yang digunakan. Selain
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GAbH vATY Pelangganjuga merasa nyoman dan mendapatkan kepuasan.

Beberapa hal yang perlu mendapaotkan penekanan dar kebijakan ini
adalah berkaitan dengan pendataan potensi retribusi. pelaksanaan

tugas dan proses dalam pemungutan retribusi.

Kebijakan ini dapat dilakukan melalui up-grade data potensi
refribusi, diikkutt dengan studi anatisis Net working (jaringan) untuk mencari
format terbaik pembagian rayon disesuaikan dengan kebutuan pegawai
dan pemilihan jalur dalam pelaksanaan tugaos. Yang berkaitan dengan
prosedur administrasi, perlu dilakukan peningkatan petugas keur master
atau laksana test antemortem dan postmortem serna up-grade data
wajib retribusi. Karena petugas pungut RPH tidak sekedar memugut
retribusi reltainkan juga harus melakukan pemeriksaan terhadap hewan

dan daging baru diperoleh retribusi atas jasa diberikan.

b. Reorientasi budaya pelayanan yarg berorientasi pada kinerja dalam

memberikan jasa pelayanan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mereduksi adanya kultur budaya
negative yang ada dalam organisasi. Kultur budaya yang cukup
menguat di RPH adalah budaya paterndlistic dan budaya KKN. Kedua
budaya ini ckan merugikan RPH dan menghambat pencapaian visi yang
telah ditetapkan. Budaya paternalistic lebih dikenal dengan istiah ABS
yong berorientasi dan mementingkon penguasa daripada pelanggan
yong harus dilayani. Budaya KKN sangat berorientasi pada uvang dan
para pegawainya kurang kreatif, disiplin, dan jujur. Sehingga kultur-kultur

budaya ini perlu direduksi menjadi kultur budaya melayani dan
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percepatan pencapaian visi organisasi.

Kebijakan ini dapat diakukan dengan menamkan pemahaman
visi, misi, dan tupoksi organisasi RPH kepada seluruh pegawai. Selanjutnya
dikuti dengan pembagian tugas yang disesuaikan dengan kompetensi
rmasing-masing pegawai. Kemudian sekali waktu diadakan roling dan
maupun diberikan isentif secara proporsional supaya para pegawai tidak
terlalu jenuh dengan rutinitas. Dapat dilakukan juga melalui program out-
bond dalam rangka menanamkan kebersaman dalam komitmen dan

keriasama dalam pencopaian visi organisasi.
2. lsu strategis meningkatkan sarana dan prasarana di RPH Kabupaten Klaien

Kebijakan ini dimaksudkan uniuk mengatasi kesenjangan antara
pelaksanaan tupoksi di RPH Kabupaten Kiaten dengan keterbatasan sarana
dan prasarana yang dimiliki RPH saat ini. Dengan sarana dan prasarana
vang memadai tentu saja akan sangat mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Kualitas pelayanan

dapat ditingkatkan dan intensitas pengawasan juga lebin baik.

Sarana dalam pengelolaan retribusi di RPH merupakan berbagai
fasilitas yang diperlukan dalam rangka memperancar pelaksanaan tupoksi
di RPH. Sarana yang digunakan dapat merupakan sarana uvtama dan
sarana pendukung. Sarana utarma merupakan sarana yang disediakan
dalam rangka proses pengelolaan pelayanan, antara lain: berbagai formulir

yang berupa karcis, peralatan proses pemotongan, kandang, unit
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pengolahan data.

Sedangkan sarana pendukung adalah fasilitas yang pada vmumnya
disedickan dalam rangka memberikan pelayanan pendukung antara lain
fasilitas tunggu yang nyaman, papan layanan masyarakat (pengumuman
dan aduan), televisi, telephone, toilet. Dan untuk prasarana merupakan
berbagai fasilitas yang mendukung sarana pengelolaan, antara lain:
prasana parker dan fransportasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan
tupoksi di RPH, berupa kendaraan {mobil dan sepeda motor) sera jalan

menuju syte lokasi RPH.

Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana  diharapkan
didasakan pada keadaan, kebutuhan, dan kemampuan organisasi. Dan
untuk menanggapi isu mengenahi keterbatasan sarana don prasarana di

RPH didapatkan rumusan strategi sebbagai berikut:

‘Meningkatkan sarana dan prasarana di RPH Kabupaten Klaten dalam
rangka meningkatkan status dan meningkatkan kudlitas pelayanan RPH

Kabupalen Klaten".

Rencana kebijakan yang dapat dilakukan:
a. Peningkatan status RPH Kabupaten Klaten

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi  kesenjangan
mengenahi status RPH vang ada di Kabupaten Klaten saat ini.
Sebagaimano diketahui bahwa ke-4 {ke-empat) RPH Kabupaten Klaten
semuanya belum memiliki type. Kebijakan peningkatan status RPH

merupakan standarisasi RPH melalui peningkatan fungsi dan volume
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{Standar Nasional Indonesia). Kebijakan ini secara tidak langsung juga
ditempuh dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi yang
ada selain melengkapi sarana dan prasarana di RPH, sehingga mampu

mendukung dalam pelaksanaan tupcoksi RPH Kabupaten Klaten.

Kebijokan ini dapat diupayakan dengan melakukan rehabilitasi
bargunan RPH karena pada umumnya merupakan bangunan: tua
peninggalan belanda dan belum memenuhi SNI, melengkapi peralatan
RPH, melakukan adopsi teknologi yang sesuai dengan SN serfa didukung
dengan peningkatan SDM dan manajemen pengelolaan yang memadai
(dibahas pada item perumusan strategi yang lain}. Oleh karena legitimasi
status RPH dikeluarkan Departemen Pertanian Rl. maka selanjuinya
Pemerintoh Daerah dalam hal ini Bapak Bupatli Kabupaten Klaten
mengajukan usulan peningkatan status RPH kepada Menteri Pertanian Ri

untuk ditindaklanjuti.
b. Peningkatan mobilitas dalam pelaksanaan fugas di RPH

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan jarak
dalam rangka meningkatkan akses pelayanan dan  intensitas
pengawasan dalam pelaksanaan tupoksi. Dengan dukungan sargna
transpontasi yang memadai maka mebilitas dalam pelaksanaan tugas
menjadi lancar dan intensitas pengawasan serta akses petayanan juga
semakin meningkat.  Peningkatan akses pelayanan ditujukan untuk

mendukung layanan kesehatan hewan keliing (system jemput bola)
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lam rangka mengatasi renfang kendall’ jarak atau keberadaan RPH

swasta yang fersebar di wilayah kecamatan se-Kabupaten Klaten.

Sedangkan intensitas pengawasan ditujukan untuk  menjaga

kualitas peredaran daging dan produk pangan asai hewan beserta hasil

ikutannya yang dilaksanokan di pasar-pasar dan tempaot-tempat

penjualan produk pangan asal hewan serta monitoring terhadap
tempat-tempat dilaksanakannya produksi daging ataupun bahan

makanan asal hewan dimaksud.

Kebiljakan meningkatkan mobilitas dapat dilakukan  melatui

program pengadaan mobi layanan kesehatan hewan keliing dan
penambahan kendaraan operasional lapangan, penambahan RPH
untuk menjangkau akses pelayanan pengusaha yang berada diluar
rayon. Dengan dukungan sarana tfransportasi yang memadai maka
sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi di RPH khususnya
dalam meningkatkan intensitas pengawasan dan akses pelayanan pada

masyarakat pengusaha daging di Kabupaten Klaten.

Peningkatan fasilitas pendukung di RPH Kabupaten Kiaten

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melengkapi fasilitas sarana dan

prasarana yang telah ada dalam memenuhi SNI dan mendukung
kelancaran pelaksanaan tupoksi RPH. Fasilitaos pendukung dimaksud,
meliputi: laboratorium uji daging dan bahan makanan olahan asal
hewan beserta hasil kutannya, tempat pengolahan limbah RPH. rehab.
dan penambahan kandang di RPH, serta rehabilitasi pasar hewan dan

tempat-tempat penjualan daging di Kabupaten Klaten. Hal ini untuk
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konsumen. Selain itu juga untuk menjaga sanitasi RPH serta higienes
kuatitas daging, sehingga limbah dar RPH fidak menimbulkan gangguan

bagi masyarakat sekitar.

Dengan demikian kebijakan ini dapat dilakukan melalui berbagai
program pembangunan maupun rehabilitasi dari fasilitas pendukung di
RPH, seperti. pengadaan laboratorium uii daging dan bahan makanan
olahan asal hewan beserta hasil kutannya, pemanfaatan teknologi
pengolahan limbah dan pembangunan tempat pengolahan timbah
RPH, rehab. dan penambahan kandang di RPH, serta rehabilitasi
bangunan pasar hewon dan tempat-tempat penjualan daging di

Kabupaten Klaten.
3. Isu strategis meningkatkan kualitas dan kuantitas SODM RPH Kabupaten Klaten

Strategi peningkatan kuaglitas dan kuantitas SDM RPH Kabupaten
Klaten ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan antara pelaksanaan
tupocksi di RPH Kabupaten Kiaten dengan keterbatasan kualitas dan
kuantitas yang ada saat ini. Kualitas SDM lebih mengarah pada kompetensi
yang ditunjukkan dari skill, knowledge, dan attitude dar para pegawai
Sedangkan kuantitas pegawai dilihat dari pelaksanaan tupoksi dengan
jumlah SDM serla cakupan wilayah kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari.

Dengan dukungan 3SDM yang berkuaglitas dalam jumlah yang

memadai maka sangat memperlancar pelaksanaan tupoksi di RPH yang
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strategi untuk menghadapi isu strategis ini adalah:

“Meningkatkan kualitas SDM melalul program diklat secara berkelanjutan
dan perekrutan SDM sesuai tupoksi dalam rangka peningkatan kinerja RPH
Kabupaten Klaten™.

Dengan rumusan strategi tersebut, rencana kebijokan yang dapat

dilakukan:
a. Peningkatan kompetensi SDM di RPH Kabupaten Klaten

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatosi kesenjongon antara
tuntutan tupoksi dengan  kualitas SODM yang dimiliki RPH dewasa ini.
Kualitas SDM dilihat dari kompetensi SDM yang dimiliki para pegawai di
RPH. Mengingat tupoksi di RPH lebih banyak bersifat teknis (skili}, bidang
keilmuan vyang bersifat  sfesifik [(knowledge), dan diperdukan
pengembangan sikap budaya pelayanan yang profesional berorientasi
kinerja (attitude}. Dengan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan
kebutuhan maka sangat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan
tugas dan pencapaian misi organisasi.

Beberapa implementasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kompetensi pegawai yaitu dengan mengikutsertakan
pegawai dalam berbagai Program Pendidikan dan Pelatihan Struktural,
Fungsional, maupun pendidikan reguler, Pemilihan pegawai disesuaikan
dengan tuntutan tupoksi sefta potensi pegawai. Diklat penjenjangan
structural dipilih pegawdi yang memiliki kemampuan managjerial dan

dipersiapkan untuk memegang jabatan struciural. Untuk diklat fungsional
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jabatan fungsional lapangan. Sedangkan untuk pendidkan regular
dipilih disiplin ilmu yang sesuai dengan tupoksi di RPH, seperdi: jurusan
produksi fakultas peternakan maupun jurusan penyakit hewan fakultas

kedokteran hewan.
b. Penambahan afau rekrvitmen pegawai di RPH Kabupaten Klaten

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan jumilah
pegawai di RPH Kabupaten Klaten saat ini dibandingkan dengan tupoksi
yang diemban, khususnya untuk petugas keur master. pemeriksa
antemortem dan postmortem, petugas hygiene dan sanitasi, petugas uji
lab., serta petugas operasional di lapangan atau pemungut retribusi.
Dengan jumlah pegawdai yang memadai maka sangat mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas atau kegiatan di RPH, yang tentu saja
berimplikasi terhadap kudlitas pelayanan yang diberikan.

Kebijakan ini dapat dilakukan dengan penambahan jumlah
pegawai ataupun rekruitmen pegawai sesuai kebutuhan. Penambahan
pegawai dapat diakukan melalui gjuan usulan kepada Pemda
Kabupaten Klaten dan DPRD Kabupaten Klaten melalui Kepala Dinas
Pertanian dan Ketaghanan Pangan Kabupaten Klaten serta jumiah
pegawai disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Isu strategis menyempurnakan peraturan di bidang pengelolaan retribusi
RPH di Kabupaten Klaten
Strategi ini dimaksudkan untuk melakukan merevisi dan membuat

serta sosialisasi peraturan-peraturan di bidang pengelolaan refribusi RPH
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RPH. Karena salah satu fakior yang menyebabkan terjadinya permasalahan
di bidang pengelolaan retibusi pemotongan hewan adalah lemahnya
supremasi hukum yang disebabkan oleh adanya berbagai peraturan yang
sudah tidak sesuaqi lagi dengan perubahan lingkungan organisasi namun
masih berlaku, atau karena substansi muatan dalam peraturan yang sering

tidak jelas dan membuat pelaksana ambigu.

Dengan mengingat bahwa peraturan daerah merupakan alat
regulasi yang mengatur keseluruhan system dalam pengelolaan retribusi di
RPH. maka agar system tidak terganggu perlu dilakukan penyempumaan
terhadap peraturan-peraturan di bidang pemotongan hewan. Keberadaan
peraturan yang jelas, tegas. dan sesuai dengan kondisi lingkungan
organisasi sangat mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tupoksi di
RPH dan pencapaian visi organisasi. Masyarakat akan merasa aman dan
tentram dalam mengkonsumsi daging maupun makanan olahan asal
hewan. Pada gilirannya meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap Pemerintah Kabupaten Klaten, khususnya RPH Kabupaten Klaten

yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan pemotongan hewan.

Strategi yang dapat dirumuskan untuk menangani isu strategi ini:

“Menyempurnakan peraturan-peraluran di bidang pengelolaan retribusi RPH
dalam rangka menegakkan supremast hukum dalam pengelolaan retribusi

RPH Kabupaten Klaten”.
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canaRenGana kebijakan yang dapat dijabarkan adafah:

a. Revisi peraturan daerah dalam bidang pengelolaan retribusi

pemotongan newar,

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melakukan revisi ierhadap
berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan refribusi RPH
yang dipandang sudah tidak sesuai lagi namun masih berdaku. Untuk RPH
Kabupaten Klaten, peraturan-peraturan dimaoksud adalah Perda Nomor
6 Tahun 1998 tentang Refribusi Rumah Potong dan Surat Keputusan
Bupati Momor 974/362/1999 tentang Petunjuk Peloksangan Perda
Retribusi RPH. Dengan mengingat banwa Pemda Kabupaten Kiaten
telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2002 fentang Pembentukan
SOT untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kiaten,
dimana salah satu substansinya mengatur kedudukan UPTD RPH dan

Subdin Peternakan.

Sehingga Peraturan Daerah dan Surat Keputusan lama yang
sudah tidak sesuai lagi perdu untuk disesuaikan atau direvisi untuk
menghindari tumpang tindih kewenangan dan menyesuaikan dengan
perubahan lingkungan organisasi khususnya dalam hal penentuan tarif
retribusi. Prosedur dalam melakukan revisi peraturan daerah dapat
dilakukan melalui pengajuan usulan secara resmi kepada Pemerintah
Kabupaten Klaten dan DPRD Kabupaten Kilaten melalui Kepala Dinas

Pertanian don Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten.

Diharapkan melalui revisi peraturan daerah ini maka peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi RPH dapat
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SNvERS Tienyesuaikan  dengan” perubahan TRORUASER organisasi dan dapat
diterima oteh masyarakat pengusaha daging, sehingga mendukung
pelaksanaan tupoksi di RPH. Konsekuensi logisnya adalah pemotongan
hewan liar {(non lepal) dapat ditekan dan penerimaan retribusi RPH akan
meningkat serta kudlitas daging yang beredar di masyarakat ASUH.

Dengan mengingat bahwa peraturan daerah merupakan alat regulasi

yang mengatur system dalam pengelolaan retribusi di RPH.

b. Membuat perafuran daerah baru

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyusun peraturan daerah
sebagai alat regulasi dalam pengelolaan refribusi RPH selain peraturan
vang sudah ada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,
pemerintah daerah diberi kewenangan uniuk mengoptimalkan dan
mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya pajak daerah
dan retribusi daerah. Sehingga pemerintah daerah/kota memiliki
kewenangan unfuk membual dan menetapkan berbagai peraturan
daerah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan vang

ada di pusat dalam rangka memperkuat basis keuangan daerah.

Kebijakan ini diakukan sebagai upaya untuk memperancar
pelaksanaan tugas RPH dalam menyediakan kualitas daging yang ASUH
dan meningkatkan retribusi RPH. Peraturan daerah yang dapat disusun
dan merupakan turunan dari peraturan pemerintah pusat, antara lain:
peraturan mengenahi kesehatan masyarakat veteriner, peraturan
mengenahi ketentuan RPH dan Usaha Pemoctongan Hewan, peraturan

tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta
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disesuaikan dengan perkembangan lingkungan organisasi pemerintah

daerah setempat.
c. Sosialisasi berbagai peraturan dalam bidang pengelolaan retribusi RPH

Kebijokan ini dimaksudkan untuk menanamkan pemahaman dan
menumbuhkan ketaatan terhadap  peraturan-peraturan dalam
pengelolaan refribusi RPH Kabupaten Klaten. Dengan pelaksanaan
sosialisasi berbagai peraturan di bidang pengeleolaan retribusi RPH, maka
masyarakat akan memperoleh kejelasan terhadap peraturan yang ada
serta  dapat mengetahui akan hak dan  kewaqjibannya dalam
pengelclaan retribusi RPH di Kabupaten Klaten. Hal demikian akan
menciptakan masyarakat pengusaha daging yang sadar hukum
sehingga akan membantu pengelolaan retribusi RPH dan berkurangnya

pelanggaran terhadap peraturan yang beraku.

Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui serangkaian program
pembelgjaran berbagai  peraturan perundang-undangan  yang
berkaitan dengan pengelolaan refribusi RPH yang beraku maupun
sosialisasi kepada masyarakat selaku konsumen dan pengusaha daging
selaku produsen sekaligus waqjib retfribusi. Strategi ini sangat penting
karena permasalahan pengelolaan retribusi RPH yang cendrung semakin
kompleks karena pemasalahannya secara tak langsung berhubungan

dengan masyarakat selaku waib retribusi dan kensumen.

Berbagai peraturan di bidang pengelolaan refricusi RPH yang

dapat disosialisasikan antara 1ain: Undang-undang Nomor 6 Tahun 1947
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tentang Program Kesmavet (Kesehataon Masyarakat Veteriner), 3K
Menteri Pertanian Nomor 555 Tahun 1986 tentang Syarat-syarat RPH dan
Usaha Pemotongan Hewan, SK Menteri Pertanian. Nomor 413 Tahun }992
tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta
Hasil tkutannya, Perda Kabupaten Kiaten Nomor 33 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Nomor 6 Tahun 1998
tentang Retribusi Rumah Potong dan Surat Keputusan Bupati Nomor
974/362/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Retribusi RPH.

5. Isu strategis meningkatkan kerjasama dengan stakeholders

Strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan interaksi
diantara para pelaku yang teribat dalam pengelolaan retribusi RPH serta
mengatasi keterbatasan kapabilitas RPH dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya. Dukungan kerjasama yang saling menguntungkan {simbiosa
mutualisma) dengan stakeholders akan menjadikan beban tangungjawab
dalam pelaksanaan tupoksi menjadi lebih ringan, oleh karena sebagian
peketjgan dalam mendukung opflimalisasi pengelolaan  refribusi RPH

dilaksanakan ofeh stakeholders.

Stakeholders yang teribat dan mendukung dalam pengelolaan
retribusi RPH di Kabupaten Klaten, terdiri dari: unsur LSM, lembaga perguruan
tinggi. dan swasta {pengusaha RPH dan pengusaha daging) dan bentuk
kerjasama dapat dilakukan dengan suatu nota kesepakatan [Mol) macpun
kontrak kerja. Sebagai wadah organisasi dari kalangan stakeholders di

Kabupaten Klaten telah dibentuk FLP {Forum Lintas Pelaku). Sekaligus
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antara para stakeholder dalam pengelolaan retribusi RPH. Datam forum
lintas pelaku ini diharapkan dapal tercipta koordinasi dan komunikasi yang
memungkinkan para stakeholder ber’remu untuk mendiskusikan berbagai
masalah dadlam pengelolaan retribusi RPH Kabupaten Klaten yang
menghambat dalam pencapadian visi dan misi organisasi.

Rumusan strategi untuk menghadapi isu strategis ini:

“Meningkalkan jalinan kerjasama yong saling menguntungkan dengan
stakeholders dalam pengelolaan retiibusi RPH Kabupaten Klaten™.

Rencana kebijakan yang dapat diterapkan RPH Kabupaten Klaten adadiah:
a. Mengadakan kerjasama dengcn perguruan finggi dan lembaga-
lembaga penelitian di bidang pengelolaan retribusi RPH
Kebijokan ini berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi RPH
Kabupaten Klaten vang tebih banyak bersifat teknis yaitu pemeriksaan
kesehatan hewan dan pengawasan kualitas daging di masyarakat.
Untuk mengatasi hal ini diperukan kerjasama  dengan lembaga
perguruan tinggi maupun lembaga penelitian untuk melaksanakan
berbagai pengkajian khususnya yang berkaitan dengan kesehatan
hewan, kualitas daging hewan maupun makanan olahan asal daging.
berbagai  peraturan  dalam pengeiclaan  retribusi  RPH  maupun

perencanaan kegiatan di RPH.

Dengan mengingat adanya keterbatasan kapabilitas RPH dalam
menangani masalah khususnya untuk bidang keillmuan yang sangat
spesifik dan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang demikian

tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar sehingga
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penelitian kebutuhan ini dapat segera dipenuhi.

Berbagai kebijakan yang dapat dilaksanakan darn kerjasama ini

khusushya yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi RPH,

misalnya: Studi Identifikasi don Penanganan Penyakit Hewan Potong,

Studi Identifkasi dan penangaan berbagai Kontaminan daging dan

makanan olahan asal daging, Standarisasi Daging ASUH. Studi Higiene

dan Sanitasi RPH dan Proses Produksi Daging, Pengkajian dan

Penyusunan berbagai Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan

Retribusi RPH, dan Penyusunan Peta Potensi Retribusi RPH di Kabupaten

Kiaten.

b. Meningkatkan hubungan kerja dengan perangkatl daerah, sektor-sekfor

swasta dan LSM

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan

langkah dan persepsi yang menjadi salah satu faktor yang menentukan

dalom keberhasian pengetclaan retribusi RPH Kabupaten Kiaten.

Dengan mengingat bahwa dalam pelaksanaan tupoksi di RPH lebih

banyak adanya interaksi langsung dengan kalangan stakeholders yang

terdibat. maka dengan melakukan hubungan kerja yang intensif dengan

semua pihak yang berkepentingan dapat mendukung kelancaran

pelaksanoan tupoksi yang diemban.

Kebijakan ini juga ditujukan untuk menghindari adanva tumpang

tindih kewenangan diantara unsure perangkat daerah yang satu

dengan yang lainnnya. Kebijakan ini dapatl  dilagkukan  dengan
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rapat evaluasi dalam rangka mencapai komiimen bersoma dan
keterpaduan langkah serta unfuk mendapatkan umpan balik
pemasatlahan pelaksanaan tugas yang dihadapi diiapangan, sehingga

akan dapat dicari solusi penanganan yang lebih terarah.
d. Penguatan kelembagaan FLP

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan Forum
Lintas Pelaku (FLP} di Kabupaten Klaten mengingat FLP ini berfungsi
sebagai mediator komunikasi seluruh stakeholders yang berkepentingan
dalam pengelotaan retribusi RPH di Kabupaten Klaten. Seluruh aspirasi,
keluhan konsumen maupun wajib retribusi, permasalahan pelaksanaan
kegiatan yang ditemui dilapangan akan bermuara di sini sebelum

disampaikan pada RPH untuk ditindaklanjuti,

Dalam berbagai kesempatan pelaksanaan kegiaian RPH sering
melibatkan keikutsertaan FLP di dalamnya. Mulai dari penyusunan
rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan sosialisai, pembinaan dan
penguatan kelompok petani peternak maupun pengusaha daging, serta
dalam rapat-rapat koordinasi dan evalusi di RPH. Untuk itu kegiatan FLP
sinergi dan sangat mendukung dalam pengelolaan retribusi RPH,

sehingga peru dipihaki atau difasilitasi,
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diatas, selanjutnya didapat sebuah rumusan grand strategy yang
menginterprestasikan seluruh rencana strategi yang tetah diuraikan untuk

mendukung upaya optimalisasi pengelolaan retribusi RPH di Kabupaten Klaten,
Adapun rumusan grand sfrafegy dimaksud adalah sebagai berikut:

“Optimalisasi pengelolaan retribusi pelayanan RPH Kabupaten Klaten melalui
vpaya peningkatan kuafitas pelayanan di RPH yang didukung dengan
peningkatan kudlitas SDM, sarana dan prasarana, jalinan kerjasoma saling
menguntungkan dengan stakeholders serta dilandasi implementasi supremasi

hukum dalam setiap aklivilas kegiatan RPH”.

Demikian rumusan grand strategi dan strategi-sirategi yang dapat
diterapkan untuk menangani isu-isu strategis yang telah diindentifikasi agar RPH
Kabupaten Klaten mampu menlaksanakan misi yang diemban dalam

mencapai visi organisasi yang telah ditetapkan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan perumusan masalah  penelitian  dan
penjabaran analisis hasil penelitian, maka dapat ditark kesimpulan bahwa
strategi yang dapat dirumuskan dalam rangka optimalisasi pengelolaan

retribusi pelayanan RPH di Kabupaten Klaten, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan RPH Kabupaten Klaten, strategi ini
dijabarkan dengan rencana kebijakan:
a) Memperbaiki mekanisme dan prosedur pelayanan di RPH;
b) Memperbaiki kultur budaya negative menjadi kultur  budaya

pelayanan yang bercrientasi pada kinerja.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana RPH Kabupaten Klaten, rencana
kebijakan yang dapat diturunkan:
a) Peningkatan status RPH;
b} Peningkatan mobilitas pelaksanaan tugas di RPH;
¢} Peningkatan fasilitas pendukung di RPH.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SOM RPH Kabupaten Klaten,
rencana kebijakan yang dapat diturunkan:
a) Meningkatkan kempetensi SDM RPH;

b} Penambahan atau rekruitmen jumilah pegawai RPH.
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retribusi pefayanan RPH di Kabupaten Klaten, rencana kebijakan yang

dapat diturunkan:

a) Merevisi peraturan-peraturan daerah di bidang pengelolaan retribusi
RPH:

b} Membuat peraturan-peraturan daerah baru:

c) Sosialisasi berbagai peraturan di bidang pengelolaan retribusi RPH.

5. Meningkatkan jalinan kerjasama harmonis dengan stakeholders, rencana
kebijokan yang dapat diturunkan::
a) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi
b) Meningkatkan kerjasama dengan perangkat daerah terkait, swasta,
dan LSM;

c) Memperkuat kelembagaan Forum Lintas Pelaku [FLP).

B. Saran
Berdasarkan kenyatan yang ditemui dilapangan serta hasil dari
analisis dalam penjabaran tulisan ini. maka penulis berusaha memberikan
masukan yang berupa saran kepada Pemerintah Kabupaten Klaten/Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten/UPTD RPH Kabupaten
Klaten berkenaan dengan optimalisasi pengelolaan refribusi petayanan di

RPH Kabupaten Klaten, yaitu:

1. RPH Kabupaten Kiaten hendaknya melakukan vp-grade atau
pendataan kembali terhadap wajib retribusi dengan cermat. Data hasil

up-grade inilah yang selanjutnya dipergunakan dalam perhitungan dan
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retripusi RPH dapat menggambarkan potensi yang sebenarnya.

2. Kantor Litbangji (Penelifian, Pengembangan, dan Pengkajian) Pemda

Kabupaten Klaten hendaknya melaksanakan Studi Pemetaan Potensi
Refribusi RPH dan Analisis Net Working System (NWP), untuk mengkaii
ulang pembagian wilayah ketja di tigp-tiap rayon RPH disesuaikan
dengan jumlah petugas sekaligus dengan pemilihan jalur dalam
pelaksanaan tugas. Mengingal wajib retribusi yang tersebar di wilayah-
wilayah kecamatan di luar rayon jumlahnya sudah banyak dan peru

diperhitungkan.

Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hendaknya RPH
mengusulkan penambahan pegawai yang memiliki stesifikasi khusus
dalam melakukan tes antemortern dan postmortem maupun petugas
kirmaster. Agar peredaran kualitas daging ASUH di masyarakat dapat
teriaga dan retribusi dapat meningkat. Mengingat daging dapat
menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia dan  konsumsi
daging akan selalu meningkat seiring dengan perfambahan jumlah
penduduk, sehingga intensitas pengawasan  diapangan  periu

ditingkatkan.

UPTD RPH Kabupaten Klaten hendaknya lebih tegas dalam rmenegakkan
supremasi hukum yang melandasi semmua aktivitas dalam pengelolaan
retribusi RPH. Supremasi hukum diberakukan secara adil baik masyarakat
pengusaha daging maupun petugas RPH dan diberdakukan secara

bijaksana sesuai prosedur peraturan yang berlaku,
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Potensi Penerimaan Retribusi
di Rayon RPH Kota

Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten

reluvivagun

No. Nama Alamat f=tor)/bulan Ket.
Jenis Potensl

1 2 a 4 5 é

l.  Rayon RFPH Kota

1. Drs. BambangS. Miinjon, Klaten Tengah Sapi &0

2.  Ny. Harto Suwarno Jurugan, Klaten Tengah Sapi 60

3. Suyadi Kadipaten, Klaten Tengah Sapi 30

4.  Kamuri Mojayan, Klaten Tengah Sapi - Kolap
5. Damik Mojayan Klaten Tengah Sapi - Kolap
6. Yarkoni/Daru S. Bareng. Klaten Tengah Sapi 40

7.  Karjo Karangduwet, Kit. Tengah Sapi 30

Jumlah 220

1.1. Kec. Wedi

1. Yuningsih Wedi Kambing 50

2. Sunardi Wedi Kambing 5

3. P.Afo Wedi Kambing 5

4. Polimin Wedi Kambing 5

5. Sumarno Wedi Kambing 5

4. Sutadi Wedi Xambing 30

7. P.Wardi Canan, Wedi Kambing 15

8. Mbak Warsi Canan, Wedi Kambing 10

%, Manunggal Roso Gunungan, Canan Kambing 5

10.  Ny. Karjo Wedi Kambing 20

1. Giyo Ngalos Kambing 5

12, P. Wandi Wedi Karmbing 30
13.  Mbak Kristanti Mundu Kambing 10

14. Warung Tengkleng  Wedi Kambing 20 Malam
15, Mas Yuli Wedi Kambing 10 Malam
16. Pak Jangkung Depan Pegadaian, Wedi  Kambing 15 Maoiam
7. Pak Kordi Gunungan, Wedi Kambing 5

18.  Bu Menuk Gunungan, Wedi Kambing 5

19.  Mbuak Harti Pencar, Wedi Kambing 5
20. Bu Sumnirah Ngering, Wedi Kambing 5

o - Jumlah 260 o
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1. Siswo Prawatan Kambing 5
2. Utovo Prawatan Kambing 3
3. Surp Lotor Kambing 4
4. Hadi Siswoyo Somopuro Kambing 5
5. Sumarno Plawikan Kambing 6
6. Kawit Plawikan Kambing 10
7. Kawit Muda Plawikan Kambing 6
8. Kotiyono Plawikar: Kambing )
9. Muryani Plawikan Kambing 5
10.  Ny. tugiyo Piawikan Kambing 5
11.  Ny. Wahyuni Kraguman Kambing 15
12.  Ny. Yekti Plawikan Kambing i0
13. Karno Plawikan Kambing 5
14.  Bu Lestari Tegal Mas Kambing 10
15, Mas Lenthuk Srowot Kambing 10
16. Mbah Wiro Srowot Kambing 5
Jumlah 110
[.3. Kec. Klaten Selatan
1. P.Madi Danguran Kambing 5
2. P.MIfi Krapyak Kambing 5
3. P.Gareng Trunuh Kambing 5
4. P.Tejo Trunuh {DPD) Kambing 5
5 Sugiyo Ngalas Kambing 5
4. Saimun Kiaten Selatan Kambing 5
7. Harjo Dikroro Klaten Selatan Kambing 5
8. Dua Dewi Klaten Selatan Kambing 5
9. Bu Yanti Klaten selatan Kambing 10
10, Pak Hadi Klaten Seiatan Kambing 10
11, BuJum Gayamprit Kambing 5
12, Bu Diyono Danguran Kambing 5
Jumiah 70
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I.  Harto Darsono Blateran Kambing 5
2. Ibu Prapto Kabupaten Kambing 5
3.  P.Karjiyo Dipertan Kambing 5
4, Somo Tiyono Klaten Tengah Kambing 5
5. lbu Mangun Klaten Tengah Kambing 5
4.  lbv Ragil Klaten Tengah Kambing 5
7. PakBagong Mlinjon Kambing 40 Malam
8. Bu Mamik Depan BRI Kambing 25 Malam
9. Pak Gombloh Depan istana Kado Kambing i5 Malam
10. Bu Sonto Depan Kodim Kambing 15 Malam
11.  Pak Suli Yunior Depan BPD Syariah Kambing 25 Malam
12, Bu yanti Depan Mitra Kambing 15 Malam
13. CabangPak Codot Depan Naga Mas Kambing 5 Malam
14. Pak Codot Kabupaten Kambing 15
Jumlah 175
15, Widyasiufi Bareng, Klaten Tengah Babi 25
Jumlah 200
1.5. Kec. Kloten Ulara
1. Bejo Tegal Gelangan Kambing 40
2. Sih Murtiaty Sekarsuli Kambing 10
3.  Pak Sugeng JI. Mayor Kusmanto Kambing 10
4. CabangP. Bagong JI. Mayor Kusmanto Kambing 15
5.  |bu Diyono Cungkrungan Kambing 10
6. Sumilah Plembon Kambing 10
7. Mbah Joyo Belang Wetan Kambing 25
B. Pak Ambyah Gergunung Kambing 25
9. CabangBu Mamik  Jl. Mayor Kusmanto Kambing 10 Malam
10, Pak Suli Depan K. Perfanahan Kambing 30 Malam
11.  Bu Eni Depan Kantor Camaf Kambing 5 Malam
Jumlah 190
1.6, Kec. Ngawen - o
I.  PakCipto Senden Kambing 7
2. PakBejo Pularon Kambing 7
_ - Jumlah 14
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UNIVERSITAS
GADJAH MADA,
remotongan
No Nama Alamat {ekor}/bulan Ket.
Jenis Potensi
1 2 3 4 5 -]
. Rayon RPH Cawas
1. H. Mulyadi Cawas Sapi
2. Marsih Cawas Sapi 17
Gito . Cawas Sapi - Kolap
Jumich 39
I, Suwami Bulu Cawas Kambing 20
2. lLia Pasar Cawas Kambing 10
3. Suwarli Cawas Kambing 10
4.  BuYati Cawas Kambing 25
5. Putra Pangestu Cawas Kambing 15
Jumiah 80
Ill.  Rayon RPH
Delanggu
I, Miyatun Delanggu Sapi &
2. Pak Nowo Detanggu Sapi
Luar RPH Celanggu Sapi
Jumich 17
1. Sugeng Tegalgondo Kambing 10
2.  Prapto wonosari Kambing 10
3. Rejo Tegalgondo Kambing 10
4, Ponimin Kepoh Kambing 10
5 Suharno Delanggu Kambing 15
4. Sumadi Pakis Kambing 10
7. Sunaryo Tegalgondo Kambing 10
8. Slamet Kalilengel Kambing 10
2. Karang Asri Delanggu Kambing 3
10.  Mbak Yanti Delanggu Kambing 5
11.  Mas Hari Cepan RS Detanggu Kambing 5 Malam

|

~ Jumlah
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UNIVERSITAS
GADRIAH MADA
Pemotongan
Ne Nama Alamat {eker)/bulan Ket.
Jenis Potensi

1 2 3 4 E] &
IV. Rayon RPH Pedan
1. Bowo Pedan Sapi 22
2. Widodo Mgrendeng Sapi 22
3. Satjito Pedan Sapi 22
4, Sriyono Pedan Sapi 20
5. Agus Pedan Sapi 20
4. Darmo Pedan Sapi

Jumiah 124
1. Darto Kupang, Karangdowo Kambing &0
2. Pak Kuseng Karangdowo Kambing 10
3. Cabang Troketen Karangdowo Kambing 5
4, Kusung Kusung Pedan Kombing 20
5. Mardi Truketon Kambing 15
4. Damnoc Tambal Boyo Kambing 15
7. Widodo Sobayan, Pedan Kombing 10
8. Harjonto Ceper Kambing 10
9. H.Winaryo Karangwuni, Ceper Kambing 15
10.  Wido Karangwuni, Ceper Kambing 10
. Kirdi Ceper Kambing 10
12, Karye Kedungan, Ceper Kambing 10
13. Pak Pur Kedungan, Ceper Kambing 10
14. Pangestu Jetis, Pedan Kambing i5
15, P. Nggithil Pedan Kambing 10
14. P, Bladu Depan PLN Pedan Kambing 30 Malam
17. Mbak Sarli Depan PIN Pedan Kambing 5 Matam
18. Mbak Yeni Pedan Kambing 15
19.  Moro Seneng Pedan Kambing 5
20.  Pak Sibun Pedan Kambing 10
21. Cabang Wonosari Pedan Kambing 5
22, Sutini Ceper Kambing 15
23. BuCip Kurung, Ceper Kambing 10
25.  AdiSucipio Kurung, Ceper Kambing 10

Jumlah

325
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UNIVERSITAS
GADQJAHMADA : ‘
No Nama Alamat Pemotongan Ket.
(ekor)/bulan
Jenls Potensi
1 2 3 4 5 é
V. Lluar Rayon
RPH/Kec.
A, Kec. Prambanan
1. Sumadi Prambanan Kambing 25
2. Darmo Prambanan Kambing 20
3. Sumadi2 Prambanan Kambing 10
4.  Moroseneng Utara Stasiun Prambanan  Kambing 20
5. Pak Dasuki Timur Candi Prambanan Kambing 20
6. Pak Nur Sebelah Hotel Galuh Kambing -
7. Mas Kristanto Sanggrahan, Prambanan  Kambing 25
8. Mbak Ani Keden, Prambanan Kambing 25
Jumiah 145
B. Kec. Manisrenggo
1.  Karfo Manisrenggo Kambing 30
2. Manut Manisrenggo Kambing 30
Jumilah 40
C. Kec. Jalinom
1. Barjo Surcbayan, Jatinom Kambing 15
2. Diryo Surobayan, Jatinom Kambing 15
3. Praplo Surobayan, Jatinom Kambing 15
4.  loyo Surobayan, Jatinom Kambing 15
5. Sugeng Surobayan, Jatinom Kambing 20
6. Sumber Rejeki Gedaren, Jatinom Kambing 10
7. Saerah Jatinom Kambing 5
8. Pak Kamio Jatinom Kambing 25
9. Bu Naryo Jatinom Kambing 10
10.  Bu Lasmini Jatinom Kambing 5

Jumiah 135
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UNIVERSITAS
GADJAH MADA . . .
Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Potensl Retribusi RPH Kabupaten Kiaten

Tahun 2007
Hewan yang Retiibusi/budan
dipotong (Ekeor)/bin (Rp.) b3
No. Uralan b TK B Sapl Kambing Babi Retribusi
(xRp. {xRp. {xRp. (Rp.)
15.000 ) 1.250) 1250 )
. RPH Kiaten 220 819 25 3.300.000 1.023.750 31.250 4.355.000
Il.  RPH Cawas 39 80 - 585.000 100.000 - 685.000
M. RPH Pedan 126 325 - 1.890.000 406.250 - 2296280
V.  RPH Delanggu 17 100 - 255.000 125.000 - 380.000
V. Kec. di luar - 6460 - - 825.000 - B25.000

Rayon
Jumliah Tetal 402 1.984 25  6.030.000 2.480.000 31200 w250

Sumber: Diolah dari data observasi di lapangan.

Keterangan label:

1. 2 § = Jumlah Sapi

2. ¥ § = Jumlah Kabing atau Domba

3.3 5= Jumlah Babi

4. Potensi Retribusi RPH Kabupaten Klaten tahun 2007,
= Rp. 8.541.250,- x 12 bulan = Rp. 102.495.000,-
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Lampiran 3

Target Penerimaan Retribusi RPH Kabupaten Klaten
( Tahun 2007, Tabel 4.5)

Hewan yang Refribusl/bulan
dipotong (Ekor)/bln (Rp.) )3
No. Uraian ¥s 7K Y¥B sapl Karﬁbhg Babi Rehibusi
{xRp. {x Rp. {xRp. {Rp.)
15000} . 1.250) 4.500)
l. RPH Klaten 220 264 25 3.300.000 330.000 31.250 3.661.250
f. RPHCawas 39 37 - 585.000 46.250 - 631.250
. RPH Pedan 126 131 - 1.8%0.000 163.750 - 2053730
V. RPH Delanggu 17 80 - 255.000 100.000 - 355.000
V. Kec. di luar - 292 - - 365.000 - 365000
Rayon
Jumlah Total 402 B04 25 6.030.000 1.005.000 31.250  7.066.250

Sumber: Diolah berdasarkan Data RPH Kabupaten Klaten, April 2007

Keterangan Tabel:

1. > S = Jumlah Sapi

2.3 § = Jumiah Kabking atau Domba

3.3 § = Jumlah Babi

4. Target Potensi Refribusi RPH Kabupaten Kiaten tahun 2007,
= Rp. 7.066.250,- x 12 bulan = Rp. 84.795.000,-

5. Kelemahannya dalam hal pendataan terhadap jumlah wajib retribusi dan
intfensitas pemeriksaan kesehatan dan pungutan retribbusi.
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Lampiran 4

Penghitungan Potensi Berdasarkan Data

Dengan mempergunakan - data mengenahi jumlah
pemotongan hewan yang dilakukan di RPH (Tabel 4.10) maupun di
luar RPH (Tabel 4.11), maka berdasarkan Lampiran SK Bupati Klaten
Nomor:  974/362/1999 dapat dilakukan penghitungan potensi

penerimaan retribusi RPH, sebagat berikut:

Tabel 4.10. Pemotongan Hewan di RPH Kabupaten Klaten

Tahun Hewan Besar Hewan Kecil b ¥ ¥ Trend
Sapi Kerbau  Kambing  Domba Babi Besar Kecil Total T
2001 4974 42 4860 37218 161 5018 8237 13255 -
2002 4.797 37 4823 3130 168 4834 B.141 12972 -2,11
2003 5.801 61 6095 2139 183 5862 B.417 14279 10,05
2004 5.458 100 4.951 3.160 126 6.558  B.237 14795 3,61
2005 4.924 39 7.0456 5.193 170 49463 12409 17372 17.41

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehanan Pangan Kabupaten Klaten

Tabel 4.11. Pemotongan Hewan di Lvar RPH Kabupaten Klaten

Tahun Sapi  Kambing Domba b3 - b3 Trend Rasio
Besar Kecil Total % %
2001 - 1.804 §R7 - 2798 279 - 21,09
2002 - 2.548 1291 - 383% 3839 3730 2958
2003 - 2.431 1.239 - 3670 3.670 -4,40 2570
2004  2.043 7.747 4961 2043 12708 14750 30193 99.70
2005 2850  11.450 5747 2830 17.217 20067 3604 115351

Surnber: Dinas Pertanian dan Kehanan Pangan Kabupaten Klaten
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Perhitungan PotensiPenerimaan Retribusi berdasarkan Data dari Tabel 4.10 dan Tabel 4.11.

-]
2 Pemofongan Y Pemectongan x taiif retribusi Jurmiah
Penerimaan
Tahun Retribusi RPH
Dalam RPH Di Luar RPH Dalam RPH Di lvar RPH
} (Rp.)
Besar Kecil Besar Kecil {2xRp.15.000) (3xRp.3.000) (4xRp.4.500) (5xRp.1.250)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2001 5.018 8,237 - 2,794 75.270.000 24.711.000 - 3.495.000 103.474.000
2002 4,834 8.141 - 3.83% 72.510.000 24.423.000 - 4.798.750 101.731.750
2003 5.862 8.417 - 3.670 87.930.000 25.251.000 - 4.587.500 117.7568.500
2004 6.558 8.237 2.043 12.708 ©8.370.000 24.711.000 2.193.500 15.885.000 148.15%7.500
2005 4.943 12.409 2.850 17.217 74.445.000 37.227.000 12.825.000 21.521.250 144.018.250
Keterangan:

Perhitungan potensi penerimaan ini memiliki kelemahan karena didatamnya masih termasuk dengan jumlah
hewan yang dipotong untuk keperluan keagamaan, misalnya pada saat hari raya idul Adha.

Sesuvai peraturan yang ada, pemofongan hewan untuk keperluan keagamaan tidak dipungut biaya.
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Lampiran 5

Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten

No. Pertanyoan Operaticnal Nedral Stratagic Skore
i. Apakah fsu tersebut ckon menjodi agendo  Tidok Ya @ 3
Pemerintah Doerah Kabupaten Kiglen?
2. Apaokoh isu tersebult akan menjadi ogenda Tidak Ya @ 3
Dinos Pertanion dan  Ketghonon Pangan
Kabupaten Klaten?
3. Kaopan isu tersebut akan menjodi tantangan  Saat ini Tahun depan 2 tahun 3
ataw peluang bagi RPH Kabupaten Kiaten? atay lebih @
4. Seberapa lvas dampak isu lersebut bagi RPH 1 bagian Beberapa Seluruh 3
2 -
Kabupaten Klaten® bagian unit/kantor
5. Seberopa besar resiko atou peluang anggaran  Kecil, Sedang, Besar, 2
untuk menongani isu dimaksud? <10% Y0 s/d 25% >25%
anggoran anggaran @ anggaran
&, Apakah strategi memerlukon/mensyaratken: 2.2
a. Pengembaongan tujuan dan program lidak @ Ya
peloyanan baru?
b, Perubohon surmnber dayo otcu  Tidak @ Ya
pembiayoan secara financial?
T
<, Peraturan Daerah secara signifikan? Tidak va @
d.  Perubahan fasilitas atau modifikasie Tidak @ Ya
e Perluasan staf? Tidak va
7. Sebergpa mudahkch pendekatan yang dapat  Siap Periu Sangot 2
dilakukan untuk pemecahannya? diloksanakon  parameter luasfterbuka
yang lebih
detal &
8 Level terendah monakoh yang dapat  Supervisor/st Kabag/Kasie Kepaila kantar 3
mengambil keputusan vntuk pemecahannya? af fini @
%, Dampak apa yang mungkin terjodi bila tidak  Kesulitan, Hambatan Harmbatan 3
direspon? inefisiensi peiayanon, pelayanon
nemborosan. jangka
panjang, fugi
besar. i
10.  RBerapa benyak orang yang teribat dalom  Tidak ada 1-3 4 atau lebih 3
sotusinya @
N Seberapa sensifitkah isu tersebot terhadop Llemahflidak  Agok sensitive  Sangat 2
kornunitas social, politik. agama atav budaya? sensitif @ sensitive
Tolal Skore 29.2

Sumber: diolah dar Bryson (2005:184-185)



Lampiran é
Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten
Klaten
WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo

[JNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

TestGitonus Yerbradap su Strategi:
Bagaimana meningkalkan kerjasama dengon stakeholders?

No. Perfanyoan Qperatlonal Nedral Shategic Skore
1.  Apokah isu tersebut akan menjadi agenda Tidak va @ 3
Pemerintoh Daeran Kabupaten Klaten?
2.  Apakah Isu tersebut okon menjadi agenda Tidak Ya I 3
Dinas Pertonian dan  Ketchonan Pangon
Kabupater: Klaten?
a. Kapan isu tersebut okan menjadi tantangan sactini @ Tahun depan 2 tahun 1
atou peluang bagi RPH Kabupaten Kiaten? atau lebih
4. Sebergpa iuas dampak su tersebut bogi RPH ) bogion Bebercpa Sedluruh 3
2 N
Kabupaten Klaten? bagiar unit/kantor @
5. Seberapa besar resiko atau peluang anggoran  Kecil, Sedang, Besar, 3
untuk menangani isu dimaksud? <10% 10s/d 25% >25%
anggaran anggaran anggaran i
&, Apakah strategi memeriukan/mensyaratican: 1.6
a. Pengembangan iujuon dan program  Tidak @ Ya 2
pelayanan baru?
b. Perubahan sumber daya otau  Tidak 3
. ; . Ya
pembiayaan secara financial®
o
c. Peraiuran Daerah secara signifikane Tidak @ Ya !
ili ifik asi 2
d, Perubahan fasilitas atau madifikasi? Tdak K Ya I
2
e,  Perluascn sialt? Tidak Ya !
7. Seberapa mudahkah pendekatan yong dapat  Siap Periu Sangat 3
dilakukan uniuk pemecahannya?2 dilaksanakaon pcarameter luas/terbuka
yang lebih
detail ©
8. level fetendah manakah vyang dopat  Supervisor/staf  Kobog/Kase Kepala kontor 2
mengambil keputusan untuk pemecahannya? fini i
9.  Dampak apo yong mungkin teriadi bila fidak  Kesulitan, Hambatan Hambatan 3
direspon? inefisiensi pelayonan, pelayanan
pemborasan.  jangka
panjang, 1ugi
besar.
10.  Berapa bonyak orang vang teribat dalam  Tidak ada 1-3 4 atau lebih 3
solusinya
¥
bl Seberapa sensififkoh isu tersebut ternadop  Llemahdidak Agok Sangat 3
komunitas social, politk, agama atau budaya? sensitif sensitive e
sensiive [
Tolal Skore 28.8

Sumber: diolah dori Bryson {2005:184-185)
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BagaimidnaAftenumbuhkan kesadaron para pengusgha daging dan konsumen terhadap

peraturan daging yang ASUH?

No. Pertanyaan Operaticnal Netral Shategic Skore
1.  Apakah isu tersebut akan menjadi agenda Tidak @ Ya 2
Pemerintah Daoerah Kabupaten Klaten?
2.  Apagkah isu tfersebut akan menjadi agenda Tidak @ Ya 2
Dinas Pertanian don Ketohanan Pangan
Kabupaten Klaten?
3.  Kapan isu tersebut gkan menjadi tontangan  Saat ini Tahun depan 2 tahun 3
N 2.
atau peluong bagi RPH Kabupaten Klaten? atau iebih @
4. Seberapa luos dampak isu tersebut bagi RPH 1 bagian Beberapa Seluruh 3
o N
Kabupaten Klaten? baogian unit/kantar @
3. Seberapa besar resiko atau peluang anggaran  Kecil, Sedang, Besar, 2
untuk menangani isu dimaksud? <10% 10s/d 25% >25%
anggaran anggoran @ anggaran
6. Apakah strategi memerlukan/mensyaratkan: i.4
a. Pengembangan fujucn dan progrem  Tidak @ Yo
pelayonon boru?
L. Perubf:hon :umb?r _dcyo atau Tidak Ya
cemblayaan secara financial?
¢.  Peraturan Doerah secara signifikang Tidak @ Yo
o Y
d.  Pervbahan fasiitos atouw modifikosie Tdak @ Yo
2
e. Perluason staf@ Tidak 21 Ya
7 Seberapa mudahkah pendekaton yang dopat  Siop feilu Sangat 2
dilakukan untuk pemecahannya? dilcksanakan  parometer luas/terbuka
yang lebin
detait
8. Level tferendoh  manckah yong  dapal Supervisor/st Kabag/Kasie Kepala kantor i
i z
mengambil keputusan untuk pemeccohannya? aflini 1
9. Dampok apa yang mungkin teriadi bila tidok  Kesulitan, Hambatan Hombatan 3
direspon? inefisiens pelayanan, pelayonaon
pemboroson,  jangka
poniang,  Tugi
besar.
10.  Berapo bonyok orang yong terfibat doam  Tidak oda 1-3 4 ataou lebin 3
solusinya
%]
1. Sebergpa sensififkch isu tersebut terhadop  Lemah/tidok Agok sensitive  Sangat 3
xomunitas social, politik, agama atau budayo? sensitif .
sensitive ¥
Tolal Skore 25.4

Sumber: diclah dari Bryson [2005:184-185)
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Lampiran 8

Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten

Neo. Pertfanyaan Operdational Nefral Shrategic Skore
1. Apckah isu tersebut akan menjadi agenda Tidak @ Ya 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten?
2.  Apckoh isv tersebut akon menjodi agenda Tidak @ Ya 2
Uinas  Pertanian dan Ketahanaon Pangan
Kabupdaten Klaten?
3. Kapan isu tersebut okan menjadi tantangan  Soat ini Tohun depan 2 tahun 3
atau peluang bagi RPH Kabupaten Klaten? alau lebih @
4, Seberapa luas dampak isu fersebut bagi RPH  1bagian feberapa Seiuruh 3
Kabupaten Klaten? bogian unit/kantar @
3. Seberapa besar reska olou peluang onggaran  Kecil, Sedang, Besar, ]
untuk menangani isu dimaksud? <10% 10 s/d 25% >25%
anggaran @ anggaran anggaran
b. Apakaoh strategi memerlukan/mensyorotkan: 1.8
a. Pengembangan tujuyan don  program Tidak ] Ya !
pelayanan baru?
b. Perubghoﬂ sumb:ar ‘dayc atou Tidak Ya !
pembiayaan secaora financial?
¢. Peraturan Doerah secara signifikan? Tidak @ Ya !
d, Perubahan fasilitas atau modifikasi? Tidak. v 3
a i
2
e, Perluasan stafé Tidak va 3
B Seberapa mudahkah pendekaton yang dapat  Siop Periu Sangal 2
dilakukan untuk pemecahannya? dilaksanak an parameater luas/terbuka
yaIng lebih
detail Kl
8. Level t!erendoh manakah yong dopaf  Supervisorfstaf  Kaobag/Kasie  Kepaia kantor 2
mengambil keputuson untuk pemecahannya? liri @
Q. Dampok apa yang munckin terjodi bilo tidak Kesulitan, Hambatan Hambatan 3
direspon? inefisiensi pelayanan, pelayanan
pemborosan.  jongka
panjang, 1ugi
besar. (4
10.  Bergpa banyck orang yang terlibat dalom  Tidak ada 1-3 4 atau lebin 3
solusinya ;|
1. Seberapa sensitifkah isu  tersebut terhodap  temah/fidak Agak Sangat 2
komunitas scciol. politik, agama atau budaya? sensitif - sensitive
sensilive
Total Skore 24.8

:,u. [T R él PN |2-UUJ. ISd-!BS]
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Test@pHIs YefHadap Isu Strategi:
Bagaimana meningkotkan kemampuan SDM?

No. Pertanyaan Operatienat Netral Shalegic Skore

1.  Apokah isu lersebut akan menjadi agenda Tidak Yo @ 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten®

2. Apakah su tersebut akan menjadi agenda  Tidak Yo @ 3
Dings Perlgnian dan  Ketachonan Pangan
Kabupaten Kicten®

3. Kapan isu tersebul akan menjadi tantangan Saat ini Tahun depon 2 tahun 3
otau peluung bagi RPH Kabupaten Kilalen? atau lebih @

4, Sebercpc luaos dampak isu tersebut bagi RPH 1 bagian Beberopa Seluruh 3
Kabupaten Klaten? bagian unit/kartor

5, Seberapa besar resiko alou peluang anggaran  Kecil, Sedang, Besar, 2
untuk menangani isu dimaksud? <10% 10 s/d 25% >25%

anggaran anggaran @ anggaran

b. Apakah strategi memerlukan/mensyaratkan: 2

a. Pengembangon tujuan don  program Tidak @ Ya i

petoyanan baru®

b.  Perubahan sumber daya atau  Tidak 7 Ya 2
pembiayaan secara financiai?

P
c. Percturan Daerah secara signifikan? Tidak Ya !
d. Perubahan fasiftas atau modifikasi? Tidak Ya @ 3
2
e. Perlucsan stafe Tidak va @ 3
7. Seberapa mudahkah pendekaton yong dapat  Siap Petiu Sangat 4
dilakukan untuk pemecahannya? dilaksanakan  parameter luas/terbuka
vang lebih
detail
8. Level tferendah manokah yang dopal  Supervisor/st Kaobag/Xasie Kepaio kantor 3
mengambil keputusan untuk pemecaohannya? af fini @
9. Dampak gpa yong mungkin terjadi bila tidak Kesuitan, Hambatan Haombaotan 3
direspon? inefisiensi pelayonan, pelayanan
pemborosan.  jangka
ponjang, fugl
besar. ¥
10,  Beropa bonyak crang yang teribat dcolam  Tidak ada 1-3 4 atau lebih 3
solusinya 7
11, Seberapa sensitifkah isu  fersebut lerhadap Llemah/ftidak  Agak sensitive  Sangat 3
komunitas social, politik. agoma atau budaya® sensifif -
sensitive &
Tolal Skore 30

Sumber: diolah darn Be ysuns jevua rus-1 335}
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Lampiran 10

Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten

No. Perfanyacn Opesationol Nelral Stralegic Skore
1.  Apckah isu tersebut okan menjadi agenda Tidak Yo @ 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Kiatend
2. Apdkoh isu tersebut akon menjodi agendo Tidok Yo i 3
Dinas Pertanion dan Ketahonan Pangan
Kabupaten Klaten?
a. Kapan isv tersebut okan menjadi tantangan  Saat ini Tahun depan 2 tahun 3
atau peluang bagi RPH Kabupaten Klaten? atau lebih @
4. Seberapa luas dompok isu tersebut bagi RPH 1 bagian Beberopa Selurch 3
Xabupaten Klaten? bagian unit/kanior @
5.  Seberaopa besaor resika atou peluong anggaran Kecil, Sedang, Besar, 3
untuk menangani isu dimaksud? <10% 10s/d 25% >25%
anggaran anggaoran anggaran @
4. Apakah strategi memerlukan/mensy aratkan: 2.4
a. Pengembangan  tujuan  dan  program Tidak @ Ya
neloyanan baru?
b. Perubahan sumber daya atau  Tidak
X N \ Ya 1
pembigyaan secara financial®
c. Peraturan Daerah secara significan? Tidak Yo @A
d. Perubahan fasiitas alau mogifikasi? Tidak
Ya 4
2
e. Perduasan stof? Tidak ta @
7. Seberapa mudahkoh pendekatan yang dapat  Siap Periu Sangot 3
dilakukan untuk pemecahannya? dilaksanakan parameter luas/terbuka
yang iebih L
detadil
8. Llevel terendoh  monakah  yong  dapot  Supervisor/staf  Kobag/Kosie  Kepalo kantor 2
mengambil keputusan untuk pemecahannya? lini @
?. Dampak apa yong mungkin teradi bila fidok  Kesulitan, Hambafon Hombatan 2
direspon? inefisiensi pelayanan, pelayanan
pembarosan.  jangka
A panjong, rugi
besar.
10.  Berapa banyok orang yang teribat dolam Tidok ado 1-3 4 atau lebih 3
solusinya @
V1. Sebercpa sensitifkah isu  tersebut terhadop  Lemah/tidak Agak Sangat 3
komunitas social, politik, agama atau budaya? sensitif sensitive sersitive Il
Total Skore 30.4

Sumber: ¢
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Lampiran 11

Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten

No. Pertanyaan Operdational Netral Skrategic Skore
1.  Apakah isu tersebut akan menjadi agenda Tidak Yo @ 3
Pemerintah Daerdh Kabupaten Klaten?
2. Apgkah isu tersebut okan menjadi agenda Tidak Ya @ 3
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Klaten?
3. Kapan isu tersebut okon menjodi tantangan Saatini Tahun depan 2 tahun 3
atau peluang bagi RPH Kabupaten Kiaten? atau lebih @
4,  Seberapa uas dompok su tersebut bagi RPH 1 bagian Beberapa Seturuh 3
Kobupaten Kiaten? bagian unit/kantor i
5. Seberapa besar resko atau peluang anggoran  Kecil, Sedang, Besar, 1
untuk menangani isu dimaksud? <10% 10s/d 25% >25%
anggaran B anggaran anggaran
4. Apakoh sirategi memerdukan/mensy aratkan: 1
a. Pengembongan tujuon dan  program Tidok @ Ya
peloyanan baru?
b. Perubghcn sumb?( ‘dayo atau Tidok B e]
pembiayaan secara financial?
e o
¢. Pergturon Daerah secora signifikan? Tidak @ Ya
" En
d. Perubahaon fasiitas atau modifikasi® Tidek @1 Ya
2
e, Periuasan staf Ticdok @ Ya
S Seberapo mudankan pendekoion yang dopat  Siop Perlu Sangat 2
dilokukan unfuk pemecahannya? dilaksanakan parameter luas/terbuko
yang  lebih
detail
8. Level terendgah manaokah yong dopat  Supervisor/stal Kabag/Kasie  Kepalo kantor 1
mengambil keputusan untuk pemecahannyo? ni @
9.  Dompaok opo yong mungkin terjadi bile tidok Kesuiitan, Hambaton Hambatan 3
direspan? inefisiensi pelayanan, pelayanaon
pemborosan.  jongka
panjong, rugi
besar. K
10.  Beropa bonyak arang vang terlibat dalom  Tidok ado 14 W 4 atau lebinh 2
solusinyo
1. Seberapc sensitifkah isu  tersebut ternadap  Lemah/tidak Agak Sangat !
R . e z e "
komunitas social, politik, agama atau buday a® sensitive @ sensitive sensitive
Total Skore 24

Sumber .o

(T N P AV Ve SR VAT
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TestibnbsMsthadap Isu Strategi:
Bagaimana meningkatkan sarana dan pras:  ..a dl RPH?

No. Perfanyoan Operdlional Nefral Shrategic Skore

1.  Apakch isu tersebut okan menjodi agenda  Tidak Yo @ 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten?

2.  Apcdkah isu tersebut akan menjadi agenda Tidak Ya @ 3
Oinas Perlanian dan  Ketachanan Pangan
Kabupaten Klaten?

3.  Kapan isu tersebut dgkan menjadi tantangan  Saat iri Tahun depan 2 tahun 3
atau peluang bagi RPH Kabupaten Kiaten? atau tebih 1A
4. Seberapa luas dompak isu tersebut bagi RPH ) bagian Beberapa Selurush 3
Kabupaten Klaten? bagian unit/kantor @
5. Seberapa besar resiko otau peluang anggaran  Kecl), Sedang, Besar, 3
untuk menangani isu dimaksud? <10% 10s/d 25% >25%
anggaran anggaran

anggaran Kl

6, Apakah strategl memerukan/mensy aratkan: 2

a. Pengembangan lujuan doan  program Tidak A Ya !
pelayanan boru?

b. Perubchan sumber daya atau  Tidak 3
. N . Ya ¥
pembiayaan secara financiai@
T
c. Peraturan Daerah secara sighiftkan?g Tidak @ Ya !
d.  Pervbahan fasilifas atau medifikasi? Tidak 3
Ya i
e, Perluasan staf? Tidak % Ya 2
7. Seberopa mudahkah pendekatan yang dapat  Siap Perlu Sangat 2
dilakukan untuk pemecahannya? dilaksanckar parameter luas/terbuka
vang lebih
detail ¥l
8. level terendah manckah vyang dapat  Superviser/staf  Kabag/Kasie Kepala kantor 3
mengambil keputusan unfuk pemecahannya? lini @
9. Dampak apa yang mungkin terdadi bila tidak  Kesufitan, Hambatan Hambatan 3
direspon? inefisiensi pelayanan, pelayanan
pemborosan.  jangka
panjang, rugi
. besar. &
10.  8Berapa banyak orang yang terlibal dalam Tidak ada -3 4 ciau lebih 3
solusinya .
4 2
1. Seberapa sensititkah isu  tersebul terhadap Lemah/tidak Agak Sangat 2
K i . e 2 . h
omunitas social, pelitik, agama otau budayo? sensitif sensitive &1 sensitive
o

Sumber de . o oo (2J05:184-153)



UNIVERSITAS

Klaten

TestdhnusMsrhadap isu Strategi:
Bagaimana menegakkan supremasi hukum?

WIDODO, G.S Wahyu, Prof. Dr. Warsito Utomo
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran 13

Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten

No. Perfanyaan Operational Nelral Strategic Skore
1. Apokah isu tersebut ckan menjodi agenda Tidok Yo @ 3
Pemerintoh Daeragh Kabupaten Klaten?
2. Apakoh isu tersebut okon menjadi agenda  Tidok Ya & 3
Dinas Pertanion dan  Ketghanon  Pangon
Kabupaten Klaten?
3.  Kapan jsu tersebut okon menjadi tontangan  Sadf ini Tahun depan 2 tahun 3
N 2 .
atau peluang bagi RPH Kabupaten Klaten® atau lebih @
4., Seberapo waos dompok isu fersebut bogi RPH 1 bogian Beberapo Seluruh 3
2 j .
Kabupaten Klaten? bagian unif/kontar @
5. Seberopo besor resiko otau peluong onggaron  Kecil, Sedang, Besar, 1
untuk menangani isu dimaksud? <10% 10 s/d 25% »>25%
anggoron @ anggaran anggaoran
4. Apakah strategi memerlukan/mensyoratkan: 1.4
a. Pepgembangan fujuan dan program Tdak @ Ya i
pelayvanan baru?
b. Perubf]han sumbgr .dcyo atau dak @ Ya i
pembioyaan secara financial?
¢, Peraturon Daerah secara signifikan? Tidak Yo @ 3
d. Perubahan fasilitas atau modifikasi? Tidak @ Ya 1
e. Perluasan siaf? Tidok @ Ya {
7 Seberapa mudaohkah pendekatan yong dopat  Siap Perlu Sangat 3
dilgkukan untuk pemecohannya¥? dilaksanakan parameter luas/terbuka
vang lebinh
detadil &
8. level ferendah manokah yang dopot  Supensor/stal  Kabag/Kasie  Kepala kanior 2
mengamicil kepulusan untuk pemecchannya? lini @
Q. Dampok apa yong mungkin terjadi kilo tidak  Kesulitan, Hambatan Hamkaton l
i 2
direspon?® inefisiersi 11 pelayanon, _peioycnon
pemboroson.  jangka
ponjang, rugi
besar.
10.  Berapa bonyck orang yang teribat dolom  Tidak ada 1-3 4 gtau lebih 3
solusinya @
W Seberapa  sensififkoh  isu  tersebut termadaop  Lemah/tidak Agak Sangat 2
komunitas social, politik, agoma atou budaya? sensitif sensitive @) sensitive
Total Skore 15,4

Sumber: diciah dari Bryson (2005:184-1835)
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Pedom: Wawancara (interview guide)
| Urc Aspek Inferview guide informan/
responden
Visidan § i v  Tupoksi Organisasi Tugas pokek dan Fungsi RPH. Kepala Bagian TU dan
Mandat » Landasan Formal Sejarah berdirinya RPH. Kepala UPTD RPH
pembentukan organisasi Latar belakang pentingnya RPH bagi
Pemda.
Berbagai peraturan yang mendasari
berdirinya RPH
lingkungan 1) Aspek Input
Internal o Sumber Daya Manusia Jumiah pegawai {PNS, honorer) Kasubag Umum dan

o]

Sumber Daya Anggaran

o Sarana Prasarang RPH

O

Budaya Organisasi

Tingkat Pendidikan (SD. SMP, SLTA, 3-
1,5-2)

Belanjo pegawdai
Belanja modal

Prasarana dan saranc RPH

Mobil dan motor dinas

Fasilitas RPH dan infermasi
Kemampuan RPH dalam
mengadopsi teknologi tepat guna

Sikap mental pegawai
Inisiatif dan kreatifitas pegawai

Pertengkapan Kepala
Bagian TU

Kasubag
Bagian TU

Keuangan

Kasubag Umum dan
Perlengkapan Kepala
Bagian TU

Kepala UPTD RPH

Kepala UPTD RPH
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o Struktur Organisasi

UmMversitas-Gatam Matta-2008--umtut

aThttp-HetdrepoStoTy Ty macd

Pemahaman pegawai
tugaos pokok dan fungsi

terhadap

Kepala UPTD RPH

2) Strategi sekarang

Prosedur dan mekanisme
kerja RPH

Tata hubungan, meliputi koordinasi
vertical maupun herizontal

Kepala UPTD RPH

3) Kinera
o Produktifitas

o Responsifitas

Kontribusi retribusi RPH terhadap PAD
Perttumbuhan retribusi RPH

Efektifitas Retribusi RPH

Efisiensi Retibusi RPH

Program dan kegiatan pelayanan di
RPH

Kepala UPTD RPH
LSM

Masyarakat
Pengusaha Daging

o Responsibilitas Pelaksanaan administrasi  kegiatan
RPH
o Akuntabilitas Kualitas Pelayanan RPH
4) Penegakan supremasi hukum Penerapan  sanksi/tindak  pidana | Kepala UPTD RPH

terhnadap klien

Lingkungan
Eksternal

1} Trend/Kekuatan
o Politik

Impiementasi UU Nomor 32 Tahun
2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004
serta UU Nomor 34 Tahun 2000

Kepdala UPTD RPH
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Peran DPRD Kabupaten Klaten
Perkembangan Peraturan

Perturnbuan PDRB dan Struktur PDRB
Laju Inflasi

Pendapatan Perkapita

Potensi daerah

Kabid
Bapeda, BPS

Litbangji

o Teknologi - Pengaruh kemajuan teknologi | Kepala UPTD RPH
terhadap akses pelayanan

o Sosial -  Kependudukan Kabid Litbang;ji
- Pedidikan dan Kesehatan Bapedaq, BPS
- Struktur masyarakat

o Kondisi Daerah - Letak Kabupaten Kabid Litbangji
- Potensi pendukung

2) Stakeholder - Peran Bupati, DPRD, serta | Kepala UPTD RPH,

masyarakat {LSM, PT dan pengusaha
ternak potong)

LSM dan masyarakat
pengusaha daging

3} Kompetitor

lembaga lain sebagai competitor
dalam mendukung pencapdian
tujuan dan sasaran organisasi

Kepala UPTD RPH
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Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama R e
Umur et e e breetaer e aa e
Alamat T e e et ataeereraaaeaareaaeas
Pekerjaan e e iateer it eirrarea e

Dengan ini schubungan dengan pekerjaan saya tersebut diatas.
Saya sanggup membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah dalam hal ini Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan setiap/sejumlah uang berdasarkan PERDA No. 33
Tahun 200!, Tentang Retribusi Pemakaian kekayaan daerah dan Surat Kceputusan
Menteri Pertanian No. 413/x4pis/TN.310/7/1992 tentang Pemtongan Ilewan Polong dan

Penanganan Daging serta hasil ikutannya.

1. larj TRy
2. 3 Harj TRp
3. 5 Hari SR U
4. 7 Uari TR
5.15 Hari TR
6. 1 Bulan TR,

Demikian sural pernyatan ini kami buat tanpa paksaan orang lain, apabila di
kemudian hari ternyata tidak taemenuhi kami siap ditindak sesuai peraturan  yang

horlakn.

Mengetalus, Yang Menyatakan,

Kepalal a.. ... ... ... . ... . ...



)

UNIVERSITAS

Klaten

Dron AR TSR b TR SO ONG AN HEWAN

Lampiran 16

GADAH MADARESAR DAN HEWAN KECIL DI KABUPATEN KLATEN

Strategi optimalisasi pengolahan retribusi pelayanan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten

= Pemotongan (ckor)/ bulan Keterang
No Nama Alamal e - - -
Jenis Potensi | [stumast an
i 2 3 4 5 6 7 i
I | Rayon RPH Klaten
1 | Drs. Bambang Suévf.q; Mlinjon, Klaten ‘I'cngah Sapi 60 60 I buidn
2 | Ny. Harto Suwarno Jurugan, Klaten Selatan Sapi 60 60 1 bugn
3 | Suyadi Kadipaten, Klaten Tengah Sapi 30 30 1 buda
4 | Kamuri Mojayan, Klaten Tengah Sapi - - Kolap
5 | Damik Mojayan, Klaten Tengah Sapi - - Kolap
6 | Yarkoni/ Daru S. Bareng, Klaten Tengah Sapi 40 40 1 buldn
7 | Karjo Kr-Duwet, Klaten Tengah Sapi 30 30 1 buide
Jumlah T 220 220 &
1 | Widyostuti Bareng, Klatcn Tengah Babi 25 25 1 buldn
2 | Nanik Somaopuro, logonalan - Babi - - Kolap
©Jumlah T 2 |25
1.1 | Kecamatan Wedi
I | Yuningsih Wedi Kambing 10 10 1 buldn
2 { Sunardi Wedi Kambing 5 5 1 buldg
3 | P. Afjo Wedi Kambing | S 5 1 bulda
4 | Polimin Wed) Kambing 5 5 1 bulan
5 | Sumamo Wedi Kambing 5 5 1 bukdn
6 | Sutadi Wedi Kambing 5 5 1 bun
7 | Suwardi Cawan/ Wedi Kambing 5 5 I bupen
B | Manto Cawan/ Wedi Kambing 5 5 I bujeen
9 | Ny. Karjo Wedi Kambing 5 5 1 bulgmn
10 | Giyo Ngalos Kambing 5 5 1 buldn
11 { Kawii Gondang Kamblng 5 5 1 butdn
Jumlah 60 60 o
1.2 | Kecamatan Jogonalan
1 | Siswo Prawalan Kambinyg 5 5 I bulgtn
2 | Utoyo Prawatan Kambing 3 3 1 buihn
3 | Surip Lotor Kambing 4 4 1 butgm
4 | Hadi Siswoyo Sonopuro Kambing 5 5 1 bulgn
S | Sumarno _Plawikan Kambing 6 6 1 buidm
6 | Kawit Plawikan Kambing 6 6 1 buldnp
7 | Ko _ono Plawikan Kambing 6 6 1 bupin
8 | Muryant Plawikan Kambing 5 5 1 bulgn
9 | Ny. Tugiyo Plawikan Kambing 5 s 1 butdn
10 | Ny. W&hyuni Kraguman Kambing 5 5 1 butdn
11 | Ny. Yekti Plawikan Kambing 5 5 I butddn
12 | Kamo Plawikan Kambing 5 5 1 buldm
Jumlah 60 60 ]
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